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MOTTO

“Hai orang-orang yarg beriman, fendaklah Ramu jadi orang-orang yang
selalu menegaRkan (Rebenaran) Rarena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan
janganlah seRali-kRali kebencianmu terfiadap suatu Raum, mendorang Rgmu
untuk berlaku tidak adill Berlaku adillafi, Rarena adil itu lebik dekat dengan
tagwa. Dan bertaqwalak Repada ﬂfﬁlﬁ sesunggufinyg Allak Maha Wﬁﬂgﬁtﬂﬁuz
apa yang Ramu Rerjofign” (Qs. AL Maa-idaki : 8) '
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ABSTRAK -

Te51s ini bertitik tolak dari permasalahan sebagai berikut : x
1. Bagaimana hubungan sosial politik antar partai terhadan bekerjanya sistem
peradilan pldana dalam tindak pidana Pemilihan Umum yang diduga melanggar
Pasal 72 sampai dengan Pasa] 75 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum? .
2. Bagaimana realisasi penerapan hukum terhadap beker_}anya sistem peradilan
pidana dengan adanya kesamaan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-
undang [ukum Pidana (KULIP) ?
3. Sampai sejauh mana pengaruh kekuatan politik terhadap bekerjanya Sistem
Peradilan Pidana?
. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat kualitatif, oleh karena
itu jumlah responden dan populasi tidak diperhitungkan, data-data primer dan sekunder
dianalisa secara kualitatif sehingga diperoleh sxmpulan sesuai dengan permasalahan yang
dikemukakan.
Tindak pidana Pemiilihar Umum bukan merupakan tindak pidana khusus, diatur dalam
undang-undang Pemilihan Umum dan ketentuan pidana dalam KUHP, meskipun
demikian di dalam praktiknya terjadi kerancuan dalam penerapannya. Aparat penegak
hukum seakan ragu-ragu untuk mencrapkan ketentuan pidana dalam undang-undang
Pemilihan Umum. Para penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hukum
lebih memilih- menggunakan ketentuan pidana dalam KUHP. Hubungan sosial politik .
antar petinggi partai politik akan mempengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana.
Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antar mereka dapat mempengaruhi bekerjanya
sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan. Meskipun terjadi pelanggaran
atas undang-undang Pemilihan Umum yang mencolok, akan tetapi hampir tidak ada satu
kasuspun yang diselesaikan di pengadilan. Dengan demikian kekuatan partai politik
terutama partai dominan dapat mempengaruhi secara positif bekerjanya aparatur penegak
hukum. Dalam pelanggaran undang-undang Pemilihan Umum, aparat penegak hukum
(penyidik) cenderung bersikap menunggu adanya laporan dari pihak yang dirugikan.
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Abstract ‘.

This thesis is written based on the following problems : -
1. ‘What is the socio-politic relationship among parties towards the performance
. of criminal law system in the Gehéfél_ Election offences assumed to violate
Article 72 to Article 75 of Law Not3/1999 about General Election
2. How is the law enforcement towards the performance of criminal law system
realized following the similar articles as shown in Law No.3/1999 about
General Eléction and the articles in the Penal Code? -
3. How far is the impact of political power against the performance of Criminal
Law system? . .
This research describes a sociological law research qualitatively. This results in
miscalculating the number of respondents and population, whereas the primary and
secondary data are analyzed qualitatively to show that they go with the problems.
General Election offences do mnot belong to special offences, as regulated in the
General Election Law and criminal charges in the Penal Code, however in practice a
confusion still takes place in their implementation. The law enforcement officers
seem fo be doubtful to implement the criminal charges in the General Election Law.
In taking care of cases of law violation, they prefer using the criminal charges in the
Fenal Code. The socio-politic relationship among the leaders of political parties will
influence the performance of criminal law system. The agreements that have been
made by them can influence the performance of criminal law system in overcoming
crimes. Although there has been a severe violation against the general election law
but there is no single case done over the court. Due to this condition; the power of
political parties, particularly the ‘dominant ones, can influence positively the
performance of law enforcement officers. When law is violated, the officers

(investigators) tend to be passive waiting for reports from the parties being harmed.
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BABI

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

.Tujuan Pemi)angunan sektor politik sebagaimana digariskan dalam
Garis-garis  Besar  Haluan Ncgara (GBHN) 1999 yakni guna
mengembangkan Asis;tern politik nasional yang berkedaulatan rakyat,
dem_okrgtis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang
menghormati  keanckaragaman aspirusi. politik, scrta  mengembangkan
sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dengan
menyempurnakan berbagai peraturan pcfundang—undangan di bidang politik.
Di Samping itu juga untuk meningkatkan kemaﬁdirian partai politik
terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingén i‘akyat,
mengembangkan fungsi pengawasan sccara efektif terhadap kinerja
lembaga-lembaga ﬁegara dan meningkatkan efektivitas, fungsi dan
-partisipgsi érganisasi kemas&arakatan, meningkatkan kerja kelompok
profesi dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupén bernegara.

Pembangunan politik dilakukan guna menyelenggarakan pemilihan
ﬁmum secara lebih ‘berkualitas dengan péﬁisipasi rakyat seluas-luasnya atag
dasar prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan
beradab yang diselenggé’rakan oleh badan penyelenggara yang independen

dan partisipan.



Pe.milihat; umum merupa"kan'sarana untuk mewujudkan kedaulatan
.rakyat dalam rangka i(e_:ikut sertaan rakyat dalam menyelenggarakan
perﬁerintahaﬁ negara.! Pemilihan umum bukan hanya bertujuan untuk
memilih  wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam 1embagd
permusyawaratan/ perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana
untuk mewujudkan  penyusunan tata kehidupaﬁ negara yang dijiwai
semangat Pancasila dar; Undang-undang Dasar 1945 dalam negara kesatuan
Repui)lik Indonesia. Untuk lebih mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat
dan dengan telah dilakukannya peraturan peruﬁdang-undangan bidang
politik., perlu menéta kembali ﬁenyelenggaraan pemilihan umum setara
demokratis dan transparan, jujur dan adil der.1ga.n mengadakan pemberian
dan pemungutan suara secara langsung, umun, bebzis dan rahasia.

Pemilihan umum pada hakikatnya mc-;rupakan konsckuengi logis
" dianutnya faham kedaulatan rakyat (Volk Souvereniteit) > Daiam kedaulatan
rakyat dengan perwakilan, atau ciemokrasi dengan pefwakilan
(representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect
democracy) yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat.’

Wakil-wakil itu - bertindak atas namarrakyat, dan wakil-wakil
rakyat tersebut dicapai baik dalam T»_J\araktu yang rel‘atif pendek, maupun

jangka waktu yang panjang.

! Lihat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Bagian “memmbanﬂ

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945

3 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi
Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, halaman 328
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Agar wakil-wakil rakyat tersebut Bcnar—benzfi* bertindak atas nama
rakyat maka wakil-wakil rai_cyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat.
Untuk menentukan biasanya dipergunakan lembaga pemiiihém umum.*

Jadi pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih
waki]-Wakir‘:fakyat. Karena bagi suatu negara yang menyebut dirinya
sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam
waktu tertentu.

Pemilihan umum m.erupékan salah satu dari sekian banyaknya hak
asasi .warganegara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka
pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk
melaksanakan pemilihan 1m@ sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang
berdaulat. ‘Maka semﬁanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk
fmenentukannya. Ad,alahr suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila
pemerintah tidak .mengadakan pemilihan umuﬁ .ata.u .mémperlambat
pemilihan umum tanpa I;ersetujuan dari w;dkil-wakil rakyat. |

Sebagaimana dikemukakan di atas, pemilihén umum merupakan
sarana agar terjadinya peralihan kekuasaar; secara damai. Olch karena itu
pelaksanaannya tidak boleh ditunda-tunda, kecuali dengan séizin rakyat

dengan p‘erantaraan wakil-wakilnya. Pelaksanaan pemilihan umum harus

segera ditentukan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk

- melalui suatu ketetapan.

*{bid



Dalam perjalanan sejarah bangsa lndones'iré, pemillhanﬁmum telah
beberapa kali dilaksanakan yakni pada tahun 1955 guna memilih anggota
, koﬁstituante, pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) serta mengisi keanggotaan Majelis
Permusyawaratan Rakyflt (MPR). Setelah berakhirnya reiim Orde Baru,
yakni pada permulaan era reformasi sesuai dengan tuntutan mahasiswa dan
lapisan masyarakat seluruhhya, diIakséna.kan pemilihan umum berd_asarkan’
undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. -

Pada pernilihan umum tahun 1999 tni ter&apat nuans.a yang berbeda
dari pemilihan umuml -yang diselenggarakan pada orde sebelumnya.
Pemerintah membuka diri tethadap aspirasi-aspirasi yang berkembang di
masyarakat aengan memberikan kesempatan yang seluas—lﬁasnya kepada
- rakyat untuk menyalurkan keinginan politiknya kepada partai politik yang
dikehendakinya. Keterbukaan dan demokratisasi itu merupakan dué kata
kunci pelaksanaan kedaulataﬂ akhir-akhir ini. |

Partisipasi masyarakat yang terbuka lebar tersebut telah berhasil
memilih wakil-wakil rakyat yang lebih dikenal oleh pemilihnya. Begitu pula.
pemerintah yang dibentuk merupakan pemerintahan yang boleh disebut
pemerintahan yang sah (legitimate). Era reformasi saat ini yang diwarnai
oleh euforia politik yang begitu berbeda, pada satu pihak memberikan - -
“warna”Ayang menarik dari sudut partisipasi politik -warga negara; pada

pihak lain ekses negatif yang ditimbulkannya telah membawa pula akibat



yang cukup memprihatinkan. ‘Pada’ saat” pemilihan umum berlangsung,
(terutama pada waktu kampanye) \berbagai partai politik tgrsebut
menawarkan program;lya rﬂasing-masing dengan mengangkat isu&rﬁu yang
selamé orde baru dilakukan'seperti pemilihan presidan dan kriteria é;a yang
harus dipenuhi. |

Keadaan demikian mendorong partisipasi publik semakin meluas,
dengan membuka wacana Bagi m‘asyaraicat politik untak mengemukaka:;.
visi dan misi yang diembannya. Pada pihak lain, persaingan‘antar elit politiic
dan ﬁendukungnya begitu meningkat dengan tajam bahkan mengarah .
kepada friksi dan bentrokan fisik antar pendukung partai - politik (parpol)
tertentu. Situasi demikian ini memang wajar kar;na_ sebe]umn&a
ketefbukaan faolilik tersebut dihambat dengan dalih staSilitaS politik daﬁ
kesinambun”g,an pembangunan.

Akibaln)'/a konflik kepentingan tersebut terpendam di tingkat akar
rumput yang suatu saat nanti akan meledak manakala terdapat pemicu atan
pihak yang 'inemprovokasi_nya. Berbagai kerusuhan mewé.mai kampanye
pemilihan umum yang dilatar belakangi oleh konflik kepentingan antar
-‘pendukung partai politik. Akibatnya membawa kerugian materi terutama
dalam pemilihan, umum 1999 merupakaﬁ fenomena mencuatnya
pertentangan kepentingan yang secara tegas maupun samar-samar diakui -
oleh para elit kekuasaan saat itu.

Namun diba]ik peristiwa itu, terdapat kenyataan yang

memprihatinkan. Kelompok partai dominan kala itu berdalih bahwa



kejadian demikian merupakan provokasi pihak ketiga - atau kelomp-ok'
ekstrim yang hendak mengacaukan situasi. Selain itu menghambat
kelangsungan pemb:'mgunan dan mengancam stabilitas nasional. Dalam
perspektif hukum, 'sééungguhnya semua kejadian yang timbul merupékan
pelanggaran hukum yang serius. Pelanggarénl_ yang dilakukan 'sampai .
-b:erakibat jatuhnya korban jiwa dan harta benda, oleh karena itu pengusutan
secata hukum harus dilakukan. Akan tetapi kenyataannya, tindakan
demikian tidak dilaksanakan, tapi apabila dilakukan pengusitan tetap tidak
menyentuh s'ubstansi permasalahan yang sesungéuhnya. Dalam berbagai
peristiwa tefsebut, ada scbuah benang merah ),;ang mengﬁu.bungkannya,
yakni terdapat indikasi bahwa aspirési yang berkembang di dalam
masyarakat'tidak cukup terakomodasikan di iembaga perwakilan rakyat.
P:;ra wakil rakyat yang dipilih atau yang akan dipilih pada -
umumnya ‘tidak mewakili kepentingan rakyat secara i‘iil, akan tetapi
mewakili partai- .politik". Peranan pimpinan partai politik '\%erutama
pemerintah sangat dominan bahkan menentukan. Keberhasilan céfbn dan
karier politiknya ditentukan oleh elit partai politik yang: bersangkutan.
Diﬁihak lain, berbagai kritik yang dikemukakan oleh para wakil rakyat,
tidak: diakomodasikan oleh pemerintah yang cenderung bersikap
konéervétif. Sehingga pada saat itu terjadi kesenjangan antara aspi-raé';i
: rakyat dan suara-suara lembaga perwakilan berhadapan dengan dominasi
pemerintah yang bcg?tu kuat. Peranan pemerinteh melalui Departemen

Dalam Negeri yang bertindai-c_ sebagai Pembina Politik Dalam Negeri secara
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tidak langsung memperkuat posisi pemerintah dalam partai politik. Sedang

partai dominan pada saat itu menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Bagi

partai pohtlk sepertl Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai

Demokrasi Indonesia (PDI) menjadi partai “di- bawah bayang-bayang

Golongan Karya (Golkar). Keadaan demikian menunjukkan bahwa sistem

politik yang demokratis tidak berjalan seperti apa yang diharapkan.

Untuk dapat terselenggaranya sistem politik yang demokratis di

bawah the rule of law haruslah memenuhi syarat-syarat dasar yaitu:’

1.

menyelesajkan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, di
mana setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta
kepentingan, dalam alam demokrasi adalah sesuatu yang wajar untuk
diperjuangkan. Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan
melalui perundingan dan dialog terbuka dalam rangka mencapai
konsensus. &

menjamin  terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu
masyarakat yang berubah, sebab setiap masyarakat yang selalu terjadi
perkembangan dan perubahan yang dinamis disebabkan oleh faktor-
faktor majunya teknologi komunikasi dan sebagainya.
menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, mekanisme
kepemimpinan nasional harus dapat berjalan secara alamiah melalui
proses pemilihan umum sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati,
sebab pergantian kepemimpinan atau dasar keturunan atau dengan jalan
mengangkat. diri sendiri atan melalui kudeta adalah merupakan proses
yang tidak wajar dalam suatu demokrasi.

membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum perlindungan
terhadap kelompok-kelompok minoritas dari pemaksaan kehendak dan

-memberikan peluang/kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-

diskusi yang terbuka dan kreatif sehingga mereka merasa turut
bertanggung jawab.

mengakui serta menganggap wajar adanya keanckaragaman dalam
masyarakat baik keanekaragaman pendapat, kepentingan dan tingkah
laku, hal ini perlu unuk dapat teselenggaranya suatu masyarakat yang
terbuka serta kebebasan-kebebasan politik yang mana akan

. lmemungkinkan timbulnya fleksibilitas dan tersedianya alternatif.

5 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utatna, Jakarta,
1981 hat 63 - 64
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. 6. .menjamin tegaknya keadilan, dalam suatu demokrasi lembaga-lembaga

perwakilan haruslah merepresentasikan kelompok-kelompok yang ada
- dalam masyarakat. :

Dominasi politik dari partai politik yang dominan menimbulkan
konsekuensi politis maupun yuridis yang fundamental .daIam pengertian
bahwa bekerjanya sistem politik serta penciptaan hukum (law cream{'g'
Junction) dan penegakannya (Iaw- enforcement) lebih ditentukan oleh
kekuésaan dominan, sehingga fungsi partai politik sebagai sarana
komunikasi politik, untuk rﬁenyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi
dari masyarakat, sebagai sarana sosialisasi politik , di miana partai politik
berusaha menciptakan i(esan bahwa ia mempeljuz_mgkan kepentingan umum,
sebagai recruitment politik dan sebagai sarana pcngatur konflik.®

| Dalam praktik politik sering terjadi bahwa fungsi-fungsi politik
tersebut tidak dilaksr;makan seperti yang diharapkan seperti pada pemilihan
1ﬁnum tahun 1999 terjadinya ‘bentrokan fisik di mana-mana antar para
pendukung partai politik. Euforia politik masyarakat yang selama ini
dibelenggu lebih dari 32 tahun lamanya oleh era orde baru seakan terlepas
dari kendalinya. Bentrokan rﬁsik dapat terjadi karena 'partai politik tidak
mampli mengantisipasi .peru'bahan yang terjadi pada masyarakat, di samping,
itu partai politik sebagai pengatur konflik tidak Berfungsi secara optimal,

Namun demikian, upaya penegakanr hukum dalam rangka
penerapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

yang dibuatuntuk penyelesaian konflik tersebut, atau pelanggaran peraturan

kurang dapat diandalkan karena; latar belakangnya adalah sebagai berikut :

% ibid



1. Adanya dualisme pcratur';m p(,rundangyang berlaku !y.aitu ketentuan
pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Téthun 1999 tentang
Pemilihan Umum dan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum

| Pidana (KUHP), schingga menimbulkan kesimpang siuran dalam
penafsiran huku‘rn terhadap peraturan yang akan diterapkan jika
terjadinya belanggaran. ' o

2. Pihak penguasa (penegak hukum) terkesan enggan menerapkan hukum
tersebu_t secara sungguhnsungguh..

3. Perkara pclanggaran pemilihan umum, adalah perkara yang mempunyai
nuansa politik, ‘sehingga setiap tahap pemeriksaan mulai = dari
penyelidikar.l, penyidikan smpai dengan tahap penuntutan tidak dapat
dielakkan dari adanya intervensi dari kekuatan politik. Maka pihak-
pihak yang dirugikan kepentingan politiknya, prosés penegakan hukum
pelanggaran pemi]iha;l umum berjalan tidak sebagaimana mestinya,
karené itu sering ditempuh jalan pintas untuk penyelesaian pe]anggaran ‘
undang-undang pemilihan umum secara politik.

Sehingga konflik. kepentingah antar partai politik sebagﬁimana

.sering_ terjadi setiap pemilihan umum, penyelesaiannya banyak tergantung

kepada “political will” kekuasaan dominé_n tersebut. 'Dalam‘ perkara

pélanggaran undéng—undang pemilihan umum, kekuatan politik dominan
merupakan faktor kekuasaan yang nyata (de reele xﬁacht factoren) yang
mempengaruhi beketjanya penegakan hukum. Di samping itu juga kendala

masih rendahnya sumber daya masyarakat. Sumber daya masyarakat



menyangkut “legal awareness” dan “legal behaviour” masyargkat, kualitas
pelaksanaan hak-hak politik rakyat.

Melalui latar belakang di atas, serta upaya untuk mengetahui
penyelesaian permasalahan yémg berhubungan dengan penegakan hukum

dalam hal ini sistem peradilan pidana (criminal justice sistem) terhadap

penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilihan umum, maka penulis

meneliti dan mengkaji permasalah dimaksud dalam tesis ini dengan judul - .-

:”HUBUNGAN‘ SOSIAL POLITIK ANTAR PARTAI TERHADAP
PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMGR 3 TAHUN 1999
TENTANG PEMILIHAN UMUM SERTA IMPLIKASINYA

TERHADAP BEKERJANYA SISTEM PERADILAN PIDANA”

PERMASALAHAN

Sebagaimanan diketahui bahwa hubungan sosial politik antar pan"éi
dalam masyarakat pada setiap pelaksanaan pemilihan umum sering terjadi
gesekan/friksi. Intensitas ﬁiksi tersebut dapat terjadi dalam akar )}ang sangat
kecil schingga tidak berkembang dan dapat diselesaikan seketika itu juga
’ oleh mereka sendiri, akan tetapi tidz_:k tertutup kemungkinan sering terjadi
friksi tersebut berkembang mepjadi konflik yang terbuka. Konflik tersebut
merupakan tindak pidana pemilihan umum. -

Tindak pidana yang berkaitan dengan pemilihan umum yang

dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat merupakan perilaku
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yang menyimpang dan mengancam nowa—nonﬁa sosial yang mendasari
kehidqﬁan dan ketertiban sosial.

Penggunaan 1;paya hukum dalam hal ini hukum pidana, sebagai
salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang |
kebijakan penegakan flukﬁm. Karena‘ tujuannya adalah untuk mencapai
keéejahteraan ﬁiasyarakat pada umumnya. Upaya untuk menanggulagi
pelanggaran undang-undang pemilihan umum, hukum pidana termasuk
bagian kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai
ketertiban dan kesejahteraan masygrakat. |

Sebagai suatu masalah kebijakan, maka penggunaan hukum ﬁidana
sebenarnya tidak merupakan suatu kcharusan. Démikian_ pula oleh karena
tidak adanya absolutisme dalam kebijakan, m.aka. akan berpengaruh pula
terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Sebab akan dibadapkan pada'
masalah penilaian d;m pemilihan da;i berbagai alternatif serta faktor-faktor
~ kekuatan politik yané lebih dominan yang mempengaruhi b'ekexjanyé,
hukum pidana. Terlebib dengan masalah yang berkaitan dengan pelaﬁggaran
undang-undang pemilihan umum dimana beban/kekuatan politik jauh lebih
dominan daripada hukum.

Berdasarkan hal di atas, permasalahan yang dikemukakan dalém ‘
tesis ini yakni : | |
1. Bagaimana hubungan éosiai_ politik antar partai té:rhadap Eqkeﬂanya

sistem peradilan pidaﬁa dalam penyelesaian tindak pidana péﬁiilihan

umum. Khusuénya mengenai pelanggaran Pasal 72 sampai dengan

11



Pasal. 75 Undang-undang Nomor 3 Tahun.1999 tentang pemilihan

umum?

!

Bagaimana realiéasi, penerapan hukum terhadap bekerjanya sisterfll
peradilan pidana dengan adanya kemiripan pasal-pasal di dalam
undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum dengan
pasal-pasél dalam KUHP?

Sampai sej}guh mana pengaruh kekuatan 'parta.i ’:p“olitik terhadap

penyelesaian tindak pidana pemilihén umum ?

C. TUJUAN PENELITIAN

I.

Untuk meﬁgetahui bagaimana hubung'an sosial politik antar partat
terlfadap bekerjanya sistem peradilan pidana dalam penyelesaian tindak
pidana pemilihan umum khususnya mengenai pelanggaran Pasal 72
sampai dengan.Pasal 75 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum. .
Untuk mengetahui bagaimana realisasi penerapan hukum terhadap
bekedahya sistem peradilan pidana dengan adanya kesamaan pasal-

pasal di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan

umum dengan pasal-pasal di dalam KUHP.

Untuk mengetahui 'sampai sejauh mana kekuatan partai politik dalam

r'nemp.engaruhi proses penyelesaian perkara tindak pidana pemilihan

umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya

12



" D. KEGUNAAN PENELITIAN

1.

!\-.J

Secara Teoritis, hasil penclitian ini dapat dijadikan bahan acuan dalam

‘mengkaji dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilaksanakan

oleh partai politik peseta pemilihan umum maupun penegakan hukum.
Karena tidak | menutup kemungkinan langkah-langkah _ya#g telah
diambil, secara teoritis kurang tepat, dengan demikian dapat diperbaiki
dalam usaha kajian lebih lanjut.

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi :':ii{;fal bagi
ap}irat penegak hukum, dalam rangka bekeljanyé sistem pt;;adilan
pidana terhaap penyelesaian tindak pidana pemilihan umunll, maupun

bagi peningkatan kinerja aparatur penegakan. hukum dalam rangka

mewujudkan supremasi hukuim.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi. Dalam mewujudkan

pemirintahan yang demokratis, pemilihan umum -sebagai wadah dalam suatu

negara yang menyebut dirinya demokrasi adalah pemiiihan umum yang

bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab. Dalam

melaksanakan pemilihan umwm, prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan

pemerataan harus diwujudkan. Sehingga pemilihan umum yang demokratis

merupakan jaminan untuk terwujudnya pemerintahan yang demokratis.

Menurut sistem pemerintahan yang berdasarkan perwakilan,

penentuan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di dalam jabatan—jebatan
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lembaga perwakilan. apakah Majelis Peﬁnusyawaratan Rakyat (MPR)

maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Rakyat \

Daerah (DPRD) harus dipilih oleh rakyat sendiri berdasarkan ketetapan hati

nuraninya. Untuk___niewujudkan tujuan itu, segala bentuk intimidasi, teror
maupun berbagai janji-janji kepada pemilih hendakiiya dihindarkan oleh
siapapun. Tindakan demikian jelas melanggar prinsiﬁ-pfinsip “demokrasi
. jang benénggungjawa ”. | |
Peranan partai politik dalam membentuk lembaga perwakilad itu
amat dominan, karena itu kehidupan kepartaja-n harus dibina dan
dikembangkan secara schat. Partai poiitik sebagali sarana untuk
memperjuangkan as;-)irasi—rakyat hendaknya menjadi wadah bagi pemilihnya
untuk meﬁcntukan kcbijzikgm-kébijakan apé yang akan diambil oleh
pemerintah :&alam masa mcndatﬁng. Kemitraan antara lembaga perwakilan
dengan lembaga pemerintahan merupakan jaminan untuk terciptanya
. pemerintahan yang kokoh dan stabil. |
Stabilitas nasional akan jterwiljud apabila antara lembaga

perwakilan dan lembaga pemerintahan terjalin hubungan yang harmonis.

Memang dalani sistem pemerintahan negara kita, peranan lembaga

perwakilan ini amat kuat. Presiden tidak dapat merr}bubarkan \parlemen,
sebaliknya p‘arlemeﬁ tidak dapat‘ membekukan kabinet. .Oleh ka;.{épa itu,
pa;-tai-partai politik yang akan mendudukkan wakil-wakilnya di lembaga
perwakilan harus secafa' selektif, menentukan siapa-siapa nantinya yang

akan rheﬁﬁj adi wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasinya.
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. Dalam sebuah negara yang demokratis, keberadaan lembaga
pemilihan umum amat strategis, pemerintah tidak dapat ﬁlem'adakan atan
menghalang-halangi pelaksanaan pemilihan umum. Menvirt Ismé.il Suny,’
pemilihan umum merupakan lembaga yang sangat vi'tai untuk demokrasi.
Oleh karena itu suatu pemilihan yaﬁg bebas berarti bahwa dalam suatu

jangka waktu tertentu rakyat akan mendapat kesempatan, untuk menyatakan

' hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh negara dan

masyarakat terhadap orang-orang yang harus melaksanakan kebijakga.naan
itu.

Dalam Universal Declaration of Human Rights telah ditetapkan
S)l/arat pokok untuk pemilihan yang bebas dan kekuésaan pemerintah
sebagai berikut :* “The will of the people shall be the basis of the authori'ty
of govemnifant; this will shall be expressed in periodic and genuiene
elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by

secret vote or by equivalent free voting prosedures”. Pernyataan ini

" hendaknya menjadi pedoman di tiap-tiap negara dalam rangka

menyelenggarakan pemilihan umum. Rakyat harus diberi kesempatan yaﬁg
seluas-luasnya u'ntuk menyalﬁrkan asprasi politiknya terhadap partai politik
berdasarkan panggilan hati nuraninya guna memilih siapé yang akan .
ﬁlenjadi wakilnya untuk duduk di lembaga perwakilan.

Dalam suatu negara dengan sistem perwakilan yang berdasarkan

kepada kedaulatan rakyat, mensyaratkan adanya lembaga perwakilan yang

7 Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Penerbit aksara Baru Jakarta, 1984, hal 21

¥ ibid .
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kuat. Memang dalam sistem pemerintahan presidensiil,‘ Presiden tidak
bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun demikian,
Presiden dalam men;bentuk undang—uﬁdang atau dalam menetapkan
a.nggaran pendapatan dan belanja negara (Gesetsgebung und

Staatsbegroting) harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan

.
\\

Rakyat. . ' | . X

Paham demokrasi Pancasila yang kita kembangkan, meng;;enda]d
agar pelaksanaan pemerintahan dilakuican dengan per\;vakilan yang
bersendikan kebada permusyawaratan. Warga negaranya melaksanakan hak
yang sama. Melalui wakil-wakil yang mereka pilih sendiri dan bertanggung
jawab kepada mereka melalul proscs pemiliﬁan-pcmiiihan ‘yang bebas. Ini
dikenal  sebagail represntative goverﬁment, suatu pemeriqtéhan yang
berdasarkan perwakﬂilqn.

Konperensi Béngkok 1965 dari International .Commission of |
Jurists memberikan definisi mengenai “representative gbvernmen?” sebagai
“a goﬁernmem -deriving its power and authority are exercised throught
representative freely chosen and respbnsible to them”.” Oleh konperensi itu
ditetﬁpkan pula syarat-syarat dasar cia.ri “representative government under
the Rule of law”, :qebagai,berikut: '
4. Proteksi konstitusionil

B. Pengadilan-pengadilan yang bebas dan tak memihak

C. Pemilihan-pemilihan yang bebas

? op cit hal 20
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D. Xebebasan menyatakan pendapat
E. Kebebasan berserikat dan tugas oposisi
F. Pedidikan civic.

Menurut Ismail Suny, dalam jangka waktu tertentu\rakyat “baik

secara langsung (direct democracy) atau secara tidak langsung -

(representative democracy) harﬁs pula dapat. menyatakan pendapatiya
tef:hadaﬁ kekuasaan-kekuasaan dalam negara secara terbuka dan efektif.
Sekurang—kumgnj'a anggauta-anggauta yang dipilih oleh rakyat, haruslah
lebili banyak jumlahnya daripada yang ditunjuk, l;alau aja'ranr kedaulatan
rakkyat ingin tetap dipertahankan,

Wakil-wakil rakyat tersebut beﬂiﬁdak atas nama rakyat, dan wakil-
wakil 'rakyaf tersebutlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan,
serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam waktu yang relatif pendek,
ﬁlaupun dalam jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu Harmaily

Ibrahim dan Moh. Kusnardi menyatakan£ 0

S,

“Agar wakil-wakil rakyat itu dapat bertindak atas nama rakyat maka

“wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk
menentukannya biasanya dipergunakan lembaga pemilihan umum.
Jadi pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih
wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut
dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus
dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu”.

Menurut fnereka, pendapat rékyat tidak akan selalu sama untuk

jangka waktu yang panjang. Pendapat rakyat bisa saja berubah dalam jangka

' op cit hal 329
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waktu tertentu. Karena itu dibuka kemungkinan bag’,i . mereka - untuk
menyalurkan keinginan mercka melalui wadah pemilihan umum. Pendapat
pt;rseorangan tidak sclz;lu sama dengan pendapaf kedua orang tuanya, begitu
juga untuk jangka waktu tertentu pendapat seseorng bisa berubah, begitu -
juga harapan dan aspirasi politiknya.
Pemilihan umum merupakan hak asasi warga negara yang sangat
" prinsipil: Karenanya dalam rangka pelaksanz_ian'hak-h‘::tk asasi adalah suatu
keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai
dengan asas Bahwé rakyatlah yang ber&aulat, maka semuanya itu harus
dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Akan timbul keraguan,
apabila suatu ﬁemerintah menyatakan dirinya sebagai pemerintah dari
.rakya,t, padahal pcn?bentukann)‘fa tidak didasa._rkan kepada hasil plémilihan
umum. Den“gan perkataan lain, apabila suatu pemerintah menyatakan dirinya
sebagai pemerintah. dari ‘rakj/at, maka hal itu harus sesuai dengan hasil
pemilihan umum. Karena itulah pemilihan umum adalah suatu syarat mutlak
bagi negara demokrasi untuk melai(sanakan kedaulatan ralcya-tt.
Pemilihan umum memiliki tujuan yakni 1
1. . Mmemungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan
tertib o

2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan

3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

" op cit hal 330
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. Pemilihan- urnum- sebagai cara yang wajar untuk_ terjadinya
peralihan pemerintahan dalam negara yang demokratis. Memang 'katal
“memungkinkan” di sini tidak berarti bahwa sefiap kali dilaksanakan
pemilihan umum harus ada pergantian pemerintahan, sebab mup\gkin sai;ia
terjadi saat partai politik dalam sistem pemerintahan parlementer pelr\r‘?ﬁrintah
untuk dua, tiga atau c,mpat kali masa jabatan. Yang dimaksud dengan kata
.“memungkinkan” di sini adalah bahwa pemilihém umum ity harus membuka
keéempatan sama uniuk menang bagi setiap peserta.

Dilihat dari sudut kelompok warga negara yghg tergabung dalam’
suatu organisa_si‘ partai politik, maka pemilihan umum itu sangat besﬁ_
artinya bagi suatu partai politik. Dengan pemilihan umum itu mereka. dapat
mengetahui scberapa besar sesungguhnya para pendukungnya. “Apabila
terbuka kc;cmpalan mercka untuk mcnahg, maka pc-mi.lihan umum itu
adalah suatu mcdia unfuk menjalankan program—progra.mnya.

Memang harus diakui bahwa pemilihan umum pada tahun 1999
merupakan pemilihan umum yang berbeda dengan era seb_e]mﬁnya, karena
tahapan-tahapan pemiliban umum ditetapkan dalam tenggang wéktu yang |
pende_kl dan 'cepat. Pemilihan umum tahun 1999 ini merupakan hasil
reformasi yang susah payah. Diperjuangkan oleh mahasiswa dengan
dukungan lapisan masyarakat berhadapan dengan kekuasaan yang
hegemonial orde baru dengan kekuatan senjata dan dukungan kelompok

konglomerat yang berkuasa lebih dari tiga dasa warsa.
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Selama lebih dari 30 tahun yaitu selama orde baru dan tahun 1965
éarnpai dengan tahun 1997 demokrasi di Indomesia berjalan tersendat-
sendat. Meskipun selalu dikumandangkan bahwa Indonesia merupakan
negara yang demokratis. Dalam tataran implikas.inya demokratisasi itu tidak
berjalan dalam arus yang sesungguhnya, kérena perbedaan pendapat yang
seharusnya menjadi‘ ciri demokrasi justru dilenyapkan sama sekali.’
Perbedaén pendapat dianggap sebagai sebuah’ pembangkangan, karena itu
melalui sarana recalling wakil rakyat yang bersuara lain dengan aspirasi
keEanyakan' anggota perwakilanA akan ditarik oleh partai politik yang
mewadahinya. Sarana recalling merupakan .upaya yang ampuh untuk
menghentikar'l langkah para wakil rakyat yang hendak menyuarakan aspirasi
politiknya. | |

Pada * pihak. lzin, pemiihan umum 1999 merupakan era baru
kehidupan kepartaian yang sélama ini hanya mengenal dua paﬁai\p?litik dan
satu golongan karya. Keberagaman partai politikiselain' mem&nculkan
masalah-masalah yang positif, seperti pilihan y;f,mg makin banyak bagi
setiap warga untuk memilih partai politik yang dikehendakinya, juga
memunculkan ;iampak negatif seperti fanatisme partail yang berlebihan.
Fanatisme yang berlebihan akan memiqﬁ» berbagai konflik antar pese;ta |
pemilihan umum. Kamipanye partai politik di sana sini diwarnai dengan
bentrok fisik yang terkadang menimbulkan luka-luka dan kerugian harta

benda yang tidak sedikit jumlahnya.
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Mu—léc-ulnya berbagai pelanggaian terhada;p undang—undang
pemilihan u;num yang dilakukah oleh perseorangaﬁ atau kelompok orang
~dalam satu- atau antar berbagai partai politik. Gerakan yang bernuansa
mengintimidasi bma pemilih baik dengan atau tanpa iming-iming berupa
materi atau jabatan tetap berlangsung. Bahkan dengan ;nemanfaatkan
eyforia reformasi, tindakan yang selama ini ditabukan justru ménjadi seakan .
' dibénarkém. Misalnya pengakuan terang-terangan dari suatu pimpinan partai

politik untuk memberikan sejumlah uang tertentu égaf seseoraﬁg menjadi
‘;calo_n jadi” untuk duduk di DP& DPRD. Kenyataan ini memang dirasakan
sebagai sebuah pelaﬁggaran dan kecfurangan dalam pemilihan umum yang
bersendikan kepada asas Lén;gsung, Umurﬂ, Bebas, Rahasia (LUBER).

Pada pihak lain, meskipun telah terjadi pelanggaran terhadap asas
“LUBER” a;paratur penegak hukum seperti polié'il enggan bertindak karena
di satu pihaic' mereka berpendapat bahwa pelanggaran tersebut merupakan
pelanggaran yang bersifat politik. Peranan kepolisian menjadi berkurang
dalam upayanya untuk melaksanakan tugas penegakan hukum '(law

- enforcement). Selain itu undaﬁg—undang pemilihan umum itu bertumpang
tindih dengan ketentuan KUYP. Berdasarkan asas hukum /ex specz‘alis.
'derogat lex generalis ketentuan KUHP itu dikesampingkan oleh Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum itu Kepolisian
merasa pelanggaran undang-undang pemilihan umum bukan merupakan '
kompe'tensinyé untuk mengusut dan menyelesaikannya. Bahkan lebih ironis

lagi, jika aparat hukvm (misalnya kepolisian) bertindak akan dituduh
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melanggar hak asasi manusia (HAM). Dengan—demikian maka penyélqsaian
secara politis kasus pqlanggara.n undang-undang pemilihan umum jauh lebih
menonjol daripada diiakukan penyelesaiaﬁ secara hukum melalui jalur
pengadilan, |

Peranan tokoh-tokoh politik maupun tokoh-tokoh masyaraka_.i
menjadi penting. Mereka yang akan menentukan bagai‘mana pgnye]esaian
pelan;ggaran tersebut. Aparat peﬁegak hukum tidak bisa berbuat banyak,
karena tenyata penyelesaian secara politik itu jauh lebih cepat dan praktis.
Para pendukung fanaiik suatu partai politik jauh lebih mematuhi
pimpinannya daripada éparat hukum. |

Dengan demikian jelasiah bahwa dalam rangka penyelesaian
pelanggaran undang-undang pemilihan umum,. peranan para elit pblitik
menjadi do}ninan sehingga peranan hukum terdesak ke samping
(antinomik). Secara teoritis, fungsi dan peran hukum Isangat dipengaruhi dan

kerapkali diintervensi oleh kekuatan politik.*” Intervensi kekuatan politik ini

4

sudah ada semenjak produk hukum dilahirkan sampai kepada penerapannya.

Oleh karena itu dikatakan bahwa hukum merupakan produk politik,
sehingga karakter produk hukum akan sanéat ditentukar: atau diwarnai |
oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang méiahirkannya. Lebih
lanjut Mahfudz mengatakan bahwa :'*

“Asumsi ini dipilih berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk
hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat

2 Moh. Mahfud MD. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, penerbit Gama
Media,Yogyakarta, 1999, halaman 1
B op cit hal 4
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sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di
kalangan para politisi...” hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan
oleh konfigurasi politik yang melatar belakanginya. Untuk kasus Indonesia
terjadi juga fenomena menonjolnya fungsi instrumental hukum sebagai
sarana kekuatan politik dominan yang lebih terasa bila dibandingkan dengan
fungsi-fungsi lainnya bahkan dapat dilihat dari pertumbuhan pranata hukum,
nilai dan prosedur, perundang-undangan dan birokrasi penegak hukum yang
bukan hanya mencerminkan hukum sebagai kondisi dari proses
pembangunan melainkan juga menjadi penopang tanggung struktur politik,
ekonomi dan sosial.

¥

Dengan demikian, tugas penegakan hukum di sini harus lah dilihat

sebagai upaya untuk mewujudkan keinginaﬁ-keinginan hukum menjadi

kenyataan.14 Untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum itu menjadi
kenyataan memerlukan campur tangan manusia. Karena secara\}'ﬁEeOIOgis,
hukum tidak bisa bekerja dengan kekuatan normanya sendiri, dit;;tuhkan
_ campur tangan manusia untuk merealisasikan keinginan-keinginan hukum
itu menjadi kenyataan. Maka kita akan berhadapan dengan faktor manusia
dan birokrasi penegakan hukum. Pefénan manusia menjadi penting dalam
menegakkan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo"’, hukum tidak bisa tege;k
dengan sendirinya, artinya ia tidak mam’pu- untuk mewujdukan sendiri janji-
janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan)
hukum itu. Pada bagian lain, Satjipto Rahardjo mehgpml.;kakan bahwa
pcnegakéﬂ hukum itu bukanlah merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu
menerapkan hukum -Lérhadap suatu kecjadian, yang dapat diibaratkan

menarik garis lurus antara dua titik. Penegakan hukum mengandung pilihan

! Qatjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Penerbit sinar
Baru, Bandung, Tanpa Tahun, halaman 24
¥ op cit halaman 11
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dan | kemungkman ..oleh karena dihadapkan - kepada kenyataan yang
kompleks. Masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat
dengan dimensi p‘eril‘aku dengan * sekalian t;alctor yang menyertainya.
Penegakan hukum lalu bukan lagi merupakan hasil deduksi logis, melainkan

lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan - demikian, luaran

{output) dari penegakan hukum tidak hanya dapat didasarkan pada ramalan

logika semata melainkan juga hal-hal yang “tidak menurut logika™.

mobilisasi hukum.

_Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang
untuk itu, seperti polisi, jaksa aan pejabat_ pemerintahan. Sejak hukum itu
mengandung perintah dan pemaksaan (coercion) maka sejak semula hukum
membutuhkan bantuan untuk mewujudkan pcf.rizitah t‘erseb'ut. Hukum
menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan.

Dipérlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang

secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi manifest. Menurut

Donald Black keterlibatan manusia dalam hukum itu disebutnya dengan

17" Dalam mobilisasi hukum inilah manusia turat campur

sehingga hukum tidak hanya Ir'lengancam dan berjanji di atas kertas. Lebih

lanjut dikatakan bahwa 18

“Konsep mobilisasi hukum memberitahu kepada kita, bahwa
" peristiwa pidana yang diatur ‘di dalam KUHP hanya menjadi
kenyataan apabila muncul kasus-kasus pidana dan kasus tersebut
hanya dapat muncul karena ada mobilisasi hukum. Seperti dikatakan
oleh Black di atas, mobilisasi hukum adalah proses yang*melalui

'8 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Pe;ivunting
Hudzaifah Dimyati, Penerbit Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002, halaman 173

Y ibid
% ibid
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hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi atau campuy
tangan’ manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sechingga
hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati di atas kertas belaka”.

Dalafn rangka‘ penyelesaian pelanggaran terhadap mdang—mdang
pemilihan umum, peranan penegak hukum di Indonesia sebagaimana'
dimuka sudah dikemukakan- menjadi dikesampingkan karena justra jika.
dilakukan penuntutan mclaiui jalur hukum keadaan akan menjaadi berlarut-
.1arut. Sedangkén pecrubahan Vpeta kekutan politik biasanya berlangsung
secara cepat. Mcng’nadépi percepatan  perubahan itu, mqka penyelesaian
konflik juga harus dilakukan secara cepat dan effisien. Dengan demikian
| peranan para tokoh-tokch politik dan hub'ungan sosial politik antar partai
yang mewarnainya akan jauh lebih dominan dipergunakan daripada
1henggunakan prosedur formal melalui ‘penegakan hukum.

Hugungan sosial politik antara elit partai dalam penyelesaian
pelanggaran undang-undang pemilihan umum jauh lebih dominan. Karena
pada umumnya massa fanatik suatu partai pblitik jauh akan lebih mematuhi
perintah pimpinannya daripada harus mengikuti prosedur hukum yang baku
dan ketat. Peranan pimpinan partai politik juga akan mempengaruhi
penyelesaian kasus hukum pelanggaran undang-undang pe‘nﬁlihan umum.
Karena itu dikatakan bahwa penyelesaian secara musyawarah terhadap
pelanggaran ketentuan pidana ’dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999
tentang Pemilihaq Umum jauh lebih diutamakan daripada menerapkankan
pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana melalﬁi proseduf

hukum.
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. -vs Penyelesaian kasus hukum secara musyawarah ini dalam kebijakan s
hukum pidana (“criminal policy”) dikenal dengan istilah pendekataq non
penal. Dalam rangka ijenanggulangan kejahafan, dapat ditempuh beberapa
_ alternatif yakni dengan:'® | ' oL
A. Penerapan hukum pidana (crfminal law application);
B. Pencegahﬁn tanpa'pidana Qarev;)ntion without punishment);
C. Mempengaruhi panda.ngah masyarakat mengenai kejéhatah dan
pemidanaan lewat media massa (influencing views of\{ociety on
| crime and punishment/mass media). ' L\
Penyelesaian kasus pelanggaran undang-undang pemilihan umum
melalui jaluf penal jelas tidak akan menyelesaikan pe;‘xnasalahan secara
tuntas. Dengan kata lain pengéunamx jalur pénal jelas. memiliki
keterbatasaﬁ;keterbatasan.m Hal ini ‘disebabkan karena diliﬁat dari hakikit
kejahatan sebeigai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, .banyak
faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Dengan mengutip pendapat
Soedarto, Barda Nawawi mengemukakan bahwa “ penégmaan hukum
pidana merupakan. penanégulangan sesuatu gaja (“Kuﬁerri'z{ am Symptom™)

dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya™!

' Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1996 halaman 49

*® Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 39
*! op cit halaman 44
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Meskipun demikian hendaknya disadari bahwa pendekatan non’
penal.tidak boleh dipandang sebagai hal yang berdiri sendiri, oleh kareﬁa itu
keterpaduan dalam berl;agai pendekatan hendaklah diperhatikan yakni :2

a., Adanya keterpaduan (integralitas) antara prolitik kriminal dan
politik sosial;

b. Adanya keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulan
kejahatan dengan “penal”” dan “non penal”.

Menurut Soedarto,” apabila hukum pidana hendak dilibatkan
dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan
masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan), maka
hendaknya dilihat da!am hubungan keseluruban politik kriminal ataﬁ social
defence planning dan ini pun harus merupakan bagian in;tegral dari rencana
pémbanguna;n nasi(.)nal.

Dalam rangka pembangunan sistem politik yang sehaf dan
kehidupan kepartaian yané baik, maka penggunaan sanksi hukum pidana
harus dilakukan seminimal mungkin. Penerapan sanksi huicum (pidana)
da}am kasus-kasus pelanggaran undang-undang pemilihan wmum dapat
rnenyébabkan terhambgtnya iklim demokratisasi. Penggunaan san\kgi pidana
dalam hal ini harus rriempe;rhatikan prinsip-prinsip biaya dan ﬁasil.Bengm
kata lain apakah hasil yang akan diperoleh jauh lebih besar dari pada biaya
(cost) yang dikeluarkan. Guna melakukan pengusutan kasus-kasus

- pelanggaran undang-undang pemilihan umum dengan iklim demokratisasi

Zf Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, op cit hal 4
* op cit hal 5 '
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yang tengah “perkembang terutama setelah terjadinya reformasi. Apakah
- penggunaan sanksi pidana itu justru akan ményebabkan tersumbamya
aspirasi _’masyarakat, ‘nntuk menyalurkan kéinginannya terhadap partai
“politik  tertentu. Oleb Karena itu aparatur penegak hukum melakukan
tindakan yang hati-hati. Jangan sampai tindakannya justru dianggap
menghalang-‘halangi masyarakat menyalurkan aspirasi politinya. Keﬁolisian
.bisa dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia jika tidak bertindak
cermat. Dengan demikian upaya non penal ini akan mendapat tempat dalam
‘rangka uszha penyelesaian  kasus hukum ya.ng berhubungan dengan

pelanggaran undang-undang pemilihan umum. '

METODQLOGI PENELITIAN
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah metode yuridis éosiologis (socio legal reseach). Digunakannya-
pendekatan ini karena permasalah yang dibahas berkaitan dengan.
realitas sosial dan tingkah laku nyata dari manusia itu sendiri. Tinékah
laku manusia yang nya’ta itu harus fnengacu juga pda norma-norma
sosial dan hukum yang ada dalam masyarakat yang | bersangkutan.
Pembahasan hal—halr yang berkaitan dengan hubungan sosial politik
pelanggaran Undang—undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan
Umum serta implikasinya tgrhadap bekerjanya sistem peradilan pidana,

dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis. Upaya
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itu dilakukan dengan mencoba menelusuri secara mendalam dan nyata
dari sebuah fenomena penerapan huku_m pidaha dalam koﬁteks sebgah
fenomena penerapain hukum pidana dalam konteks sosial 2*
Di samping itu, penelitian ini juga: menggunaka{L metode
: pen_élitian kualitatif,”® yang akan méngungkap sesuatu yang t?@rkaitan
dengan sifat unik dari realitas sosial dan dunia tingkah laku manusia itu
".» sendiri. Dalam penelitian ini, akan digambarkan hakekat manusia
sebagai makhluk psikis, sosial dan budaya. Sistem makna itu secara
konstan digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalara
mengorganisasikan segenap sikap dan tingkah lakunya sehari-hari.?®
- Dengan melakukan penelitian @alitatif itu diharapkan dapat
diperoleh gambaran yang nyata dari praktek penegakan hukum dalam
kaitmn§a dengan penyelesaian kasus-kasus pelariggaran . terhadap
unciang-undang pemilihan umum.
Pendekatan yuridis sosiologis ini dimaksudkan untuk menelaah '
hubungan antara aspek hukum dengan asp;k-aspek sosial lainnya di

dalam bgkelj anya sistem peradilan pidana di Indonesia dalam kenyataan

sosialnya.

2. Lokasi Penelitian

# Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Penerbit Ghalia-
Indonesia, Jakarta, 1990, halaman 10. K
2 Sanafiah Faisal, Pwnelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi, Penerbit Yayasan Asah, Asih
Asuh, Malang, 1990 hal 2. lihat Juga Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit -
Rosda Karya, Bandung, 2000, halaman 2 '
% Sanafiah, ibid
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Penelitian ini ékan mengambil tempat di Kota Semarang dan
sekitarnya seperti Kabupaen Jepara. Pengambilan lokasi ini didasarkan
kepada pcrtimbe;ngan bahwa di kota tersebut terjadi beberapa
pelanggaran terhadap undang-undang - pemilihaﬂ umﬁm, di mana

peneliti sempat mengamatinya secara tidak terlibat.

Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-l
lain. Pen.elitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.
Sumber data primer diambil dari masyarakat di mana terjadi ka_sizs—
kasus pelanggaranr undapg-undang pemilihanﬁ;num. Selain itu juga
_aparat “ peniecgak hukum seperti polisi, politisi dan tokoh-tokoh
masyarakat .yang Uerhubungan dengan substansi permasalahan yang
diajukan dalam penelitian ini. ) B

Sedangkan data sekunder dalam penelifian ini dipegoleh dari
berbagai sumber, seperti bahan-bahan pustaka? literatur-‘iiﬁératur,
dokumen, himpunan peraturan pe@dmg-md@gm, jurnal atau buletin
ilmiah, surat kabar serta berbagai karya ilmiah baik yang dipublikasi
maupun yang tidak dipublikasi éesuai dengan pilihan topik penelitian

ini.

Tehnik Pengumpulan Data
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Dalam pengumpulan data selalu diusahakan ss:banyak mungkin

data yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Peneliti dalam hal

ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui

a.

Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan dan mengkaji berbagai
data hukum pr_imer, yakni bahan-bahan yang erat kaitannya dengan
bahan hukum primer. Selanjutnya dikatakan bahwa studi pustaka
disebut sumber data non manusia, dengan cara mempelajari,
mqual?a]isis pcraturan. perundang-undangan, literatur-litcratur dan
dokumen_—dokumen resmi yang men&ukung obyek penelitian.

Kepustakaan berupa :

Himpunan peraturan perundang-undangan

Jurnal-jurnal ilmiah

Literatur-literatur

Hasil-hasil penelitian dan lain-lain.

Studi Lapangan, yaitu cara memperoleh data yang bersifat primer,
Dalam hal ini akan diperoleh dengan mengéunakan wawancara -
atau tanya jawab dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan
penelitian. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi

dengan bertanya langsung dengan p1hak yang diwawancarai. Di

'sampmg wawancara juga digunakan alat pengumpul data dengan o

pengamatan (observasi). Pengamatan yang digunakan adalah

‘ pengamatan tidak terlibat.
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Mer‘mrut Sanafiah Faisal,?” observasi atau pengamatan dilakukan

untuk mengetahui dan memahami si‘;u'asi sosial dari obyek

penelitian dengan menggunakan non participant observation.

Situasi sosial yang diamati tersebut setidak-tidaknya mempunyai

tiga elemen utama yaitﬁ :

1. Lokasi atau fisik tempat suatu sitlfasi sosial itu berlangsung,

2. Manusia—rhanusi.a pelaku atau aktor yang menduduki status
atau posisi tertentu dan memainkan peranan-peranan fertentu,
dan

3. Kegiatan atau a_ktivitaé para pelaku pada lokasi atau tempat

berlangsungnya suatu situasi terientu.

5. Sampel Penelitian

Sampel penelitian diambil secara purposzve karena penehtlan
kualitatif lebth mengarah kepada proses dari produk' dan blasanya
membat331 pada suatu kasus.”® Purpos;ve sampllng atau penarikan
sampel bertujuan mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu.?
Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian kuahtatlf bukan
merupakan hal yang pentmg, sebab penehtlan kualitatif tidak
d_id;asarkan pada konsep keterwakilan sebagairn?na yang digunakan

dalam penelitian kuantitatif.

op cit halaman 77

Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualltatlf Penerbit Andi Yogyakarta, 1996 halaman3
% Ronny Hanitijo, op cit halaman 51
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Sesuai dengan metode penelitian kualitatif, sampel awal penelitian ini
" adalah : | |

- Warga ﬁmsyar_akat yang terlibat langsung dalam konflik antar
pendukung partai di kota Semaraqg pada masa kampanye
pemilihan umum tahun 1999. |

- Pihak kepolisian di kota Semarang yang terlibat langsung
lmenangani/melakpkan Ipcngusutan .kasus. belénggman undang-
undang pemilihan umum.

S

Pengambalian sampe! berikutnya akan berkembang mcngikuti~ p_g'insip

“bola salju” (snow Balls) dan pilihan sampei akan berakhir setelah

terdapat indikasi tidak munculnya variasi atau informési baru yang

berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data
Analisis data terhadap data sekunder yang diperoleh dari
inventarisasi hukum positif dan bahan kcpustakaan dianalisa secara
yuridis kritis. Analisis ini diilhami dengan munculnya aliran
pemikiran kritisl yang mengarahkah pada upaya mempelajari
proses-proses manusia dalam membangun dunianya di mana dia
hidup. Sehubungan dengan itu, tugas kriminologi kritis adalah
menganalisa proses-proses bagaimana cap jahat tersébut ditergipkan

terhadap tindakan dan orang-orang tertentu.’

31, 8. Susanto, Kejahatan Korporasi, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1994 halaman 8
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Analisis terhadap data primer dilakukan d'engan menggunakan
model analisis tema (Theme Analisys). Analisis ini merupakan
upaﬂra untuk mencari “benang merah” yang mengintegrasikan |
lintas dofnéin yang ada. Pada analisis tema ini gagasannya
:bertumpu ﬁéda asumsi bahwa keséluruhan itu lebih dari sekedar
jumlah bagian. Menurut Patton, analisis- &ata merupakan suatu
proses méngorganisasikan dari mengurut data ke dalam pola,
kategori dan.satuan uraiaﬁ dasar, schingga dapat ditemukan tema
dari penelitian.3l |

Dengan demikian -data yang dikumpulkan dalam penelitian ini,
baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis
dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara
déskriptzf analisis. Fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi

penjernihan dan penempatan data pada konteks masing-masing.

G. SISTEMA'fIKA PENULISAN
Penyajian penelitian ini mcngikuti sistematika sebagai berikut:
Bab I Merupékan pendahuluan tesis iﬁi yang terdiri atas : A. Latar
Belakang, B. Permasalahan Penelitiaﬁ, 'C Tujuan Pénelitian, D. Kegunaan
Penelit‘ian, E. Kerangka Pemikiran F. Metddologi P;anelitian dan G.

Sistematika Penulisan.

*! Lexy Moleong, op cit halaman 178
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Bab II Merupakan kerangka teoritis berupa ._Tinj;auan Pustaka
meliputi A. Faham Negara Hukum, B Demokrasi dan Pemilihan Umum, C.
- Tindak Pidana Pemilihan Umum dan D. Sistem Pcradjlap Pidana.

Bab III Yang merupakan substansi penclitian berupa analisis
‘ terhadap permasalahan yaitu A. Hubungan Sosial Politik antar partai
terhadap bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam penyélesaian
pelanggaran undang-ﬁhdang Pemilihan Umum, B. Realisa?si penerapan
. hukum yakni' bekerjanya Sistem Peradiian Pidanaﬁ terhadap pelanggaran
undang-undang pemilihan umum, C. Pengaruh kekuataan (partai politik)
dalam penyelesaian kasus pelanggaran undang—undané pemilihan umum.

Bab IV Merupakan bagian akhir berupa Penutup yang berisi A. -
Simpulan dan B Saran—saran.yang diajukan sehubungan dengan hasil

penelitian ini.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Faham Negara Hukum

Faham'negara hukum menurut ‘Aris‘;toteles dikaitkan dengan arti
dari negara dalam perumusannya yang _masih terikat pada “Polis”.*
Pengertian- negz;ra hukum itu timbul dari pblis yang lﬁ‘émpunyai wilayah
yang kecil, seperti kota- dan- penduduk yang sedikit, tidak seperti negaré—
negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas‘ ‘dan Vberpenduduk
banyak. Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan
musyaWérah (acclesia), di mana seluruh warga negaranya ikut serta dalam
urusan penyelenggaraan négara.

Yang dimaksud dengan negara hukum ialah negdra yang berdiri di
‘atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.” Keadilan
merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negaranya, dan
sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap
manusia agar ia menjadi Warga negara yang baik. Demikian pula peraturan
hukum yang sebenarnya ‘han}'fa ada jika peraturan hukum itu mencerminkan
keadilan bagi pergaulan hidup antar wargénegaranya. |

- - Bagi Aristoteles, yang memgrintah negara bukanlah manusia

sebenarnya, melaink;an fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya

hanya pemegang hukum dan kesecimbangan saja. Kesusilaan yang akan

32 Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Ncgarzi Indonesia, Penerbit
Pusat Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, halaman 153 '
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‘menentukan baik atau tidaknya suatu peraturan Undang-undang dan

membuat undang-undang adalah bagian dari kecakapan .rnenjalankan
pemerintahan negara. Oleh kar'ena itu menurut Aristoteles, bahwa‘yang
penting adalah mendidik manusia menjadi warganegara yang baik, karena
dari sikapnya yang adil akan texj‘amin kebahagiaan hidup warga negaranya.
Ajaran Aristoteles ini sampai sekarang 'masih‘meﬁjadi idaman bagi para
negaiawan untuk menciptakan suatu negara hukum.

Dalam sejarah. kqtatanegar‘aan, selanjutnya dikenal negara hukum
dalam arti sempit sebagai ajaran dari Emmanuel Kant dan Fichte.** Sejajar
dengan lahirnya fahém liberalisme yang ménentang kekuasaan absolut dari
para raja, maka dalam bidang ketatane;garaan ajaran Kant ini mendapat
tempat yang sewajarnya. Sebelum lahir negara hukum menurut faham Kant
dén Fichte, maka yang ada pada waktu itu adalah negara poliéi (Polizei
Staat) scbagai tipe negara. Aliran dalam masyarakat yang berpengaruh pada
saat itu ialah aliran Marcantilisme atau aliran yang menghendaléi suatu
negara perdagangan yang bositif (actieve handelsbalance).

Aliran ini timbul ;ii Perancis pada masa pemerintahan Lodewijk
X1V, karena Perancis pada waktu itu sangat memerlukan emas dan perak
sehagai alat penukar dalam lalu lintas perdagangan. Untuk memperoleh

emas dan perak itu, Perancis berusaha mendapatkan neraca perdagangan

-yang aktif atau- positif, dengan politik ekspoﬁ yang melebihi import.

* ibid
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Caranya. iélah dengan meningkatkan industri dalam negari untuk dieksport
sebanyak mungkin. |

Konsep negara hukum menurut Immanuel Kant mengandung 2
unsur yang penting yaitu:*>
a. perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
b. pemisahan kekuasaan.

Dengan pemisahan kekuasaan maka hak-hak asasi manusia akan’
mendapat perlindungan. Inilah yang menjadi tuntutan kaum Borjuis liberal,
yang dipgrjuangkan melalui revolusi Prancis. |

~ Revolusi Prancis telah melahirkan dua macam hak yakni 36
A. hak-hak yuridis,
B. -hak—hakpolitis.

Hak-hak yuridis ‘diantaranya adalah hak-hak dasar, hak-hak yang
terletak dalam bhukum perdata ataupun hukum pidana, sedang hak-hak
pol_itik aiéntmanya adalah hak untuk memilih dan dipilih. Kﬁrena ya.ﬁg

" menjadi tujuan 'revolusi ialah kemerdekaan, persaﬁam dan persaudaraan
(liberte, egalite, fraternite) sedangkari hal tersebut ‘aka_n dapat dicapai
melalui hak mg:milih dan dipilih maka revolusi Prancis disebut juga dengan
revolusi politik. .

Walaupun revoiusi Prancis hanya menghasilkn dua macam hak,

tetapi hal tersebut merupakan suvatu kemenangan gemilang yang dicapai

% Abu Daud Busroh dan AbuBakar Busro, Asas-asas Hukum Tata Négara, Penrbit Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1983 halaman 111 ) S
% ibid
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~oleh aliran yang menganut faham liberal terhadap aliran yang menganut
paham merkantilisme yang pada waktu itu berpengamh dalam masyarakat.
Konsep negara hukum kemudian menganut faham sebagaimana
dikembangkan oIéh F. J Stahl, dimana menurut Stah!-suatu negara hukum
harusiah memenuhi empat unsur penting yakni :*’

a: adanya jaminan atas hak-hak dasar manusia,

b. adanya pembagian kekuaséan,
c. pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum,
d. adanya peradilan administrasi.

Dalam suatu negara kesejahteraan atan ‘“welvaarstaar” tugas
pemerintah adalah sangat luas yakni mengutamlakka‘r.l. kepentingan seluruh
rakyatnya. Staatsonthouding Srang_, dipertahankan sepenuhnya dalam
‘nachwakerstaat ielah diéwti dengan staatsbemoenis dalam welvaarstaat.
Tetapt dalam mencampuri urusan kemakmuran rakyatnya, pemerintah
dibatasi oleh undang-undang agar tidak berbuat sewenang-wenang. Apabila
timbul perselisihan anfara raja/pemerintah dengan rakyat, akan diselesaikan
oleh suatu badan peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Baik Kant
maupun Stahl keduanya mempergunakan istilah “rechisstaat” terhadap
“negara hukum®.

‘Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faham negara hukum
berkembang dari adaﬁya keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik

secara efektif dan dapat dikontrol. Gagasan bahwa cara yang terbaik untuk

7 op cit halaman 112
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rneﬁﬁ.batasi kekuasaan pemerjiﬁtah adalah dengan suatu konstitusi atau.
undang-undang dasar. Undang-undang dasar merupakan norma’ dasar
obyektif yang menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian
kekuasaaﬁ negara sedemikian rupa. Sehingga kékuasaan eksekutif atau
pemerintahan harus diimbangi dengan kekuasaan legislatif dan kekuasaan
yudikatif. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, sedangkan negara
menganut gagasan ini &inamakan constitufional'étate atau rechtstaat.

Dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau undang-undang
dasar dianggap scbagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus
dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai
dengan dalil “Ga-vemmenl by law, not by ment”, pemerintghan berdasarkan
hukum, bukan oleh manusia.*® |

~ Dalam sistem Anglo Saxon, faham negara hukum ini dikenal
dengan “the rule of law” yang menurut A. V Dicey mengandung 3 unsur

penting yakni:

-a.  Ssupremacy of law,

b. equality before the law,

¢. human rights.

Dalam suatu negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan
yang tertinggi, agar supaya pelaksanaan kekuasaan (pemerintah) tidak
menyimpang dari undang-undang. Dengan demikian, kekuasaan akan

1

tunduk pada hukum dan bukan sebaliknya. Karena apabila hukum yang

* Miriam Budiardjo,'Dasar-dgsar Ilmu Politik, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1981, halaman

112
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fate

tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan berarti dapat membatalkan hukum. .
Dengan, kata lairi, hukum dijadikan alat untuk membenarkan. kekuasaan.
Apabila hukum dijadikan alat, maka tindakan penguasa walaupun
meianggar hak-hak asasi manusia, senantiasa dapat dibgnérkan oleh hukum. -
Oleh sebab itu’ hukum tidak bole_h menjadi “alat”, tetapi harus
menjadi “tujuan”, walaupun tujuan dimaksud bukanlah hukum an sich
melainkan untuk melindungi kepentingan i';kyat.' Sehingga antara hukum
dan kepentingaﬁ rakyat nierupakan hal yang tak dapat dipisahkaﬁ. Karena
apabila dipisahkan, maka kepentingan rakyat akan dirusak oleh tindakan
penguasa yang tidak terikat pada hukum atau undang-undang. |
| - Dalam negara hukum, ‘kedudukan warga negéré; demikian juga
pejabat pemerintah, adalah sama, dan tidak ada b.edanya di muka hukum.
Hukum katau undang-undang itu dibuat olch rakyat dan untuk rakyat.
Scedangkan .pemcrinlah juga rakyat. Yang mcn%bcdaknn hanyalah fungsinya,
bemerinlah bcrfpngsi untuk ﬁacngatur sédangkan rakyatl adalah yang diatur.
Baik yang mengatur maupun yang diatur ada pedomannya, yaitu undang-
undéng. Keduanya tidak boleh mela.nggarhya, bahkan harus sama-sama
melaksanakannya, Karcna hukum dan  undang-undang  menduduki
kekuasaan tertinggi, maka kesamaan dimuka hukum menjadi syarat untuk
terciptanya keadilan. Sebab jika tidak ada kesamaan di muka hukum maka
orang yang memﬁunyai kekuasaan, akan kebal hukum; hal mana pada

umumnya akan menindas yang lemah.
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Dengan demikian, nampak bahwa fungsi hukum atau undang-
undang adalah untuk melindungi warga negara dari para pelanggar hukum. '
Dengan kesamaan di muka hukum maka tidak ada fempat bagi baéking

terhadap yang salah, melainkan undang-undéng itu sendiri merupakan

~ backing terhadap mereka yang benar.

‘ balam simposium negara hukum yang diadakan di Jakarta Vpada
tahun 1966 diputuskan bahwa®® : sifat negara hukum itu ialah di mana alat
perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan- K
aturan yang telah ditentukan lebih duhuh; oleh alat-alat perlengkapan yang
dikuasakan untuk menéadakan aturan itu atau singkatnya disebut pr-insip
“the rule of ldw 7.

Sedangkan ciri-ciri khas suatu negara hukum adalah :
a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak agasi manusia yang mengandung

persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan

kebudayaan,
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh
| sesuatu 'kekuasaan atau kekuatan apapun juga,
¢.  Legalitas dalam segala bentulmya.
Dalam konstitusi kita digariskan bahwa Indonesia adalah Negara |

berdasarkan atas Hukum (Rechtsstaats) bukan berdasarkén kekuasaan
belaka (Machtsstaats), dan apabila dengan bandangan terakhir yang

berkembang mengenai the rule of law maka bagi kita tidak lain dari the rule

* Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, opcithal 116
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of ]ustzce % Negara tidak hanya bertugas memberikan keadllan akan tetapl
juga harus dapat mewujudkan kesejahteraan bagi semua warganegaranya
(“social wé._lfaré state”). Prinsip ini jauh lebih dari sekedar prinsip negara
‘hukum yang selama ini dikembangkan di negﬁf;4ﬁegara liberal.

Ide rechisstaat senantiasa dikualifikasikan melalui fakta bahwa
negara mampu melalui kedaulatannya kemudian disubstansikan oleh
huku_m.4l Menurut faham ini semua négafd hukum, apé_tkah negara tersebuf
diakui sebagai negara r:dflzmokrasi atau diktator, negara fasis atau bolsevist,
begitu pula dengan negara mbnérchi absolut m;clupu'n diktator fasis adalah
negara hukum.* -

Nan{un faham negara hukum harus berdasarkan keyakinan-bahwa
kekuasaan negara h_a.rus dijalankaﬁ atas dasar hukum yang baik dan adil; jadi
ada dua unsur dalam negara hukum yakni: |
Pertama: bahwa hubungan antara yang memermtah dan yang diperintah

t'dak berdasarkan kekuasaan, rnelamkan ber.c':[asarkan suatu

- norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah,

Kedua: bahwa norma obyektif itu, hukum harus memenuhi syarat bukan

hanya secara formal melainkan dapat dlpertahankan berhadapan

dengan cita-cita hukum

109

Sunaryat1 Hariono, Apakah The Rule of Law itu ?, Penerbit Alumni Bandung, 1976 halaman

*! Lebih Lanjut lihat Franz Newmann, The Rule of Law, Political Theory and The Legal System
m Modern Society, Berg Publisher, 1986, halaman 179

2 ibid
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Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu
sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan
masyarakat dan adil menurut maksud dari dasar segenap hukum adalah

- keadilan.* Menurut Frans Magnis Soeseno, * fungsi hukum yang paling

 dasar adalah mencegah bahwa konflik kepentingan itu dipecahkan dalam

" konflik terbuka, artinya semata-mata atas dasar kekuatan dan kelemahan
pihak-pihak yang terlibat. Lebih lanjut dikatakan bahwa :

Hukum menjalankan fungsi ini dengan menyediakan suatu
cara pemecahan konflik kepentingan yang berdasarkan suatu garis
kebijaksanaan atau norma yang rasional dan berlaku vmum. Dengan
adanya hukum, konflik kepentingan tidak lagi dipecahkan menurut
stapa yang paling kuatmelainkan berdasarkan aturan yang
berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai obyektif
dengan tidak membeda-bedakan antara yang kuat dengan yang lemah.
Orientasi itu disebut keadilan. Maka termasuk fungsi hukum untuk
memapankan keadilan,

Dengan demikian tepatiah apa ‘yang dikatakan oleh sunaryati
Hartono di atas, bahwa bagi kita prinsip the rule of law itu tidak ‘lain dari the
rule of _;:ustice. |

Alasan utama  agar kekuasaan negara diselenggarakan dan
pemerinté.h 1nenja1ankan tugasnya berc;’lasarkan hukum adalah: |
(1) Kepastian Hukum, merupakan kebutuhan langsung masyarakat.

Dalarp hubungan dengan. negara, ke;pastian hukum bérarti Bahwa
tindakan negaia dapat diperhitungkan, karena tindakannya didasarkan
pada hukum yang berlaku umum. Masyarakat/warganegara tidak petlu
khawatir bahwa rencananya akan gagal oleh karena tindakan negara
yang memakai icekuasaannya secara sewcnang-wenang. Justru karena
negara niempuﬂy_ai pengaruh yang sangat luas dan kuat terhadap

kemungkinan-kemungkinan- yang terbuka. Bagi segala usaha

* Frans Magnis Soeseno, Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modem,Penerbit
PT Gramedia, Jakarta, 1987, halaman 295 '
“ op cit halaman 77
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masyarakat , ke.rang'ka tindakannya harus Lpasti. Eksistensi dari négara
akan terancam apabila bertindak menyimpang melawan hukumnya
sendiri. Apébila negara memperlakukan rlnasyarakt tidak fnenurut
hikum, masyarakat tidak lag1 mempunyai motivasi untuk
menyesuaikan diri dan mentaati hukum Suatu rencana orang atau
masyarakat ke masa depan hanya mungkin kalau masyarakat dapat
ﬁlemperhinmgkan faktor-faktor dominan yang menyangkut pelaksanaan
rencana tersebut. Maka kemungkinan-untﬁk 1nemprediklsikan‘ kebijakan
negara sebagai pusat kekuasaan yang berdaulat merupakan prasyarat
kesediaan orang untullc membuat rencana bagi masa depannya. Orang
berhak berharap bahwa rencananya tidak-diganggu sécm'a'SeWenang-
wenang. Jadi ‘~campﬁr tangan negara hanya sebagai fasilitator demi
kepentingan masy-arakat. Dirumuskan melalui norma-norma hukum
yang umum dan terikat padanya.‘ Norma hukuﬁl yang umum dalam
suatu konstitusi seperti Amérika Serikat ditentukan secara jelas tentang
“limited government” S(ang antara lain larangan pemerintah
mengintervensi hak-hak individu warganegaranya, Begitu juga tentang
“iudicial review” yang diptakarsai oleh Ketua Mahkamah Agung John
Marshall. Juga di Philipina dfatur tentang “ncgciﬁve rights” dan
“positive  rights » 4 Terlebih lagi pendapatan masyarakat negara
tergantung dari kegiatan masyarakat dan keberanian masyarakat untuk

membuat rencana serta investasi ke masa depan. Tergantung dari

 Artidjo Alkostar, Negara Tanpa Hukum, Catatan Pengacara Jalanan, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2000, halaman 10 ) '
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2)

kepastian hﬁkum dan jaminan untuk tiduk tlipurlukuknn SOCAD Nenieni-
mena, maka negara éendiri berkewajiban dan berkepentingun akan
terjaminnya kepastian hukum.

Perlakuan yang sama di hadapan hukum, bahwa hukum berdasarkan
kesamaan haklkl semua manusia adalah sama dan kesamaan semua
warga.negara adalah sama di mata hukum. Hukum harus dainat
menjam.in bahwa setiap anggota masyarakat diperlakukan menurut
tolok ukur yang obyektif dan sama. Tolok ukur it adalah hukum. Maka
negara waji=b bertindak ménurut hukum. Suatu prasyarat untuk dapat |
menegakkan hukunsdengan iepat dan tegas, pen‘;ing sekali lebih dahulu
melembagakan kaidah-kaidah hukum tersebut dalam bentuk undang-
undang hukum positif. Dengan dilembagakannya kaidah hukum datam
bentuk undang-undang hukum  positif, —masyarakat maupun
penyelenggara negara sama-sama mempunyai acuan yang jelas dan
mudah untuk mcngetahul hukum yang berlaku. Tidak ada perbedaan di
hadapan hukum, setiap warga masyarakat sama hak, kedudukan dan
kcwajibannya di depan hukum. Sctiap warga nc;,ara sama hak,
kedudukan dan kcﬁajiban di depan hukum yakni sama-sama bertujuan
meneg,akkan hukum dapat diperlakukan yang sama tanpa perbcdaan
Peraturan hukum yang diterapkan kepada sescorang mesti dlterapkan

ke_pada orang lain dalam perkara yang sama tanpa membedakan

- pangkat, golongan, agama maupun kedudukan. Prinsip i)erlakuan yang

sama di'_hadapan hukum  ini merupakan salah satu mata, rantai
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~

penghargaan terhadap hak asasi manusia yakni equal befqre ‘the law. -

Oleh karena itu, s‘iapapun dan setiap orang harus diperlakukan secara
sama ténpa diskriminasi dalam perlakuan dan perlindungan hukum
(Centtled w'fthout any discrimination to equal protecttion of the_ law?”).
Setiép tindakan yang tidak berdasarkan hukum dengan sendirin}jét
melanggar keadilan, karena tidak lagi berdasarkan hukum obyck‘;if yang
sama bagi semua orang. |
(3) Tunfutan penggunaan kekuasaan harus ber’ﬂasarkan persetujuan
warganegara dan senantiasa berada di _b.awah ‘kontrol mereké.
Mengandung tuntutan agar kekuésaan ncgz;lra dijalankan berdasarkan
dan dalam batas-batas hukum. Kontrol kekuasaan negara dalam bidang
legis‘latij’ yailu semua undang-undang harus mendapatkan persetujuan
dari Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen), yang dipilih oleh warga
negara melalui Pemilihan Umum. Kontrol terhadap jalannya kekuasaan
negara dapat efektif hanya mungkin épabila negara bertindak dalam
jalur-jalur normatif yang dipasang dan disetujui oleh para w;:lkil rakyat.
Negara hukm merupakan salah satu prasarat agar negara dapat betul-
betul bersifat demokratis.
| (4) Landasan yang paling fundamental negara hukum tuntutan akal
budi, negara merupakap lembaga pranata.masy‘arakat yang normatif
e yang membedakan antara manusia dcﬁgan makhluk laimnya. Bahwa
manusia berakal budi dan oleh karenanya dapat merencanakan

kehidupannya. Suara hatinya mensyaratkan kesadaran bertanggung
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jawab terhadap tindakal_l-tindakannya. Oleh karena itu wajar kalau
manusia bertindak- berdasarkan pengertian. Karena itu cara pengaturan
manusia adalah melalui komunikasi. Maka suatu tindakan kekuasaan
negara berdasarkan kgkuatan dan pemakséan tidak sesuai dengan
martabat kemanusiaan. Negara bergerak di luar batas wewenang yang
telah Iditetapkan dan di luar jall.lr;jalur normatif yang dipertanggung
jawabkan. Dengan demikian negara meninggalkan wilayah komunikasi
rasional dan bertz;nggung jawab dengén rakyatnya. |

Menurut Frans Magnis, 46 ¢iri negara hukum yang secara etis juga

relevan yakni:
(1 kekuasaannya; dijalankan sesuai dengan hukum positif yang bérlaku, _
| (2) kegiatan negara berada di bawah kontrol kektl.lasaan kehaki}n\an yang
efektif, ".
(3) berdasarkan é.ebuah undang-undang dasar yang menjamin hak-hak asasi
manusia,
(4) menurut pembagian kekuasaan.

'Sebuah negara merupakan negara hukum berarti bahvx;a alat-aléﬁ
negara mempergunakan kekuasaan. Mereka hanya sejauh berdasarka_n )
hukumn yang berlaku dan dengaﬁ cara yang ditentukan dalam hukum itu.
Dalam negara hukum, tidaklah cukup béhwa instansi ﬁegara, misalnya

e

" pemerintah, atau seorang menteri, berpendapat bahwa suatn tindakan perlu

% op cit hal 295
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diambil derni kepentingan umum; melainkan tindakan itu hanya boleh
diambil apabila tidak bertentangan dengan undang’-undang.
Diskripsi umum itu aapat diperjelas dengan beberapa prinsip yang :
lebih terperinci termasuk di antaranya. prinsib “auditur ét altera pars ’
-‘(hendaknya pihak yang lainpun didengar). Orang berhak untuk didengar
pandangarnya oleh hak.i.m. Penguasa tidak memiliki monopoli kebenaran.
Dalam suatu negara hukum, tujuan suatu perkara bukanlah untuk
memperma_salahkan salah satu pih;ak, melainkan untuk memastikan
kebenaran. Maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bant.uan hukum.
Salah satu tuntutan penting ialah agar scrﬁua norma yang berlaku
dapat diketahui dan bahwa semua undang-undang dipefmaklumkan.
Kepufugan yang menyangkut orang atau pihak tertentl; wajib diberitahukan
kepadanya. Tiga prinsip lagi yaitu adalah prinsip proporsionalitas dan
larangan terhadap tindakan berlebihan dan prinsip ke.scimbangan. Melarang
setiap campur tangan negara yang melanggar kepentingan—lkepentingan lebih
penting daripada yang mau direalisasikan melalui campur tangan itu. Dalam
prinsip proporsionalitas negaré bertindak sedemikian rupa sehingga
.kepentingan-kepentingan yang térpaksa dilanggar tidak melampaui ukuran
yang pcflu. ' ,
Prinsip keseimbangan dalam negara hukum menegaskan dalam
setiaﬁ aparat negara dalam- menjalankan kekuasaan harus mémperhatikan
prinsip keseimbangaﬁ yang serasi antara:

- Perlindungah terhadap harkat dan martabat manusia,
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- Perlindungan terhadap.kepentingan dan ketertiban masyarakat.

WeWénang kekuasaan negara dalam négara hukum tidak boleh
berorientasi kepada kekuasaan semata-mata. Aparat negara harus
menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan kekuasaan negara pada
hukum positif. Berlandaskan keseimbangan serasi antara g_xlientasi
peheg;ikan dan perlindungan ketertiban masyarakat, dengan ., orientasi
kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi manusia..

Kekuasaan negara dijal.ankan harus menghindari tindakan-tindakan
yang menimbulkan pelanggaran hak asasi r.nanusia, dengan cara perlakuan
yang tidak manusiawi. Aparat negara hendaknya padé setiap saat harus
sekaligus dan mampu bertugas, berkewajiban untuk mempertahankan
"social intgrest”, yang berbarengan pula dengan tugas dan kewajiban
menjunjung tinggi “human dignity” dan “individual protection”. Yakni '
menjunjung tinggi harkai n1aﬂa5at manusia serta perlindungan kepentingan
individu. Dengan demikian alat I.cekuasaan negara harus memahami bahwa
dirinya bukan lagi semata-mata sebagai “instrument of power”, tetapi harus
mampu memahami dan melibatkan dirinya sebagai suatu kelompok aparat
yang berfunglsi scbagai “agency of service” bagi ﬁasymakat.

Alat-alat kekuasaan negara dl semua tingkat di bawah kontro
kehakiman. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi serta; dikontrol. Yang
mengontrol selain I'embaga-lembaga kontrol yang diciptakan khusus untuk
tujuan itu berdasarkan undang-undang dasar, adalah masyarakat. Negara dan _

pemerintah pada suatu kejadian tertentu dapat ditantang atau diadukan di
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hadapén pengadilan. Terhadap putusan hakim tingkat-pertama orang berhak - -
naik -bandiné ke tingkat berikutnya. Terbadap tindakan negara yang
diahggap tidak berdasarkan hukum ,warga masyarakat dapat meminta
perintain menghentikan tindakan dari pengadilan. Baru apabila negara dapat
membuktikan legalitas tindakannya yang diambil  atau dilakukan.
Kepentingan umum tidak mérupakan alasan untuk menganggap sepi hukum
yang beriaku itu bukan hanya tuntutan keadilan, melainkan termasuk
kepentingan umum sendiri. Masyarakat jauh lebih berkepentingan agar
penguasa selalu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang
menentukan ciri negara sebagai negara hukum adalah bahwa kbntrol yaﬁg
nyata-nyata terlaksana, Jédi bahwa negara betul-betul tunduk .terhadap
putusan pengadilan dan sﬁngguh—sUngguh meléksénakannya.

Negara hanya dapat disebut négara'hukum -apabila hukum yang
diikutinyﬁ adalah‘ hukum yang baik dan adil. Artinya hukum sendiri secara
moral politis harus dapat dipeﬁanggung jawabkan. Berarti bahwa hukum
harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan menjamin hak-hak asasi
manusia, schingga secara ﬁmd‘amentai harus dihindarkan. Pemﬁerlakuan
aturan hukum yang tidak sclaras dengan moralitas demokrasi dan nurani
masyarakat, akan menghasilkan masyarakat yan.g apatis. Partisipasi
masyarakat yang semakin jauh. Padahal partisipasi masyarakat merupakan -
sumber daya yzmg'potcns_ial dalam pcmbcnlpkan hukum yang baik. Sesuai
de.ngan tujuan hukum yakni untuk keadilan dén orientasinya adalah untuk

daya guna bagi masyarakat banyak serta peningkatan martabat
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kemanusiaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembentukan undang-undang
secara prosesuil dan substansinya fidak bdleh melénggar kaidah konstitusi.
Adilnya hukom dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan
bagian iﬁtegral negara hukum.

Pembagian kekuasaan yang sudah semenjak An’_stoteles dipandang
sebagai syarat bagi kete.ratﬁran negaré yang baik, kemudian John Locke dan
Montes;luieu merumuskan pembagian kekuasaan r;lerupakan jaminan atau
prasarat struktural terpentiﬂg agar negara hukum dapat I.ncn_iadi kenyataan.’

Pcmb‘agian ‘kckuasaari bcrtujuz;n untuk mencegah pemusatan kekuasaan
dalam suatu tangan. Apabila fungsi-fungsi kekuasaan dibagi atas beberapa
pihak. Diharapkan dapat tercipta suatu keseimbangan kekuasaan yang
menjamin agar Aﬁmgsi-fungsi tersebut dijalankan secara optimal, tetapi
sekaligus mencegah te1jac}iny3 over lapping fugsi-fungsi kekuasaan pihak
lain. | 7
Pembagian kekuasaan sesuai fungsinya menurut doktrin Trias
Politika bahwa kekuasaan negara terdiri tiga macam kekuasaan yaitu
kekuasaan legislatif atau kékuasaan pembua; undang-undang, kekuasaan _‘
eksekutif ‘atéu kekuasaan . menjalankan undang-undang dan kekuasaan
yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pélanggaran undané-undang. Trias
Politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kckuasaan-kckuasaan
(“functions™), ini' sebaiknya tidak diserahkan kepada orang-orang yang

sama. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang

7 Miriam Budiardjo, op cit halaman 151
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berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak—hak Iasasi manusia lebih
terjamin.
~ Akan tetapi dalam perkembangan negara hukum, modern,di mana '
situasinya lebih kompleks, doktrin trias politika terutama pembagian
kckuasaan iegislatif dan eksekutif sudah bergeser. Karena adanya
-'perkembangan bahwa partai-partai politik yang duduk di dalam badan
legislatif turut memainkan peranan yang menentukan, dalam perﬁbentukan
pemerintahan dan semakin banyak dibuat undang-undang. Terutama di‘: ’
bidang sosial yang bukan berfungsi sebagai norma-norma umum. Kemudian
diterapkan pada pelbagai tindakan, melainkan hanya scbagai legalisasi
tindakan-tindakan tertentu oleh eksekutif, misalnya untuk menciptakan dana
pensiun bagi pekerja dan pegawai negeri. |
Apalagi dalam negara yang sédang berkembang di mana kehidupan |
ckonomi dan sosial telah berkembang menjadi demikian kompleksnya.
Badan eksekutif mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat, trias
politika.dalam arti “pemisahaq kékuasaan” tidak dapat dipeftahankan lagi. .
Sejalan dengan perkembangan kqhsep mengenal negara kesejahteraan
(“wefare state”) di mana pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan
seluruh rgkyat. Karena itu pemerintah harus mcnyclcngga-rakan perencanaan
perkembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Maka fungsi
kencgaraan sudah melebihi tiga fungsi dalam trias politika. Lagi pula tidak
dapat diterima scbug‘ai asas bahwa tiap badan l;cncgaruan itu hanya dapat

diserahi satu fungsi tertentu saja. ‘
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- Inti penting dari pembagian kekuasaan adalah ketidak tergantungan |
hakim dalam menjatuhkan, putusannya dari pemerintah atau fungsi
administrasi éksekutif. Kebebasan kekuasaan yudikatif rneruj)akan salah
satu batu tumpuan negara ‘hukum.“ Seorang kepala negarapun tidak dapgt
.mempengaruhi atéu ‘bahkan memberikan perintah kepada pengadilan
mengenal putusan yang sama yang harus dijatuhkan.

Faham the rule of law sebagaimana diuraikan adalah negara hukum
yang dicita-citakan. Namun di dalam realitas ketatanegaraan yang ada dan
berkembang beberapa sistem hukum belum i(::rltu identik, atau sama arti dan
akibatnya dengan rhembangﬁn suatu negara hukum atau rechtsstaat. 'Bcraﬂi
negara yang ménjamin berlakunya hukum yang membawa kcadilan‘ bagi
setiaf) warganegaranya. Sebab pengertian. the rule of law dapat dipakai
dalam arti formil, hz;l mana setiap negara, juga negara dengan sistem yang

_ totaliter akan menyebut dirinya sebagai negara hukum. Bahkan jika the rule
of law itu da_pat dipakai dalam arti materiil barulah pcncggka.n the rule of
law dapat diharapkan membawa keadilan. Oleh karena yang ditegakkan dan -
dilaksanakan di sini bukanlah 'semata-mata,. pemtman—ﬁeraturan dan
undang-undaﬁg yaﬁg diundangkan secara sah olch pemerintah dan badan-
badan legislatif saja. Akan tetapi dalam arti rnatcriill ini kata ‘law” atau
hukum itu dipakai dalam arti hukum yang adil (ust law”), yaitt_x hukum
yang sesuai (iengan dan yang membawa keadilan sosial bagi masyarakat.

Dengan demikian hukum dalam faham the rule of law (dalam arti materiil

*® Frans Magnis, op cit hal 302
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inij juga meliputi putusan-putusan pengadilan. Bahkan mungkin juga
hukum kebiasaan (“gewoonte recht) yang berlaku di dalam masyarakat,
sekalipun bertentangan dengan hukum yang diundangkan.

Maka dapat kita lihat bahwa pemakaian faham the rule of law
dalam arti formil masih berdasarkan aliran legistis dari abad 18 dan ke 19.
Akan tetapi pemakaian faham the ru.le of law dalam arti yé.ng mateljiil
‘bersumber pada pikiran-pikiran pada abad ke 20 ini. Setelah dunia
mengalami segala perkembangan dan penderitaan yang pahit akibat cara
borfikir yang legalitik it,

Hubuﬁgan antara penegakan the rule of law dan negara hukum itu
terjadi oleh karena hingga kini baik negara-negara yang berdasarkan sistem
hukum Anglo Sdaxon maupun negara-negara yang berdasarkar_l si§tem
hukum Eropa Kontinental hanya melihat satu jalan untuk mencapai
tyjuannya, Dengan memberi wewenang kepada (hallc'im—hakim) pengadilan
untuk mengawasi kebijaksanaan pemerintah secara yuridis. Yaitu untuk

. menyelidiki apakah suatu undang-undang atau ketetapan pemerintah
(“beschikking”) adalah adil (“Just atau tidak”). Apakah suatu undang-
undaﬁg atau. ketetapan pemerintah itu tidak inkonstitusional, atau apakah

. jabatan pemerintah melakukan “onrechtmatigedaad” atau tidak.

Dengan demikian diberikan wewenang kepada péngadilah untuk
memutuskan, apakah keBijaksanaan pemerinfah itu adil dan sesuai dengan

Grund norm atau ﬁlsafat hukl;m. Negara yang dianut oleh bangsa yang

~ bersangkutan atau tidak.
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Berhubung dengan itu, apabila Benar-bgnar hendak berpijak pada
keadilan dan kebenaran, apabilé cita-cita bangsa Kkita, sesgai dengan
Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945 adalah membangun suatu
" masyarakat yang adil dan beradab. Maka tidak dapat lain faham the rule of

law itu harus kita.artikan dalam artiny'a\ yang materiil, yaitu bahvw‘la dengan
penf.:_gakan the rule of law itu kita maksudkan penegakan hukum yang
| membawa keadilan. Sesuai dan berdasarkan ni{ai-nilai yang tersebut dan
tersimpul dalam-Pancasila. Bukan hénya sekedar penegakan peraturz;n-
peraturan hukum, yang oleh penguasa atau badan-badan pembentuk hukum
kita yang berwenang dinyatakan sebagai hukum yang: berlaku. Terlepas dari ‘
pada ukuran apakah hukum yang dinyatakan berlaku itu memang sesuai,
dengan rasa keadilan menurut ukuran-ukuran bangsa kita (Pancasila) atau
tidak. |
Sehingga untuk mencapai keadaan yang demikian ini, kiranya kita
harus memberikan dan mengakui wewenang bukan hanya kepada (ﬁakim—
hakim)Mahkamah Agung. Akan t(itapi juga kepada ﬁakim-hakim
p‘engadilan negeri untuk menguji suatu undang-undang atau kcbijaksanaén
pemerintah, yang telah dituangkan ke dalam suatu ketetapan, terhadap
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (‘materiil | foctsingrecht™).
Wewenang untuk menyelidiki dan memutuskan apakah suatu undang-
undang ..atau ketetapan itu benar—be-nall' sesuai dengan Pancasila.' Sejalan
dengan sistem pemerintahan maupun keadaaﬁ hukum vyang dicita-citakan

oleh Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi apabila hukum ini masih
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belum terbentuk dan hakim harus mencari hukumnya sendiri, maka hakim

harus mengenal kenyataan hukum masyarakatnya dan mengerti akan :

tuntutan-tuntutan peﬂkema:nﬁsiaan. Sehingga ternyata bahwa kewajiban
u-tama dan pertama dari seormg hakim adalah men‘ger.xal benar-benar apa
makna dari Pancasilé dan apa yang merupal.(an kebutuhan masyarakat yang
nyata.

Meﬁgenai hal ini ada beberapa cara yang harus dilakukan secara
serentak untuk rnenéegah kesalahan-kesalahan itu sejauh mungkin.

Pertama, dengan memungkinkan apa yang dalam 'sisiem hukum Belanda
dulu dinamakan (“Herziening”) yaitu pemeriksaan kembali suatu
perkara | yang. menunjukkan cukup alasan-alasan, bahwa

' pemerikéaaxz semula rnengaﬁdung kekurangan-kekurangan -yang
mengaicibatkan putusan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Kedua, dan inilah yang sebenamya kini dengan saﬁgat_ mudah sudah dapat
dilaksanakan, tanpa perlu menﬁnggu diundangkannya peraturan
baru di bidang perad_ilan; Yaitu dengan mengharuskan para hakim-
menyebut dasar-@asar hukum (bukan hanya pasal-pasal pératuran
yang berséngkutén), daripada putusannya atau mencantul_nkan
segala _pertimbangan hukum (“rechrsoverwengz'hgen”) di dalam
berita acara perkara yang bersangkutan. Pertimbangan hukum mana
akan dapat menunjukkan terutama kepada para sarjana hukum,

apakah hakim yang bersangkutan benar-benar ahli, Bijaksana dan

adil atau tidak_.
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‘Ketiga, jika kesempatan untuk mengawasi putﬁsan—putusan hakim ini benar-
benar dipergunakan oleh para sarjana hukum (cendikiawan).
Dengan " memberikan komentar-komentar yang bermutu dan
bertanggung jawab dalam majaiah—majalah, ilmiah. Maka akan
dapat diharapkan suatu kerja sama yang erat antara ilmu
penget‘ahuan (universitas), peradilan (“the Administration of
Justice”) dan lembaga-lembaga negara yang lain yahg bersama-

_ sama atau sendiri-_sendiri membentuk hukum nasional.

Di samping cara-cara yang telah disebut di atas, untuk menegakkan
hukum yang adil, perlu sekali untuk menegakkan the rule of law (dalam arti
materiil). Sehingga perlu disebut pula penyempurnaan hukum acara kita
baik hukum acara pidana, juga hukum acara perdata. Karena itu mutu
hukum acara itulal; yang akan menentukan dalam kenyataannya. Apakah |
hukum matertil yang telah dibentuk di atas kertas .itu benar-benar dapat
menunjukkan kg:pada kita, apakah “access to courts” itu benar-benar
munékin dan cepat atau tidak. Sehingga hukum acara yang menjamin “acess
to courts 'f itulah )'fang merupakan syarat mutlak agar supaya rakyat‘benar-
benar dapat menikmati pelaksanaan-dan penegakan hukum materiil yang
kita bentu]é, untuk dan demi keadilan sosial itu (“equality before the law™).

Tentu saja di samping faktor—fgktor yang disebut di atas, masih
terdapat banyak faktor yang membutuhkan penyempurnaan. Akan tetapi
yang penting di sini merupakan persozilan yang fundamentil ke arah the rule

of law dan pembentukan negara hukum. Berarti pengertian the rule of law
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itu kita hubungkan dengan paham negara hukum (“rechisstaat”) kiranya
dapaﬂah kita katakan bahwa the rule of law itu tidak lain dari pada the rule

of justice.

Pengerﬁan Demokrasi dan Negara Demokrasi

Istilah demokrasi berarti “rakyat berkuasa”, faham demo
Berligmbang dari tradisi-tradisi kuno yang ada di Yunani. Tradisi demokrasi
itu tcrfetak dalam dua hal yakni, pertama masyarakal mengembangkan suatu
 sistem kélembagaan dalam pemerintahan (kota) yang secara eksp isit
didasarkan pada gagasan “kekuasaan di tangan rakyat” ; kedua, prinsip
d.émokrasi mereka sadari dan mereka refleksikan secara eksplisit-filosofis.
Dengan memperlimbangkan  secara pro  dan  kontra © serta dengan
memperbandingkan bentuk kelembagaan pemerintahan yang demokratis.
Dengan beqtuk pemerintahan lainnya seperti kekuasaan satu orang dan
kekuasaan di tangan kelompok elite. |

Demokrasi Yunani dimulai dari sistem pemerintahan. Dalam sistem
pemerintaha‘n ifu pada hékekatnya semua keputusan pentihg diambil o
sebuah majelis ‘yang dipilih untuk jangka waku tertentu oleh semua w. ga
‘negara (budak dan wanita tidak dihitﬁng). Seorang wakil dalam majelis
tidak boleh dipilih lebih dari dua kali, Majelis kemudian mengangkat dan

- memberhentikan para pemimpin. Makna demokrasi itu adalah bahwa

negara-negara kota yang sejak dulu kala diperintah oleh penguasa ya

tidak demokratis, Entah itu béngsawan, para clite, raja atau diktator,
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kemudian diubah menjadi sistem di mana sejumlah cukup besar orang Iaici—
laki yang bebas dén dewasa, berhak berpartisipasi langsung. sebagai
warganegara dalam pemerintahan.*’

Pengalaman seperti itu beserta cita-cita. yang mereﬂeksikannyﬁ
melahirkan kesadaran kesadaran'yang memungkinkan sistem politik di
mana raky;t berdaulat, bukan‘— hanyé untuk memerintah diri sendiri.
Melainkan juga mempunyai sumber daya dan lembaga-lembaga yang
diperlukan untuk itu, |

Budaya demokrasi Yunani kuno yang- berkembang p'gda abad
pertengahan itu mempunyat keferbatasanso, pertama : pemerintahan
demokratis‘hanya terwujud dalam negara kota dan kedua, bahwa (_i_emokrasi
bersifat cukup fangsung. Di mana majelis rakyat dan badan-badan
perwakilan laiﬁ terus menerus berhubungan langsung dengan rakyat yang
telah memilih mereka. Dengan demikian pemerintahan demokratis Yunani
kuno tidak cocok untuk negara-negara teritorial besar nasional modern yang
mulai berkembang di Eropa pada abad ke-1 6

Demokrasi dalam arti modern baru menjadi suatu kemungk_inan riil
sesudah unsur baru masuk ke dalam wawasan para pemikir politik : prinsip
-perwakilan atau- pémerintahaﬁ representétif. Akan tetapi demokrasi
representmf sebagal suatu bentuk demokrasi yang cocok untuk negara
teritorial modern yang besér Baru menjadi cita-cita pem1k1ran polmk- i

dengan adanya dua peristiwa besar yaitu revolusi anti kerajaan Inggris di

* Frans Magnis Suseno, Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis, Penrblt PT
sGoramedla Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal 35
ibid
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Amerika yang menghasilkan negara Amerika Serikat pada tahun 1776 dan |
Revolusi Perancis pada tahun 1789. Dua peristiwa itu membuka desakan
baru ke arah demokrasi di Eropa.’

Cita-cita kekuasaan di tangan rakyat mendasarkan pada ideologi |

paham kehendak umum oleh Rousean, yang bersintesa dengan paham Jobn

. Locke tentang pemerintahan yang terbatas dan terkontrol. Gagasan

pemilihan umum dan dewan perwakilan rakyat menjadi cita-cita demokratis.
Nyata-nyata operasional serafﬁs .tahun kemudian pada akhir abad 19 pola
pemerinlt_ahan demokratis modemn mulai terwujud dalam beberapa negara.
Sesudah perang dunia 1I gejala bahwa secara formal demokrasi sudah
merupakan dasar dari kebényakan negara di dunia.

Dasar demokrasi seperti’ digambar dengan anggapan umum yaitu

partai-partai yang memerintah dan partai oposisi dalam parlemen di negara

~ demokrasi barat. Pada umumnya berusaha untuk mencapai kata sepakat

tentang rencana sebuah perundang-undangan. Akan tetapi apabila kata

- sepakat tentang rencana tersebut tidak tercapai keputusan, diambil dengan

[

suara terbanyak. Itulah salah satu aturan main utama dalam demokrasi. Jadi
ada yang menang dan ada yang kalah. Demokrasi hanya da'pat’jalan apabila

minoritas yang kalah tetap mengakui kautUSan yang diambil olch

' mayoritas. Kemampuan untuk bersedia kalah dan tetap ikut mendukung

usaha bersama di bawah pemerintah pimpinan lawan politik, merupakan

salah satu syarat bagi keberhasilan pola kenegaraarr demokratis.

61



* - Dasar ketersediaan masyarakat untuk main menurut aturan

demokratis. Aturan main demokratis itu sendiri bagi masyarakat bemnilai

sangat tinggi, sehingga mereka bersedia menerima kekalahan daripada

bertindak tidak demokratis. Main menurut aturan demokratis dirasakan fair,

dan sebaliknya kalau pimpinan paﬁai- yang kalah kemudian menjadi

masyarakat untuk main secara demokratis yakni :

Pertama:

‘obstruktif, hal itu dinilai kurang pantas.

g B -

Ada syarat—éyarat yang harus dipenuhi dan mendasari kesediaan

51

adalah b‘aAh_wa, ‘mekanisme demokratis sendiri harus wajar,
artinyarharus berjalan dan berjalan sesuai denéan maksudnya.
Karena kalau demikian, aturan main demokratis menjamin suatu
yang merupakan salah satu unsur hakiki dcmokrési yang paling
bernilai; kesamaan kesempatan akses tefhadap kekuasaan.
Dengan demikian keadilan sistem demokratis terjamin. Tak ada
demokrasi apabila tidak ada kesamaan akses terhadap posisi-
posisi pol\itik :penting. Kaitan antara keterbukaan akses yang
sama dengan stabilitas sistem demokrasi, menjadi salah satu
pendorong utama bagi terwujudnya negara sosial atau negara
sejahtera. Keterbukaan akses yang sama dinilai begitu sentral
bagi berfungsinya demokrasi, sehingga disepakati Juas bahwa
negara ﬁarus meénjamin- terpenuhinya keb‘utuhan' dasar semua

warga masyarakat. Bagi anggota masyarakat yang kebutuhan

1 ibid



dasamya.".tidak terjamin lkesemlh);ttan-kescmpat.an demokratié '
yang secara obyektif tersedia tidak dapat dipergunakan. Karena
itu, demi kestabilan nasional dan untuk menciptakan éyarat
kemungkinan konsensus'nasibﬁal, negara harus menjamin suatu
minimum keadilan sosial bagi segenap warga negaranya.
‘ Kes‘adaran’ itu terungkap délarn pengakuan terhadap hak-hak
asasi sosial. Pendek ;ata, proses demgkratis akan ditaati oleh
masyarakat apabila ia bukan sekedar permainan mayoritas ataL;
minoritas yang Bcri(uasa.
Kedua: Lebih‘menentukar} lagi. Minoritas akan bersedia menerima
. képutusan mayoritas dan main menurut aturan ée@ohﬁé Apabila
kepentingan mereka yang paling fundamental tidak dapat
diganggl; gugat oleh mayoritas. Pembatasan kekuasaan
mayoritas tercapai lewat jaminan hﬁk—hak asasi manusia, yang
dalam demokrasi memang b;rﬁmgsi vntuk menjamin keutuhan
berkat kemanusiaan ;ninoritas. Dalam rumusan Nurcholis Majid
”"Demokrasi é.dalah majority rule, minority rights”. Itulah |
.sebabnya demokrasi hanya dapat berjalan ap;abila hék-hak asasi
manusia Semua kelompok dan golongan dalam masyarakat
o diakui. Di sini yaﬁg paling pentiilg adalah hak-hak yé.ng
menyangkut identitas kolektif éub komunitas-sub komunitas
dalam bangsa itu, yaitu agam;a, keyakinan moral, bahasa dan

budaya mereka. Perlu dijamin bahwa identitas khas sebuah sub
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komunitas tidak menjadi sebab diskriminasi. Apabila
kepentingan vital sub komunitas - sub komunitas dalam
masyarakat dijamin, mereka fidak ak;m‘ keberatan untuk
rﬁengakui hak {nayoritas untuk memutuskan perkara-perkara
yang tidak menyangkut identitas dan eksistensi mereka.

Ketiga: Erat hubungan dengan syarat kedua tadi : kepartaian tidak boleh

bersifat murni primordial. Apabila satu partai secara eksklusif ...

mewakili suku mayoritas, suku perwakilan minoratis selalu akan
kalah. Bukan' karena opsi politik politik ‘mereka tidak mendapat
dukungan, melainkan semata-mata karené mereka minoritas.
Tidak mungkin dalam situasi ini tercapai konsensus dasar
demokratis. karena aturan main demokratis de facto akan
1;1crupakan sarana  sektarian suku mayoritas. Untuk
melegitimasikan diskriminasi terhadap suku minoritas. Begitu
pula apabila partai-partai mencerminkan komposisi agama-
agama dalam masyarakat.

Kemudian yang dimaksud dengan negara demokrasi tidak dap?t C
ditentukan secara apriori, melaini(an dapat ditelaah dan ditentukan bertolak
dari konsep demokrasi empiris menurut konsep ilrnﬁ politik. Adapun ciri-
ciri negara demokratis menurut Frans Newmann, sistem politik demokratis
adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-

keputusan politik diselenggarékan oleh warga negara, melalui wakil-wakil

32 Frans Newmann, opcit, halaman 79
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yang dipilih oleh mercka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui

suatu proses pemilihan yang bebas.

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi memiliki tujuh ciri hakiki

yakni: .

A il

1.

2.

pejabat yang dipilih
pemilihan yang bebas dan fair
hak pilih yang mencakup semua

“hak untuk menjadi calon suatu jabatan

kebebasan mengungkap diri secara lisan dan tertulis
informasi alternatif
kebebasan membentuk sosialisasi.

Menurut Miriam Budiardjo, “demokrasi Konstitusional” pertama-

tama merupakan Kechtsstaat lebih terinci disebut:

perlindungan konstitusional

badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
peﬁxilihan umum yang bebas

kebebasan menyatakari pendapat

kebebasan berseﬁkatfberorganisasi dan beroposisi, dan
pendidikan kewarganegaraan, dimana

kébij akan politik ditetapkan atas dasar kehendak mayoritas.

>

Ciri-ciri itu tercapai lewat struktur institusional yang memuat

unsur-unsur sebagai berikut :

I.

2.

3.

pemerintah yang bertanggung jawab
dewan perwakilan rakyat-hasil pemilihan umum bebas dan minimal
beralternatif dua yang melakukan pengawasan

adanya beberapa partai politik
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4,  pers/media bebas

5.  sistern peradilan bebas, yang menjamin hak-hak asasi. -
Mirian; Budiardjo juga .menunju-k pada kenyataan bahwa dalam -

sejarah perkembangan kesadaran demokratis -hak “kebebasan manusia,

terhadap s<.3gala bentuk kel-cangan dan kekuasagn sewenang-wenang baik di

bidang agama, maupun di bidang pemikiran serta bidang politik” sangat

penting. ‘
Frané Magnis -Suseno menyebutkan lima gugus ciri hakiki negara
demokrasi yaitu > |

I; negara hukum

2. . pemerintah yang di bawah kontr'oi nyata masyarakat

3. pemilihan umum yang bebas

4,  prinsip mayoritas

5. . adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

. Lima gugus ciri ne'gara demokratis itu lalu dirinci sebagai beril'c'ut :

1. Negara hukum berarti bahwa kekuasaan negara terikat pada hﬁkum.
Bukan seakan-akan negara hukum adalah sama dengan demokrasi.
Negara hukum tidak mesti demokréfis. Pemerintah monarkis atau
paternalitikpun dapat Itaat pada hukum. Tetapi demokrasi yang bukan
negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Seperti

dicatat lobkovics, demokrasi merupakan cara paling ainan untuk

* ibid hal 56-57
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mempertahankan kontrol atas negara hukum. Tuntutan agar negara
merupakan negara hukum dapat dirinci dalam lima ngara hukum:

1.1. Fungsi-fungsi kenegaraan- dijalankan oleh lembaga yang
bersangkﬁtan sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebuah
undang-undang dasar.

' 1.2. Undang-undang dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang
paling penting.-Karena tanpa jaminan itu hukum dapat menjadi
sasaran penindasan. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia
m’emastikan bahwa pemerintah tidak dapat mehyalah gunakan
hukum, untuk -melalui undang-undang, melegalisasikan’
-perbuatan yaﬁg sebenamnya tidak adil atau tercela.

1.3. Badan-badan Negara menjalankan kekuasaan masing-masing
‘selalu dan hanya atés dasar hukum yang berlaku.

1.4, Terhadap tindakan badan negara masyarakat dapat mengadu ke
pengadilari dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan |
negara. | .

1.5. Badan kehakiman bebas dah tidak memihak.

2‘_.‘ Kontro! efektif te;haaaﬁ pemerintah memuat : |

2.1. Pemerintah wajib memﬁertanggung jawabkan kebijakan-

kebijakan yang diambil. ‘
2.2.—Pemerintah bcrada; serta bersedia berada, di bawah sorotan
terus menerus baik Badan Perwakilan Rakyat maupun

masyarakat lansung, khususnya pers dan media lain.
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2.3. Para wakil rakyat bebas menyatakan pendapat mereka,
.meﬁuntut pertang%gﬁng jawabén da;l mengkri;tik serta menolak
usulan kebijakan pemerintah. |

2 4 Pemerintah tidak dapat membuat undang-undang atau,
menciptakan norma hukum, sekurang-kurangnya tidak tanpa
persetujuan Badan Perwakilan Rakyat.

2.5. Pemerintah diangkat dan diberhentikan secara damai oleh

-~ rakyat atau Badan Perwakilan Rakyat dalam kaitannya dengan
hasil pemilihan umum.

3. Lembaga Pemilihan Umum dapat dirinci sebagai berikut :

3.1. Ada pilihan bebas antara sqkurang'-kurangnya dua 'kandidat
atau péﬁai.

3.2. Secara efektif bagian terbesar warga negara berhak dan mampu
ikut memilih. |

.3.3. Kebanyakan warga negara berhak meﬁcélonkan diri untuk
dipilih.

3.4. Melalui pemﬂihan umum itu dipilih Badan Perwakilan Rakyat
yang mempunyai hak legislatif, sendirian atau bersama dengan
peﬁledntah, serta hak dan kemamiauan untuk mengontrol

- pemerintah. . |
4. Prinsip méyoritas' maksudnyé adalah bahwa Badan Perwakilan
Rakyat mengambil keputusan—keputusannyé secara sepakat atau

kalau kesepakatan tidak tercapai dengan suara terbanyak.
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5. Jaminan atas hak-hak dasar demoratis rakyat meliputi :

5.1. Hak untuk menyatakan pendapat serta untuk mengkritik
pemerinfah baik secara lisan maupun tertulis, hak ini termasuk
kebebaéan pers. -

5.2. Hak untuk mencari informasi altema.tif terhadap informasi
yang disajikan oleh pemerintah.

'5.3. Hak -berkumpul'.

5.4. Hak membentuk serikat, termasik hak mendirikan partai

politik dan hak berasosiasi.
Dalam implemantasinya faham demokrasi bersifat  relatif,
kontekstual dan dinamis. Relatif berarti tuntutan etika politik demokrasi
hénya berlaku .-sejauh‘ situasi memungkinkan pelé.ksanaaxmya. Jadi,
meskipun an-sich satu-satunya legitimasi fase tradisional yang wajar adalah
keterbukaan demokratis, akan tetapi demokratis hanya dapat ditun’;ut apabila
negara sudah secukupnya berfungsi untuk memenuhi tugas-tugasnya yang
| paling dasar untuk rakyainya. Bahwa tugas negara melindungi nilai-nilai
dan kepentingan-kepentingan paling dasar masyarakat, jauh lebih penting
daripada kedemokratisan - sebuah neéara. Sehi;gga apabila' syarat-syarat
obyektif pemeﬁntahan demokratis belum terdapat, maka tidak ada landasan
etis untuk menuntut demokrasi.
Kontektualitas demokrasi dalam etika politik lebih cocok dipakai

dalam hubungan intetpretasi daripada ciri-ciri demokrasi.** Yang dimeksud

34 op cit hal 64
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ialah, bahwa bagaimana. salah satu ciri pemerintahan demokrasi harus
terwujud tergantﬁng dari -konteks mnegara yang bersangkutan. Misalnya
kebébasan untuk mengemukakan | pendapat tidak dapat dituntut tanpa
memperhatikan konteks sosial, kultural dan politik. Operasionalisasi ciri-ciri
demokrasi harus sedemikian rupa sehingga mencapai maksud mereka secara -
opti.mal menurut gqndisifkondisi yéng nyata ada.

~ Menurut Nurcholis Madjid,” suatu bentuk demokrasi ’;idak dapat
ditcrapkan begitu .saja secara kaku dan dogmatis jika diperkirakan akan
justru merusak atau mengahggu hasil positif perkembangan negara yang

telah dicapai. Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dapat sangat beragam.
Tuntﬁtan—tuntutan demokrasi tidak boleh diopcrasionalisasi sedemikian
berlebihan, séhingga lama-kelamaan menjadi destabilisasi sissem politik
dengan akibat sebuah backlash anti demokrasi, _

l. Demokrasi memuat hak untuk mengkritik pemerintah tapi apa yang
dalam masyarakat yang satu dianggap biasa-biasa saja. Dalam masyarakat
lain bisa dianggap ajakan untuk memberontak. Kalau misalnya betul bahwa
di Indonesia “pemerintah” berperan sebagai “bapak” bagi setiap elemen
kemasyarakatéﬁ, maka senangl atau tidak ‘dengan keadaan itu, pola
komunikasi i)olitik bagaimanapun juga budaya itu merupakan kenyataan
yang tidak boleh dianggap sepi. Jadi hak kritikpun harus dilaksanakan

sespai dengan budaya sopan santun masyarakat yang bersangkutan.

% opcit hal 65
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Dengan relativitas dan kopteksmalitas, faham demokrasi juga
bersifat dinamis, artinya bahwa faham demokrasi sendiri maﬁpun ciri-
cirinya berkembang terus. Demokrasi adalah bentuk kenegaraan yang tidak
pernah berhenti:dan ﬁlemang tidak mungkin pernah selesai. Tidak mungkin
memandang demokrasi hltam putlh Tidak ada demokrasi maksimal, selalu
masih ada kemungkman untuk meningkatkan atau men,g,optlmahsamkan
kadar demokrasi sebuah negara. Kemungkinan itu selalu relatif terhadap
konteks rﬁasing—masing realisasi, dari péda ciri-ci;i khas demokrasi dapat
padat atau tif)is, dapat kuat atau lemah. Jadi faham demokrasi bersifat
dinamis karéna dipengaruhi adanya perubahan dalam masyarakat yang terus
berjalan menuntut penyes'uaiang institusi-institusi demokrasi secara terus

menerus.

Pemilihan Umum dan'Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan lembaga ﬁaqg diharapkan
- dapat mence_m:linkan pelaksanaan hak-hak politik rakyat, dalam proses dan
upaya mem_lju pcrwujﬁdan kedaulatan rak)_/ét, sebagairr_ié’na diamanatkan
dalam konstitusi. Pelaksanaan pemilu merupakan konsekuensi logis dari
perwujudan negarg demokrasi. Jalannya proses demokrasi suatu negara dan
kualitasnya sangat tergantung pada kualitas proscs pelaksanaan pemilu.
*Makin Bermutu ‘proses pelaksanaan pemilu, makin ~mendekatkan
perwujudan demokrasi. Pelaksanaan “pemilu  melibatkan ‘faktor—faktor

perangkat hukum, instrumen prosedur pelaksanaan, piranti organ pelaksana,
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lembaga pemantau dan pengawas, rakyat pemilih dan peradilan. Peﬁilihm
umum di samping bertujﬁan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk
dilembaga perwakilan, juga merupakan sarana untuk ‘mewujudkan
penyusunan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila, .
UUD 1945 serta cita-cita proklamasi kemerdékaan 17 Agustus 1945. |
| Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan
umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok vaitu :*
a. Singie member constituency atau biasa disebut sistem‘ distrik.
'b. Multi member constituency atau biasa disebut sis‘lcm perwakilan
. berimbang atau sistem proporsional.
a. Sistem Distrik
Sistem Pemilihan umm dengan lsistem distrik merupakan
sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkanata kesatuan geografis.
' Set{ap kesatuan geografis (Distrik/Kabupaten/Kota) mempunyai satu
wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan jumlah wakil rakyat
dalam DPR ditentukan oleh jumlah distrik yang ada. Perwakilan dari
distrik adalah organisasi kontestan yang diwakili oleh seorang individu
yang dianggap erat hubungannya dengan distrik tersebut. Oleh
karenanya sering disebut sebagéi stelsel perorangan. Calon dalam satu
distrik yang memperolah suara terbanyak menang. Sed‘;ingkan terhadap
suara yang ditujukan kepada-calon-calon lain yang kalah dalam suatu

distrik dianggap hilang dan tidak diperhitungkan betapapun kecil selisih

%¢ Miriam Budiardjo, op cit halaman 177
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kekalahannya. Jadi tidak ada sistem menghitung suara lebih seperti
yaing dikenal pada sistem perwakilan berimbang (proporsional). Dari
sudut ihi, baik dalam distrik maupunlsecara nasional akan tfargambar :
adanya usaha para calon kontestan untuk bergabung agar cukup kuat
untfuk keluar-sebagéi pemenang dalam distrik yang bersangku_tan. Partai
kecil bergabung denéan partal kecil lainnya yang seideologi maupun
yang sama I'Jrf)gram politiknya, atau bergabung dengan partai l;esar atas
dasar pértimbangan yang sama. Agar menjadi cukl_lp kuat atau tetap
dapat menyalurkan aépirasi politiknya. Penggabungan tersebut akan
mengakibatkan melunaknya perbedaan-perbedaan yang sebelumnya adg
pada masyarakat, Denéan demikian sistern ini menyebabkan tumbuhnya
sikap yang mendorong ke arah titik persaméan/integrasi.

Lambat laun penerapan secara periodik sistem distrik ini akan
menyebabkan penyederhanaan partai-partai politik secara alamiah dan
akhlrnya menumbuhkan sistem dua partai.

Beberapa kelemahan sistem “Single member constituency™:

Sistem ini kurang m_emperhittmgkan adanya partai-partai kecil dan
golongan minoritas, apalagi jika goloﬁgan ini terpencar dalam beberapa
distrik. |

Sistem ini ‘kurang representatif dalam arli bahwa calon yang kalah
dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungn;}a.
Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan

sama sekali; dan kalau ada beberapa partai yang mengadu kekuatan,
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" maka jumlah sﬁara.yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar, hal
ini akan dianggap tidak adil oleh golongan-golongan yang merasa

dirugikan.

Segi positif/keunggulan dari sistem distrik

1.

(98]

Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh
penduduk diétrik, sghingga hubungannya dengan penduduk dis;trik lebih
erat. Dengan demikian dia akan lebih terdorong untuk merﬁperjuangkan
kepentingan distrik. Lagipula, kedudukannya tcrhadap partainya akan
lebih bebas, oleh karena dalam pemilihan semacam ini faktor
personalitas dan kepribadian seseorang merupakan faktor yang penting.

Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena
kursi yang diperebutkan dala;m setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal
ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-
perbedaan yangl ada dan mengadak.an _kerjasama. Di. sainping
kecenderungan untuk membentqk partai baru dapat sekedar dibendung,

sistem ini mendorong ke arah penyederhanaan partai tanpa diadakan

~ paksaan. Maurece Douverger berpendapat bahwa dalam negara sepertl

Inggris dan Amerika sistem ini telah memperkuat berlangsungnya
sistem dyvipartai.

Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai -
memperoleh bentuknya pemerintah yang stabil dan mempersingkat .
stabilitas nasional. |

Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.
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Dalam pelaksanaan sistem- distrik ini terdapat hal yang penting

yakni pelaksanaanya akan mengakibatkan distorsi(“distorsion effect) yang

‘menguntungkan partai besar melalui overrepresentation: dan merugikan

partai kecil karena under representation.” Hal ini disebabkan bariyaknya

suara dari partai kecil akan hilang lantaran tidak berhasil menjadi juara satu

di satu distrik. Keadaan ini akan sangat berpengaruh dalam masyarakat kita

yang pluralis, dengan banyaknya kelompok minoritas, baik agama maupun

etnis, ditambah dengan gejala munculnya partai baru.

b. Sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional

Menurut sistem ini pada asasnya wilayah negara dianggap
sebagai | satu” wilayah pemilihan yang utuh. Dalam kenyataannya
wilayah ﬁega:a- dapat dibagi atas sejumiah daerah pemilihan yang‘ _
berfungsi  secara  tehnis  administratif Semata}—mata yaitu
penyelenggaraan pendaftaran, pemungutan, pengumpulan, perhitﬁhgan‘
suara dan seterusnya. Dalam sistem jini dikenal bilangan pembagi
pemilihan (electoral quetient) yaitu pcrbm{dingan (ratio) antar jumiah
pemilih dengan jumlah wakil yang akan dﬁduk dalam lembaga
pe@akilan. Menurﬁt yang ditentukan oleh perunfiang-undangan jumlah -
suara yang diperoleh oleh setiap kontestan dalam pemilihan umum
Dihitung secara nasional dan kerriudiag dibagi oleh bilangan pembagi
tersebut. Sehingga ‘akan menghasilkan sejumlah kursi bagi yang

bersangkutan secara proporsional atau sesuai dengan jumlah suara vang

> Mriam Budiardjo, Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat, 75 Tahun Prof. Miriam Budiardjo,
M Syafi”i anwar (ed) Penerbit Ummat dan Mizan Pustaka Kronik [ndonesia baru, Jakarta, 1999,

hal 185
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‘mendukungnya. Suara yang'tidak genap terbagi di tingkat daerah dapat
digabun‘gkan secara nasional, yang mungkin masih dapat menghasilkan
sejumah kursi tambahan. Selanjutnya sisa suara yang tidak habis terbagi |
oleh bilangan pembagi pémilihan tingkat nasional dengan sendirinya
akan terbuang, bila mana tidak diperoleh kesepakatan penggabungan
atas suara (stembus accord) dengan kontestan lainnya.

. Untuk menentukan Vsiapa yang berhak menjadi wakil, sccara formal atau

; informal dibuatlah daftar urutan nama yang' diajﬁk'an oleh kontestan
atau biasa disebut dengan sistem\ daftar. Oleh karena gdanya

. kemungkinan penjumlahan suara secara nasional, sangat mmudah bagi

_partai-partai kecil untuk memperoleh sekurang-kurangnya satu ku.rsi"

dalam lembégé perwakilan rakyat, tanpa harus bekerjasama dengan

kontestan laihnya. Dengaﬁ demikian setiap pal“tai politik peserta
pemilihan uinum terjamin kelangsungan hidupnyal(e}(sistensinya)- tanpa
harus beraliansi/kerjasama dengan bartai‘ lainnya. Kerja.sama biasanya
menyebabkan perbedaan-perbedaan yang ada baik bersifat ideologis
maupun program kerjanya (“political platform”). Sebagai akibat adanya

- jaminan eksistensinya, tiap partai politik yang bersangkutan bebas

memformulasikan ideologi ‘atau keyakinannya sccara ekstrim dan

sejauh mungkinl perbedaannya dengan ideologi partai politik Iainnya.

Oleh karena itu sistem ini rhengandung sikap mental yang menjauhi

persamaan  pendapat. Sehingga dapat dimengerti apabila dalam
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kampanye pcmilu dan juga dalam kehidupan sehari-hari akan terdapat
dua pengelompokan yang satu dengdn yang léin bersifat antagonistik.
‘Beberapa kelemahan dari sistem proporsional : |
1. "Sistem iﬁi mempermudah fragmentasi partai dan timbulﬁya partai-
palr'tail baru. Sistem ini tidak menjurus ke arah integrasi bermacam-
macam golongan dalam masyarakat; mereka lebih cenderung untuk
mempertajam perbedaan_-perl;édaan yang ada dan kurang terdotong
untuk  mencari dan memanfaatkan . persamaan-persamaan.--
Umumnya dianggap baliwa sisterﬁ ini mempunyai akibat
' memperbanyék j‘umlr«._lh partai.
2. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan
kurang merasakan loyalitas kepada dacrah yang tclah memilihnya.
Hal ini dis-ebabkan oleh karena dianggap bahwa dalam pemilihan
semacam ini partai lebih menonjol peranannya daripada
kepribadian seseorang. Hal iﬁi memperkuat kedudukan pimpinan
partai.
| 3. Banyaknya partai mempersuka£ bentuk pemerintah yang stabil,
- . oleh karena umumnya harus mendasarkan diri atas kondisi dari dua
partai atau lebih. |
Sistem pémilihan umum yang dipakai pada pemilihan umufn tahun
1999 ﬁeﬁumt unciang-undang Nomor 3 Tahun 1999 1eﬁtang Pemilihan
Umum, Bab [ Pasal .1 ‘ayat (7) yakni : Pemilihan Umum dilaksanakan

dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan Sistem daftar.
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Yang dimaksud dengan pemilihan umum sistem proporsional

dengan stelsel daftar adalah : .

1

Pemilihan umum memilih tanda gambar, bukan nama calon.

Daerah pemilihan ditetapkan -pada daerah tingkat I dan
penghitungan suara dilakukan per daerah tingkat I.

Penentuan jumlah kursi yang diréih partai ditentukan‘ secara
proporsional. Penentuan sisa suaj"a/kursi yang belum terbagi juga
ditentukan secara proporsional dengan mengacu pada prinsip sisa
suara terﬁnggi ( highest remainder).

Dafar calon perdaerah pemilihan (Dati 1) terdiri atés daftar calon
yang dikelompokkan per Kabupaten/Kotamadya ¢(Dati Ii). )

Daftarl calon tidak diterakan pada/dalam surat suara, melainkan
diumumkan secara terbukg di‘seti.ap Tempat Pemungutan Suara
(TPS). |

Penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 1999 berbeda sekali

dengan pemilu pada masa orde baru, terutama pada’ masa pemilu dua

" dasawarsa terakhir, di mana pada masa itu pemilu telah menjadi kalender

lima tahunan yang bersifat mekanis. Semua serba teratur, direncanakan dan

dipersiapkan oleh perangkat penyelenggara pemilu dehgan dukungan penuh

oleh aparat birokrasi di semua jajaran. Dengan hasil yang selalu mudah bisa -

diprediksikan sebelumnya. Kegiatan pemilu yang ée_mestinya menjadi media

untuk mengukur keoutentikan legitimasi politik rakyat terhadap partai

‘politik, telah menjadi ritus politik rutin yang hanya berfungsi untuk
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- memenuhi kewajiban konstitusi. Filosofi dan spirit diselenggarakannya

pémilihan umum menjadi tidak terpenuhi dan pemilu telah kehilangan roh
demokrasi yang sejatinya.

Dari segi teknis penyelenggaraan selain hanya diikuti tiga
.léont.estan, pengalaman birokrasi dalam penyelenggaraan pemilu - sangat
memadai dan teruji, sehingga pemilﬁ dapé.t disé:lenggarakan dengan lancar.
’Penyeienggéraan pemilu dipersiapkan dalam waktu cukup lama, bisa tiga

sampai empat tahun sebelumnya sudah ada persiapan pemilu. Kenyataan ini

~ sangat jaulk berbeda déngan penyelenggaraan pemilu 1999. Dari segi

kontestan jumlahnya meningkat berlipat‘-lipat ada empat puluh delapaﬁ

kontestan. Dari segi waktu persiapan. pemilu hanya memiliki rentang waktu

sangat terbatas. Jika dihitung dari proses diundangkannya' revisi Rancangan’

Undang—undang tentang Politik, maka pemilu tahuﬁ 1999 hanya

dipersiapkan kurang dari 5 bulan. Dari segi politis penyelenggaréan pemilu

1999 beradg di bawah tekanan politik yang sangat berat.
Hal yang menonjol dari ‘substansi undang—und_ang pemilu .tahun

1999 paling tidak ada lima aspek yékni :

1. Menyangkut penyelenggaraan pemilu dari pemilu yang dahulu
sepenuhnya diselenggarakan oléh pemerintah, berubah menj_gdi pemilu
yang diselenggarakan sepcnuhny_a oléh partai politik dengan melibatkan
unsur pemen'ﬂtah. Keterlii)atan'unsur pemeﬁntah sebatas pada aspek
dukungan administraﬁf dan pengelolaan anggaran serta sebagai

fasilitator menyangkut urusan teknis.
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2. Berkenaan dengan jumlah partai politik peserta pemiiihan umum, dari

tiga kontestan menjadi pemilihan umum multi partai.

3. Dihapusnya hak pilih bagi pegawai negeri sipil dan TNI yang ..

jumlahnya mencapai puluhan juta jiwa, serta netralitas aparat Hirokrasi
dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

4. Dibukanya partisipasi rakyat dan.lembaga swadaya masyarakat untuk
menjadi pemantau pemilihan umum secara bebas.

5. Kewenangan mutlak partai di tinékat pusat dalam pengajuan dan
penentuan calon mulai berk;frang, dengan diberikannya kewenangan
lébih besar kepada pimpinan partai di tingkat bawah. |

Berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya, pemilihan umum
tahun 19~99 diselenggarakan dengan paradigma baru, termasuk menyangkut
kelembagaan dan penyelenggaraan pemilu. Meskipun menggunakan nama
dan iﬁfr'a straktur yang hampir sama dengan lembaga pemilu sebelumnya,
lembaga penyelenggara pemilu 1999 sifatnya lebih mandiri dan terpisah dari
campur tangan pemerintah. Menurut ketentuan l?asal 8 ayat (1) Undang-
ﬁndang Nomor 3 Tahun 1‘9.99 tentang Pemilihan Umum : Pené;‘_xggur_lg
jawab pemilihan umum adalah presideﬁ. Meskipun demikian, lembaga yang
berwenang menyelenggarakan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum

(KPU) yang be;bas dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum terdiri atas unsur-

unsur partai politik peserta pemilu dan unsur pemerintah.

Pada dasarnya dapat dikategorikan pemilu 1999 diselenggarakan

oleh partai politik yang dibantu atau difasilitasi oleh pemerintah,
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sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 3

Tahun 1999 tentang Pémilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum

mempunyai tugas dan kewenangan yang meliputi :

a.

b.

Merencanakan dan mempersiapkan pelaksaﬁaan pemilihan umum.
Menerima, meneliti, dan menetapkén partai-partai politik yang berhak
sebagai peserta pemilihan umum.

Membentuk panitia pemilihan' Indonesia yang selanjutnya disebut PPl
dén mengkoordinasika:n kegiatan pemilihan wmum mulai dari tingkat
pusat sampai tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS.
Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk
sel:tiap daerah pemiliﬁan.

Menetapkéln"kes;elunlhan hasil pemilihan umum di semua daerah
pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.

Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil
pemilihan umum,

Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.

Dalam implementasinya, dua tugas dan -kéwer_langan tidak

dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu :

1.

Menerima, mencliti dan menctapkan partai-partai yang berhak sebagai
peserta pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum pada pemilu tahun

1999 terdiri atas wakil-wakil partai politik dan wakil pemerintah, pada

waktu pembentukan KPU dilakukan, sebeluﬁinya telah ada pengesahan

81



Partai Politik peserta pemilihan umum yang ciilakukan oleh Pemerintah

Cﬁ Departemen Dalam Negeri melalui Tim Sebelgs.

2. Menetapkan selﬁruh hasil pemilihan umum di semua daerah pcmil'ihan'
untuk DPR, Di’RD I dan DPRD II, karena proses ini mengalami
kebuntuan dan dalam .mekanisme peréidangan di KPU tidak mencapai
quorlim, maka penetapan hasil pemilihan umum diserahkan kepada
Pfesiden.

Dalam undang-undang pemilihan umum sudéh tegas disebutkan
bahwa Komisi Pemilihan Umum adélah penyelenggara pemilu yang bebas
dan mandiri, tetapi dengan komposisi keanggotaan KPU yang terdiri atas
unsur Partai Politik wakil- pemerintah, kebebasan dan kemandirian KPU
secara realistis sulit terpenuhi. Komisi Pemilihan Umum memang menjadi
bebas dari campur tangan pemerinfah, karena wakil pemerintah yang duduk
di KPU dikenal independen. Tetapi tidak bebas dari campur tangan
(kepentingan) Partai Politik. Untuk hiehjagé kemandirian KPU dari campur
tangan pemerintah, maka KPU 7m_t_3ngeluarkan Peratqraﬁ KPU- Nomor 2
Tahun 19_99Itcntang Tata Kelja Komisi Pemilihan Umum. Dalam Pasal 5
ditatapkan bahwa seluruh lembaga i)enyelenggara pemilihan umum beserta
perangkat pendukungnya sepc:lfti Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia
Pemlihan Daerah Tingkat I (PPD I) dan Panitia Pemlihan Daerah Tingkat Il |
(PPD II} sampai-tingkat paling bawah hanya bisa dipimpin oleh wakil Partai
Politik, sedangkan wakil pemerintah hanya boleh menenipati _posi‘si wakil

ketua.
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Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999
tentang Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (1), penyelenggaraan teknis
. operasional perhilihan umum dilaksanakan oleh Lembaga Panitia Pemilihan
| Indonesia (PPI). Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pemilihan

umum, PPI. mengikuti jadwal dan tahapan yang telah disusun dalam

peraturaﬁ KPU Nomor 11 Tahun 1999 tentang jadydal dan tahapan
Pemilihan Umurm. - |
Adapun tugas dan kewenangan PPI menurut UU Nomer 3 Tahuﬁ

1999 tentang Pemilihan Umum Pasal 15 yakni :

a. Membentuk seﬁa mengkoordinasikan  kegiatan Panitia
_Pemilihan Daerah Tingkat 1 yang selﬁnjutnya disebut PPD 1 di
seluruh Indonesia, |

b. Menetapkan nama-nama calon anggota DPR untuk seﬁép
daerah pemilihan,

c. ‘Melaksanakan Pemilihan Umum untuk pemilihan anggota
DPR, |

d. Menghitung suara hasil Pemilihan Umum untuk menentukan
anggota DPR.

'Kehendal-{- untuk mclakukaﬁ refo.rmasir melalui penyelenggaraan

pemilihan umum yang jujur, adil dan langsung, umum, bebas dan rahasia

' (jurdii dan 1uber) tampak tercermin dari tahapan paling awal dari ra‘ngkaian

penyeclenggaraan i)emilihan umum, Spirit untuk mengurangi keterlibatan '

aparat birokrasi tampak begitu menonjol. Indikatornya dapat dilihat dari
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pemilihan pimpinan DPD I yang dilaksanakan melalui pemungutan suara
dan berkembang secara demekratis,- sesuai dengan ketentuan undang-
undang. Ketua pada (;rganisasi penyelenggaraan pemilihan umum di semua
tingkatan diisi oleh unsur partai .poIitik,‘ sedangkan unsur pemerintah
menjadi salah satu wakil ketua.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999 menurut
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilithan Umum diakui asas
jujur dan adil (jurdil) dalam pemilihan umum, di samping asas langsung,
umum, bebas, rahasia (luber) yang sudah ada diakui scbelumnya. Menurut
penjelasan undané,-undang tersebut pengertian asas pemilihan umum yakni :

.jujur: Dl_alam pcnyelenggaraaﬁ pemilihan . umum;

‘penyelenggara/ pelaksana, pemerintaﬁ dan \Paﬁai

© politik Peserﬁ Pemilihan Umum, Pengawas dan
Pemantau Pemilihan Umum, termasuk pemilih, serta
semua pihal_c yang terlibat secara tidak langsung, harus
bersikap dan bertindak jujur sésﬁai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

Adil: Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap

“pemilih dan Partai Politik Peserta Pemilihan umum
' fnenfia_pat perlakuan yang sama, serta bebas dari

kecurangan pihak manapun.
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' Langsung: Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung

oo Umuoms

. Bebas:

Rahasia:

" memberikan suaranya sesuai kehendak hati nuraninya,

téuipa perantara.

Pada dasarnya semua wafga negara yang memenuhi
persyaratan minimal dalam usia; yaitu sudah berumur
17 (tujuh belas) tahun atau telab/pernah Kawin, berhak *
untuk memilih dalam pemilihan umum. Warga negara
vang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahuﬁ berhak
dipilih. Jadi, pemilihan® yang bersifat " amum
meilga;ndung Vmakna _menjamin késempatan yang
berlaku menyeluruh baéi semua warga negara yang
telah me.:rnenuhi persya.lratan tertentu  tanpa
diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin,.kedaerahan, dan
status sosial.

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas
,menentt_lka‘n pilihannya ténpa tekanan dan paksaan
dari siapapun. Di c/lalam melaksanakan haknya, setiap
warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat
memilih sesuai dengan kehendaR hati nurani dan |
kepentingannya.

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa

\,

pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun
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dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan
suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui
oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Azaz
rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah
keluar dari tempat pemungutan suara dan secara
sukarela beérsedia mengungkapkan pilihannya kepada
pihak manapun.

Istilah “jurdil” (ujur dan adil) .bukanlah istilahA baru dalam
perpolitikan Indonesia, semenjak pemilihan umurm tahun 1987 istilah ini
sudah sering dilontarkan oleh . pimpinan Partai Politik Persatuan

‘ Pembangunan (PPP} dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kedua partai
politik ini menuntut pencantuman asas jurdil dalam undang-undﬁng
pemilihan umum. Selain asas luber (langsung, vmum, beba$ dan rahasia), -
karena sgbagai peserta pemillu “non pemerintah”, mereka merasa mendapat
perlakuan tidak adil dari penyellenggara pemilu. Yang dimaksud
penyeiénggara pemilihan umum tidak lain adalah . aparat birokrasi.
Diskriminasi terhadap dua parpol itu dirasakan sejak tabap awal
penyelenggaraan pemilihan umum hingga tahép akhir. |

Pemilihan umum yang bebas dan adil menurut David Beetham dan
Kevin Boyle,™ mérupakan salah satu pilar dalam pirar;lﬁda birokrasi .

" Namun prinsip keadilan dalam proses pemilihan umum sering menghadapi

kendala oleh tiga pilar utama yaitu :

S8 Sayifullah Ma’sum, KPU & Kontroversi Pemilihan Umum 1999, Penerbit Pustaka Indonesia
Satu, Jakarta, 2001 hal 44,
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Keuntungan yang diberikan pada partai yémg berkuasa, karena duduk
dalam pemerintahan, sghingga baik secaraﬁla.ngsung atau tidak langsung
“orang—érang” dalam pemerintah;in dapat inemfa_silitasi paﬁai yang
berkuasa. Kecenderungan ini tidak akan pernah ;;epenuhhya bisa
dihilangkan.

Munculnya berbagai macam mal praktek oleh anggota-anggota dan
pendukung partm termasukl penyuapan, intimidasi pcni‘puan,
pencoblosan ganda dan sebagamya Hal-hal semacam ini hanya bisa
dihindari jika tersedia personil, baik yang duduk dalam kepanitiaan
~ pemilihan umum maupun aparat keamanan yang memadai.

Keuntungan yang diberikan oleh pemilikan kei(ayaan pribadi atau oleh
adanya é.kses terhadap para pedukuné kaya kepada calon-calon secara
personal maupun kepéda partai.

Tiga bentuk kendala yang menggangu keadilan dalam proses

~pemilihan umum dirésakan betul oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

dan Partai Demokrasi Indonesm (PDI) dalam pemlhhan umum selama orde

baru. N11a1 keruglan yang diderita oleh kedua parpol ini yang diakibatkan

oleh tindakan penyelenggara pemilu yang tldak jujur dan adil cukup

_ signifikan, meskipun jika asas jurdil diterapkan perolehan suara dari kedua

parpcf_l’i’ni mungkin tidak sampai bisa mengalahkan suara yang diperoleh

__ Goloﬁgan Karya (Golkar).

Usaha kedua partai politik ini tidak pernah berhasil dan nyaris

menjadi tuntutan absrud. Salah satu argumen yang disampaikan pehguasa
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dan golkar untuk ﬁematahkan tuntutan tersebut adalah tidak logis jika asas
. jurdil "dibandingkan dengan asas luber. Selain sudah dari dulu asas
pemilihan umum di Indonesia adalah luber, jurdil mt?rdpakan istilah yang
digunakan dalam konteks etik dan tidak bisa ditetapkan tolok ukurnya.
-Berbedé élengan luber yang merupakan kata sifat yang bisa diidentiﬁka;ikan
dan dibuat tolok ukurnya. Jurdil merupakan sesuatu yang melekat_ pada
perilaku orang, sehingga tidak perlu dicantumkaﬂ secara eksplisit sebagai
asas pemilihan uml:xm. ‘

Alasan penolakan seperti itu meﬁmg terkesaﬁ mengada-ada dan
diplomatis. Yang térjadi sesungguhnya jika asas jurdil diterapkan, maka
akan melahirkan implikasi dan konsekuensi logis dari | penyelengpgaraan
pemilihan _umum."Impli_kasi paling langsung adalah keharusan pemilihan
umum dilaksanakan secara fair disertai sikap netral dan perlakuan tidak
diskriminatif dari aparat perﬁérintah selaku penyelenggara pemilihan umum,
suatu kondisi yang waktu itu agak mustahil unn:lk dilepaskan.

Karena itu salah satu arus bes‘ar ﬁmtutan rakyafeyang mehgiringi
rencana penyelenggaraan pemilihan umum yang dipercepat pada tahun 1999
éda]ah diterapkannya asas. jurdil dalam undang-undang pemilihan umum,
selain asas luber yang sudah menjadi paten. Berbeda déngan era sebelumnya
- tidak ada satupun kekuatan yang berani atau bisa membendung tuntutan
dihasukkanhya asas jurdil dalam pemilihan umum. Untuk menunjukkan
bahwa tuntutan jurdil itu tidak hanya sekedar retorika atau sekedar main-

main maka hadir ratusan lembaga pemantau pemilihan umum independen.
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Salah satu tugasnya adalail mengawasi sejauh mana aparatur negara dan
para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum benar-
benar bersikap jujur dan adil.

Salah satu catatan yang sering mengiringi pelaksanaan pemilihan
umum di negara-negara berkembang adalah ‘tindak kecurangaﬁ yang
dilakukan partai yang sclzdang berkuasa. Kecurangan sering terjadi, - selain
‘disebabkan  kencenderungan pihak partai yang ' berkuasa untuk
mempertéhankan posisi dengan segala cara, juga disebabkan léemahnya
pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Demikian juga.d]engan
pemilihan umum di Indonesia. Kecenderungan pemilﬁ telah demikian
canggih dan menjadi fenomena rutin selama pemilu di era orde baru. Nyaris
tida'k. mungkin untuk diprotes dan ditindak lanjuti secara hukum, karena
mekanisme dan ‘perangké.t hukum yang ada dirasakan kurang memadai.
‘Keouali pers yang bersikap setengah hati dalam melakukan pengawasan atas
berbagai i}élanggaran pemilihan umum, hanya sedikit lembaga yang berani
tampil melakukan kegiatan pengawasan. |

Untuk mengeliminasikan kecurangan dalam pemilihan umum tahun
'1999 dibuka keran yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi
mengawasi jalannya pemilihan umum serta lembaga-lembaga swa&ayé
masyarakat untuk memantau Jalannya Pemilihan Umum (Perﬁilu).

Porsi dan posisi Pengawas dan Pemantau peﬁlilu yakni :
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Panitia Pengawas Pemilu ditetapkan oleh Mahkamah Agung,

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan anggota yang terdiri

dari hakim, perguruan tinggi dan masyarakat.

Tugas kewajiban i)engawas pemiliﬁan umum (Pasal 26 UU No 3 tahun

1999) |

a. mengawasi semua tahapan penyelenggéraan Ibemillihan, ﬁmum,

b. mc‘nyeles.aikan‘ sangketa atas persel’isihaﬁ yang timbul dalam .
penye]enggaraz;.n pemilu;

¢.  menindak lanjuti temuan, sangketa dan perselisihan yang tidak
dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak
hukum.

Lembaga—lembaga Pemantau Pemilu (dalam negeri maupun luar ncgeri)

dapat melakukan pemantaljah terhadap penyelenggaraan pemilu dengan

mendaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum.

D. Tindak Pidana Pemilu dan Sistem Peradilan Pidana

1.

Tindak Pidana Pemilu

Pembicaraan tentang Tindak Pidana Pemilihan umum tidak dapat
dilepaskan dari pembiéaraénn tentang Tindak Pidana. Menurut Satochid
Kartanegara, Tindak Pidana atau Starfbaar Feit yakni perbuétan yang

dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman.> Begitu

#® Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah. Bagian Satu Balai Lektur
Maha51swa tanpa tahun halaman 74,
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juga Moelyatno membenkan arti bahwa Perbuatan Pidana adalah
perbuaten yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidan;x tertentu, bagi barangsiapa
melanggar larangan tersebut. Istilah Tindak Pidana ini juga digunakan
dengan berl;agai istilah,®! seperti Tirtaamidjaja menggunakan istilah
Pelanggaran Pidana, Karni dengag perbuatan y;lhg dapat dihukum.
Istilah yang banyak digunakan hingga saat ini yakni Tindak Pidana.
Menurut Moelyatno bahwa 62

‘Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam
pidana asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan
ditujukan kepada perbuatannya (yaitu suatu keadaan atau
kejadian yang ditimbulkan oleh suatu kelakuan: orang),
sedangkan ancaman pidana yang difujukan orang vyang
menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman
pidana ada hubungan yang erat, oleh kareéna antara kejadian
dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat.
pula. Satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak
dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang -
tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang
ditimbulkan olehnya. Justru untuk menyatakan hubungan erat
itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu
pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan
konkrit; pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua
adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu”.

Moelyatno memakai istilah perbuatan pidana, di mana beliau
_memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana,

nampaknya beliau mengikuti pandangan dualistis. Pandangan dualistis

berpendapat bahwa sescorang yang melakukan tindak pidana sama

Moelyatno Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983 halaman 54

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1983. halaman 25 ‘

opmt halaman 5
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* sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana, karena ‘masih "harus

' disertai syarat pertanggung.jawaban pidana yang harus ada pada orang

yang berbuat. . Sedang yang tidak memisahkan disebut pandangan.

_ monistis, di mana seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat

dipidana.®® Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana”, karena

istilah tersebut meliputi perbuatan (handelingen atau doen, positif) atau
melalicukan (verzium atau naleten, negatif) maupun‘akibatnya. Begitu
juga Satochid Kgrté.negara, memakai istilah tindak pidana karena _tindak
(tindakan) mencakup pengertian melakukan, berbuat (actieve
handeling) dan atan pengértian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak
melakukan suatu perbuatan (pasieve handeling). Dalam perumusan
tersebut harus pula tercakup semua unsur dan delik (tindak pidana), atas
daéar mana dapat dipidanya peiaku vang telah meﬁenuhi unsur-unsur
tersebut. 5 Penu]ié lebih cenderung memakai istilah tindak pidana dalam
penelitian ini karena dalam perundang-undangan kita saat ini banyak
memakai istilah tindak pidana. (KUHP, Konsep KUHP, Tindak Pidana
Korupsi, Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Narkotika dan

sebagainya).

Lebih lanjut Moelyatno mengatakan Bahwa

“Dan perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai
perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena

bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam -

1]

“* Socdarto, Hukum Pidana.I; Semarang, FII - Undip, hal 45 ‘
EY. Kanter dan Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Jakarta : alumni —

AHM PTIHM, halaman 209

92



pergaulan masyarakat dan cita-cita masyarakat itu”. Maka perbuatan
pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formal yaitu mencocoki
rumusan undang-undang {tatbestand maszgheit) dan unsur material,
yailu  sifat bertehlangan dengan cita—cilé. mengenai pergaulap
‘masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan  hukum
(rechiswidrsteit), tidak kurang atau tidak lebih dari itu.
Tresna, mengemukakan bahwa peristiwa pidana yaitu : suatu rangkaian
perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau
peraturan lainnya, tindakan atau perbuatan manz diadakan tir;dakan
penghukuman” |
Di dalam hukum pidana dikenal asas Nuilum Delictum nulla poena sz;né
Apraevz'a lege ﬁbenali yang artinya : “Tiada delik, tiada hukuman tanpa
suatu peraturan yang teriel_)ih_ dahulu menyebut perbuatan yang -

. bersangkutan sebagai suatu delik aan yang memuat suatu hukﬁman
yang dapat dijauhkan atas delik itu”. Asas i‘ni dimuat dalam Pasal 1 ayat
(1) KUHP : “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan
kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.%® |
Dengan asas ini diperoleh suatu kepastian hukum, ‘bahwa seseorang
d.apat dipidana bilamana dapat dinyatakan salah (telah melakukan
tindak pidana) dan telah ada atutannya terlebih dahulu. .

-Sejalan deng%m itu Moelyatno mengatakan tindak pidana -ini I;.iranya _

dapat disamakan deaganistilah ngpeis “criminal oct

M. Soedarto, op cit ha! 22. Jika diperinci Pasal 1 ayat (1) berisi dua hal yaitu : a. Suatu tindak
P'f]a,'“‘ harus dirumskan/discbutkan dalam peraturan undang-undang, b. Peraturan undang-undang
i harus ada sebelum terjadinya tidak pidana.
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Pertama, karena criminal act juga berarti kelak__t}an dan akibat, atau

F
S
o
2
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t

dengan kata lain perkatdan akibat dari suatu kelakvan yang dilarang

popris

o ~ oleh htikum. Kedua, karena criminal act juga dipisahkan dari

| ‘pertanggung jawaban pidana yang dinamakan criminal liability atau
responsibility. Untuk adanya criminal liability (untuk dapat dipidananya
éeseorangj selain melakukan. criminal act, orang itu harus mempunyai
kesalahan, -
Pendapat ini ditkuti oleh tim Penterjemah KUHP BPHN Departemen
Kehakiman, yang menyalakan bahwa meskipun dipergunakan istilah
tindak pidana (actus reus), harus dibedakan dan dipiséhkan dari
pertanggung jawaban pidana.®
Untuk sesuatu perbuatan dapat diklatakan sebagai  perbuatan yang
dilaranf;f,, merupakan tugas pemerintah dan pémbuaf undang-undang.%’

. Namun tidak berarti semua perbuatan yang melawan hukum atau
bersifat merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana dan
dapat diberi sanksi pidana. Atau ‘ﬁanya perbuatan-perbuatan yang
menir;lbulkgn kemgian yang besar saja yang dijadikan tindak pidana.®®
Penentuan ini harus dilakukan dengan bijaksana, selain disesuaikan
dengan perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat, juga

dipengaruhi oleh pandangan apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu

% sofyan Sastrawijaya, Hukum Pidana, Penerbit Armico, Bandung, 1995 hal '114. Pengertian
yang diberikan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional adalah : Perbuatan melakukan atau
tidak dilakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan
yang dilarang dan diancam dengan pidana. ‘
- Soedarto, op cit hal 42 ) .

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Penerbit Bina Aksara,
Jakarta, 1983 halaman 13 '
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merupakan jalan utama untuk mencegah dilanggarnya lara'ngan
tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, maka setiap kitab m}dang—'undang ﬁukum

pidana memuat dua hal pokok yaitu, pgrtama mefnuz}t pelukisan dari
perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat
syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pe_ngadilan.
menjatuhkan pidana.

Jadf, seolah-olah_negara menyatakan dan siapa yang dapat‘dipidana,
kedua, menetapkan dan mengumumkan lreaksi apa yang akan diterima
oleh orang yang melakukan perbuatan yang‘dila;ang itu. Menganai hal
ini Muladi,”” mengemukakan bahwa dalam konteks hukum pidana
materiil, permasalahan akan berkisar pada tiga permésalahan pokok
hukum pidana yakni per;xmusan pgrbpatan yang dilarang
(kriminalisasi),  pertanggung jawaban pidana (kesalahan) dan sanksi

yang diancamkan baik pidana maupun tindakan. Sebagai konsekuensi

* diakuinya asas legalitas ini, maka menurut Moelyatno dibutuhkan

adanya hal sebagai berikut :"°

1. Tidak adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan.pidana
kalau hal itu teriébih dahulu belinﬂ dinyatakan dalam suatu aturan
perundang-undangan.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan

analogi (kiyas).

[

Muladi, Kapita Sclekta sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

7Se:marang, 1995, halaman hal 16 ‘ '
® Moelyatno, op cit hal 25
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3. Atur;n-aturan hukum pidal;é tidak berlaku surut.

Dilihat dri suduf dogmatis-normatif, memang materi substantif
atau masalah dari hukum pidana terletak pada masalah mengenai : a)
perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, b) syarat apa yang seharusnya
diﬁenuhi untuk | mefnpermiilt;alahkan/mempcrtanggﬁngjawabkan

seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan; ) sanksi (pidana) apa

* yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Ketiga istilah (1) masalah

“tindak pidana” (2) masalah‘ “kesalahan” dan (35. masalah pidana’’

‘indak pidana atau pefl;uatan pidana menurut Moelyatno
adanya (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam undang-
undang, (3) bersifat melawan hukum sehingga “perbuatan.pidana”
adalah perbuatan yang diancam dengan pidana dan dapat dimintai
pertanggung jawaban secara hukum (pidana). Menurut- Soedarto, unsur-
unsur tindak pidana yakm (1) perbuatan dalam arfi luas dari manusia
(aktif atau membiarkan); (2) sifat melawan hukum "(baik bersifat
obyektif maupun yang subyektif); (3) dapat dipertanggung jawabkan
kepada seseorang; (4) diancam dengan pidana.

Adapun tindak pidana menurut sistematik KUHP saat ini

dibagi atas kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overiredingen),

meskipun dalam KUHP sendiri tidak ada pasal satupun yang
memberikan pengertian/definisi tentang kejahatan. Namun demikian

pengertian kejahatan dan | pelanggaran dapat diketemukan dalam

7! Barda Nawawi, Beberapa Aspek... op cit hal 16
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Mem’brie"'va'xi"‘“Toelichtling MvT) yangimenjrétakan bahwa _kejéhai:an"'
adalah rechisdelicten yaitu perbuatan«peil;uatan yang meskipm tidak
ditentuican dalarr; undéng-undang. Sebagai perbuatan pidana, telah

* “dirasakan onrecht sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata
hukum. Sedangkan pelanggaran adalah wetsdelicten yaitu perbuatan-
perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah
ada wet yang menentukan demikian.”

Di samping itu ada pembedaan lain antara kejahatan dan
pelanggaran menurut Gewin yaitu criminal onrecht (kejahatén) adalah
perbuatan-perbuatan yang melanggar peri keadilan tuban serta undang-
undangNya. Sedangkan politie onrecht (pelanggaran);;__ adalah
perbuatan-perbuatan yang melanggar ketertiban umum yang dla‘i‘dl‘ oleh
pemeri”ntah. Di samping itu ada pendapat Oreutzzberg,” yang
membedakan crimineel onrecht adalah perbuatan yang menentang
hukufn pada‘umumnya. Sedangkan politie onrecht adalah pelanggaran
terhadap larangan atau keharusan yang ditentukan oleh .negara untu&
kepentingan masyarakat. Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan
sebagai kejahatan perlu ditetapkan sebagai ‘demikian oleh penguasd dan
dapat dikenakan sanksi pidana (punisble). Penetapan &apat dikenakan
sesuatu perbuatan sanksi pidana, yang berarti pulé ;secara implisit
merupakan penetapan perbuatan-itu sebagai kejahatan dilakukan oleh

penguasa.

™ Moelyatno, op cit hal 71
™ Satochid, op cit hal 111
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- Pengertian - kejahatan  dapat - dilihat sccara yuri&is dan
:sosio‘logis.M Sceara 'yuridis bahwa kejahata;l adalah perbuatan yang
" bertentangan de;lgan méral kemanusiaan (immoril), merugikan
-masyarakat (anti sosial) ya;ng telah dirumuskan dan ditentukan dalam
pérundang-undangan pidana. |
| Sedangkan pengertian secara sosiologis bahwa kejahatan juga
meliputi segala tingkah laku manusia, .walaupun tidak atau belum®™
diteniukan undang-undang. Pada hakekatnya oleh warga masyarakat
dirasakan dan ditafSirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang
.860;11’8. ekonomis, maupun psiko_logis menyeraﬁg' atau merugikan
masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam keﬁidupan :bersama.
Dalam kamus hukum yang ditmaksud kejahatan adalah tindak idana
yang térgolong berat, lebih berat dari pela.nggarzﬁa.75 ‘Kejahatan
p'ertama-pertama | adalah suétu konsep yuridis tingkéh laku manusia
yang dapat 'dihukﬁm berdasarkan hukum pidaha. Kejahatan juga bukan -
hanya suatu gejala hukum.’ | o .
Dengan mengutip Saparinah Sadli, Barda Nawawi Arief 7’
mengemukakan bahwa kejahatan atau tindak kﬁminal merupakan salah
sate bentuk dari perilaku menyimpang yang seialu ada dan melekat

pada setiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang - itu merupakan

™ Soesilo, Kriminologi, Penerbit Politea, Bogor, 1985, halaman 11

» 1.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika,
Jakarta, 2000, hal 81 ’ , -

7'6 Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Kriminologi, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1984, hal 31
7 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan
Pidana Penjara,Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, halaman 11
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- --suatu. ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma sosial yang ..

mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Dapat menimbulka.:}
ketegaﬁgan individual maﬁpun ketegangan-ketegangan sosial, dan
merupakan ancamﬁn- riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban ’
sosial. Dengah demikian kejahatan selain masalah kemanusiaan juga
merupakan masalah sqsial. Hal iﬁi menunjukkan bal}Wa kejahatan itu
terjadi dan tumbuh berkembang dalam lingkunggn kehidupan manusia.

Menurut Gerson W Bawéngan,"’8 ada tiga pengertian kejahatan menurut

benggunaannya masing-masing yaitu :

1. Peng@rtian praktis, kajahatan dalam pengertian ini adalah suatu
penéertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma
keégamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat
istiadat yang mendapatkan reaksi baik bérupa hukuman maupun
pengucilan.

2. 'lPengertian secara religius, kejahé.tan ini mengidentikkan arti
kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman
api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

3. Pengertian’ secara»‘yuridis, kejahatan dalam arti ini dapat-dilihat
fnisalnya dalam KUHP hanyalah setiap perbuatan .yang
bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku ke. 11, itglah yang
disebut kejahatan. Selain KUHP dapat pula dijumpai hukum pida.na

khusus yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

7 Gerson W. Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminil, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarrta,

1991, hal 57
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Berbagai faktor yang dapat menimbulkan suatu tindak

perbuatan yang tergolong sebagai kejahatan seperti misalnya karena

faktor keluarga, i)endidikan, sosial ekonomi, lingkungan pergaulan

maupun

/

tempat tinggal. Pada umumnya seseorang atau kelompok orang

melakukan kejahatan karena adanya faktor-faktor antara lain sebagai

berikut :

Niat atau kehendak yang timbul karena pengéruh endogen atau .

dari keadaan pribadi seseorang seperti cacat mental, cacat fisik

“dan atau pengaruh exsogen atau dari luar pribadi seseorang

éepe_rt‘i pendidikan, pergaulan, | keluarga, sosial
ekonomi,lingkungan di mana seséorang berada.

Kesempatan yang timbul dari pengaruh keadaan pribadi
sescorang  (endogen) misainya mental disorder, kadar
emosional tinggi, rasa superioritas yang berlebihan, tekanan-
tekanan psikologis dan pengaruh dari lﬁar, diri atau exogen

seperti tekanan kehidupan; pendidikan yang kurang memadai, -

| lemahnya kontrol sosial masyarakat.

Niat dan kesempatan tersebut terjalin menjadi kesatuan yang

utuh, yang satu sama lain saling menunjang, saling mendukung dan

fidak terpisah, karena tidak mungkin dilakukan kejahatan jika tidak ada

salah satu faktor tersebut.
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J.E. Sahetapy berpendapat bahwa 2 ,‘"berbicara' mengenai kejahatan dan
penjahat, saya berkesimpulan bahwa kejahatan mengandung konotasi h
tertentu. _Mer'upal.(an suatu. pengertian dan penamaan yang relatif
mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan
atau tingkah lakﬁ (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian
mayc;ritas atau minoritas masyarakat. Sebégai suatu perbuatan anti
sosial, suatu perkosaan terhadap nilai-nilai éosial dan atau perasaan
hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu”.
Lebih lanjut dinyatakan bahwa kejahatan merupakan perkosaan atas
norma hukum yang disimpangi, dan ada perasaan masyarakat yang .
disakiti sehingga hukum tidak dijadikan sebagai pedoman berperilaku
dan berinteraksi sosial.

Berhub;mgan dengan pemilihan umum, maka tindak pidana pemilihan
umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma
yang berhubungan dengan perﬁiliha.n umum batk yang terdgpat dalam
KUHP maupun undang-undang pemilu itu sendiri. Meskipun demikian,
tindak pidana pemilihan umum bukan merupakan tindak pidana khusus,
tetapi tidak pidana umum.®® Di dalam KUHP terdapat ketentuan pidana
yang diatur cialam ng V buku Ke dua mengenai Kejahatan \'Ftp'rhadap
Pelaksanaan Kewajiban dlan Hak Kenegaraan, yang ada hubu;l;r;annya
dengan suatu Peﬁﬁlihan Umum yang diadakan berdasarkan undang-

undang. Ketentuan Pidana dalam KUHP yakni Pasal 148, Pasal 149,

7?) JE Sahetapy, Kapita Selekta Kriminologi, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, halaman 19 ‘
Sintong Silaban, Tindak Pidana Pemilu, Suatu tinjauan dalam Rangka Mewujudkan
Pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1992, halaman 49

101



B i’a,sal 150, Pasal 151 dan Pasal 152. begitu juga dalam Undang-undang =~
‘Nomor 3 Tahuni 1999 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 72, Pasal
73, Pasal 74, da£1 Pasal 75. Perbedaannya dalam' kuaﬁtitas ancaman
pidana, pada umumnya ancaman pidana dalam ®dmg3mdﬁﬁg

- pemilihan umum jauh lebih berat daripada yang ditetapkan dalam .‘
KUHP. Dengan kata lain, dalam kedua ketentué.n itu perbedaannya
hanya meliputi cakupan pengaturan, redaksi dan - .anca'man
hukumannya.®!
Kalau dilihat i)erbandingan antara ketentuan pidana pemilu dalam
mdang—mdang pémilu dan tindak pidana pemilu dalam KUHP yang
mengatur perbuatan yang sama, ancaman pidana jauh berbeda.
Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu dalam undang-

undang pemilu jauh lebih berat.

2. Sistexﬁ Peradilan Pidana
Proses penegakén hukum merupakan rangkaian kerja dari
beberapa subsistem yang  mendukung terwujudnya sistern penegakan
hukum secara keseluruhaﬁ. Pengertian siétem membawa makna adanya
suatu pendekafan yang sistemik, yang berarti menuntut keterpa&uan

~ dalam gerak dan langkah masing-masing sub sistem ke arah tercapainya

tujuan bersama.

%1 op cit halaman 54
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‘Metode yang paling tepat digunakan untuk memahami sesuatu

secara sistemik demikian adalah pendekatan, teori atau metodologi
sistem. Pendeka;tan sistem  ini memiliki kemampu;m untuk
menggambarkan keutuhan karakteﬁéﬁk suatu obyék, serta lelbih mudah
untuk menganalisanya. Penckanan adalah pada fakto'r.keberhilbungan '
suatu obyek secara internal dan eksternal.

Dengan menggunakan feori sistem atau ‘keseluruhan
(“whole;s”), -fcita dapat mempelajari sesuatu yang bagian-bagiannya
tidak dapat dipisahl;an, dan apabila dipaksakan pemisahannya akan
mengakibatkén lenyapnya makna masing-masing bagian yang
dipisahkan itu. Bertalanffy mendefinisikan sistem sbagai “a complex of
elements in mutual interactions”. Olah Anatol Rapf;ort dipert‘@g:as lagi

" dengan menyatakan bahwa 82 «whole which functions as a wfi‘c!e by
virtue of the interdepéndence of its parts is called a system’.

Dengan perkataan lé.in, pendekatan sistem adalah pendekatan
yang mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai
suatu kesatuan dan saling berhﬁbungan (interrelasi) serta saling‘i';
mempengaruhi satu sama‘ lain. Formulasi dasar atau ciri dari suﬁtu
kesatuan (sistcmj itu adalah:®
a. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalém

.
o', '

satu kesatuan interakasi (proses);

# D.C Phillips, Holistic in social Science, Stanford University Press, California, 1988, halaman
60 : :

¥ Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, Hukum sebagai Smatu Sistem, Penerbit PT Remaja
Rosdakarya, Bandung, 1992 hal 43 - 44 ' '
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b. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang
- satu sama lain saling bergantung (interdependence of its barts);

¢c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan

- yaﬁg lebih besar, yang¢meliputi keseluruhan elemen pembentuknya
itu (the whole is more than the sum of its parts);

d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya
(the whole determines the nature of its parts).

e. Bagian dari keseluruban itu tidak dapat ‘dipahami jika' ia
dipisahkan, atau dipéhami secara terpisah dari keseluruhan itu (the
parts cannot be understood if considered 'z'n isolation from _the
whole). |

f. | Bagian-bagian ita bergerak secara dinamis secara mandiri atau
secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem itu.

| Proses ijenegakan hukum yang pada dasarnya adalah proses |
menegakkan sistem hukum, penggunaan metodé atau pendekaj;ag sistem
merupakan  alternatif pilihan yang dirasa paling ‘memadai.

Terkanduhgnya berbagai faktor atau bagian dalam pengertian sistem

membawa pemahamén bahwa peradilan pidana itu merupakan proses

bekerjanya b'eberz;pa bagian lembaga penegak hukum. Dalam\ proscs
penegakan hﬁkum, unsur-unsur tersebut meliputi kepolisian, kejiiksaan,

pengadilan dan lembaga pe‘mas.w,rarakatan.34 Proses yang berlangsung

secara berurutan dan berkesinambungan itu berada dalam sistem,

* ® Romli Atmasasmita, op cit hal 39
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sehihgga masing-masing lembaga merupakan sub sisterp yang saling
bcrhuburigan dan terkait satu samé lain.

Menurut Remington dan Ohlin, * bahwa scrimina justice
system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap

mekanisme administrasi peradilan pidana., dan peradilan pidana sebagai

\

suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-
undangan, praktek ad.mini\strasi dan sikap atau tingkah laku sosial.
Pengertian sistem ini sendiri mengandung implikasi suatu proses -
interaksi yang dipefsiapkan secara rasional dengan cara eﬁsien untuk
memberikan hasil tertentu do::zngan‘ segala keterbatasannya.

.Sedangkan Mardjono Reksodiputro86 memberikan * batasan
yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana itu ‘sebagai “sistem
pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga—lembaga kepolisian, .
kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana”. Oleh Ali Said,
khusus  untuk Indon_esia ingin ditambahkan dengan lembaga :

“masyarakat” dan “penasihat hukum” sebagai bagian dari unsur-unsur

sistem tersebut.’

e = R S Y

Dengan demikian, dapatlah dilibat bahwa Iembaga-lembaga

e e

yang berada dalam sistem peradilan pidana itu bergerak dalam lingkup

tugas yang berbeda meskipun tujuan akhirnya sama yakni penegakan

e P T

¥ ~op cit hal 14 ‘

" Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana di Indoncsin (Melihat kepada Kejahatan
dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi) Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan guru
Besar tetap pada limu Hukum FH UI, 1993 halaman 1

7 Ali Said, “Adress of The Minister of Justice of The Republic of Indonesia Before The UNAFEI

Sminar on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders”, Kekynote Adress, Jakarta, 13
Januari 1984, halaman 6
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hukﬁn secara keseluruhan. Lingkup tugas itu adalah penyidikan,
penuntutan, pemidanaan dan pelaksanaap/eksekusi pidana. Sistem
peradilan pidana itulah yailg menjadi pérhatian atau porsi terbesar dari
pemahaman banyak orang mengenai pengertian Ikekuasaanukehakiman

selama ini.

A

Paling tidak sistem penyelenggaraan pidana atau system of
adminisr'};ation of criminal justice system itu menyangkut 3 hal pokok
yaitu : siapa yang melakukan (subyek), apa yang dilakukan (bidang atau
kompetenéi) dan bagaimana ‘cara melakukannja | (proses atau
mekanisme). ~ Pelaksanaan ketigé hal tersebut akan sangat
mempengaruhi tingkat kebefhasilaﬁnya. |

Suatil sistem yang dimaksud sebagai satuan yang lebih besar
yang n\ieliputi beberapa unsur di ;Ialamn}'ya, jelas menghendaki adanya
jalinaq kebersamaan, keserasién dan keterpaduan. Menurut Muladi,®®
dalam istilah sistem seharusnya terkandung keterpaduan (integration) di

samping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas

dari sistem, proses, sistem kontrol yang efektif dan sebagainya.
Dengan demikian pendekatan keterpaduan (“integrated
approach”) karena keberhasilannya dalam pe;ngungkapan perkara yang
tinggi (“higﬁ clearance rate™) di kepolisian dan angka penghukuman
A yang tiﬁggi (“high conviction rc;te.) di pengadilan. Keterpaduan sistem

peradilan pidana di Jepang itu diibaratkan sebagai “a chain of gears,

% Muladi, op cithal 1
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and each of them should be precise and tenacious in maintaining good

- combination with each other”. Muladi mengemukakan bahwa makna

integreted criminal justice system adalah sinkronisasi struktural, -

substansial dan kultural. Segala sesuatu yang dinamakan sistem akan

selalu mengandung karakteristik terpadu, dengan indikator-indikator =

b.

Berorientasi pada fujuan (purposive behavior)

Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya

(wholism)

Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar
(openness) ' )

Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai
tertentu (fransformation)

Antar bagian sistem harus C(;COR satu sama lain (interrelatedness)
Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara
terpadu (control mechanism).

Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tersebut tidak

berjalan, maka terdapat 3 kerugian yang diperkirakan terjadi :*°

a,

Kesukaran dalam menilai sendiri keberhas.ilan atau kegagalan
masing-masing instansi, schubungan dengan tugas mereka
bersama;

Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah—masalah pokok
masing-masing instansi (sébagai sub sistem dari sistem peradilan

pidana);

) 89 Mardjono Reksodiputro, op cit hal 85
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¢. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang

jelas, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas
- . \‘
menyeluruh dari sistern peradilan pidana. D

By

. Ketiadaan atau kurangnya keterpaduan dalam penyelenggaraan
sistem peradilan l;idana iftu akan terukur atau paling tidak. terlihat dart
angka kejahatan yang tidak menurun dan dilakukan oleh pelakunya
‘secara berulang. Setiap unsur tindak atau kurang memperhitungkai}!
unsur-unsur lainnya, sehingga hubungan yang timbul tidaklah
fungsional. Hal ini berarti, terdapat fragmentasi dan ketidak efektipan

" dalam sistem tersebut. Fragmenﬁsi yang bersifat mutlak pada suatu
sistem akan mengurangi fleksibilitas sis’tern,. dan _ pada gil‘ixlannya
bahkan akan menjadikan sistem tersebut sarana keseluruhan
disfungsional. %

Indoneéia mehganut sistem peradilan 'pidana Sfang dinarﬁakan
sistem peradilan pidana terpadu. Dalam keterpaduan sistem peradilan
pidana éébagaifnarl;a dimaksud, masing-masing kewenangan- atau
‘lembaganya tetap memiliki otoritas, manajemen dan kebijakan sendiri-
sendiri yarig diwujudkan dalam masing-masing perundangan yang
berbeda. Dalam kedudukah demikian, tidak ada penegasan unsur atau
badan mana yang beﬂindak sebgai pucuk pimpinan dari keseluruhannya
atau fop rﬁaﬁager/leader, sehingga yang ditonjolkan adalah kesétaraaﬁ

dan kesejajaran dari tiap unsur.

% Muladi, op cit hal 120
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Kesetaréan tiap unsur dalam sistem peradilan pidana di

Indonesia itu, paling tidak terlihat dalam sistem dengan pembentukan

Forum Makehjapol (Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan dan
Kepolisian). Konsep awall pembentukan forum ini adalah konsultasi dan
koordinasi dari sétiap unsur, yang bertujuan untuk menyusun landasan-
landasan hukum yang memungkinkan pelaksanaan proses peradilan
yang terpadu.

Dalam perkembangannjfa, kesetaraan &ang terlihat daiam
wujud forum tersebut menimbulkan pro dan kontra karena dianggap
dapat menciptakan kolusi dalam penanga.ﬁan perkara-perkara tertentu.
Lebih dari itu, forum Makehjapol telah ﬁemposisikm Mahkaméh
A;g;ung yang merupakan lembaga tinggi negalra dalam kedudukan yang
tidak sebagaimana mestinya. |

Sistem peradilan pidana Indonesia, yang berlandaskan
Undang-undang Nomor § Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana memiliki 10 asas®

, namun dalam prakteknya
kesepuluh asas tersebut sudah dikikis | secara sistematis dan
berkesinambungan. Sehi_nggga. yang tampak saat ini hanyalah retorika
mengenai asas-asas bukan lagi realita dari asas-asas tersebut.””
Penilaian yang hampir sama terha&ap sistém peradilan pidana

di Indonesia juga pernah diberikan atas laporan MR P. Koojimans

(Sp_ecial Repporteur yang ditunjuk oleh Commission on Humc‘z\n\ﬁights)

*! lihat Penjelasan Atas UU NO 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undahg—undang Hukum Acara

Pidana

* Romli Atmasasmita, op cit hal 41
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” sehubungan tﬁﬁﬁhﬁhkérjédinya ﬁelahggaréh hak-hak asasi manusia.”

Dari kesembilan butir penilaian tersebut, dalam sistem peradilan pidana,
penegasan pembagian kewenangan  atau lingkup tugas maupun

e

konsistensi dan sinkronisasi antar peraturan yang ada.

Kenyataan tersebut paling tidak telah menggambarkan bahwa
pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia tidak berj;';tlan baik, sehingga
fnénimbulkan banyak permasalahan dalam aspek penegakan hukum
dalam masyarakat. Secara mendasar, Mardiono Reksodiputro
mengemukakan lima hél yang harus dibenahi dalam pelaksanaan sistem
peradilan pidana (SPP) di Indonesia :

a}) Dalam hal keterpaduan, seharusnya setiap personil dalam SPP
memahami bahwa SPP adalah sebagai bejana berhubungan yang '
terdiri dari tabung-tabung yang saling berhubungan, apabila ada
sedikit tinta yang mencemari satu tabung maka tabung yang lain )
akan tercemar pula;

b) Pentingnya setiap unsur dalam SPP melakukan kerjasama dalam
mencapal fujuan bersama; ‘

) Adanya ketidak percayaan dalam masyarakat terhadap SPP;

d) Mengenai bentuk SPP yang selama ini didominasi oleh pengadilan
(hakim); "

¢) Terkotak-kotak SPP karena tidak adanya yang mengawasi. |

Inti dari evaluasi pelaksanaan sistem peradilan pidana di
Indonesia selama ini adalah ketidakpaduan antar sub sistem yang ada.
Meski masing-masing tetap menjalankan peran dan fungsinya. Namun

tidak adanya pemahaman, yang menyeluruh sebagaimana-inti dasér dari

5"3'Muladi, op cit hal 37 .
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" -pendekatan sistem, menyebabkan mekanisme dan hasilnya | juga tidak -
maksimal. | |
Kejahatar dan tingkah laku kriminal, meskipun dalam banyak -
hal bérs_ifat sosiologis dan .p;si'kologis, banyak dipengaruhi juga oleh
kerangka kelembagaan yang di dalamnya diatur sistem peradilan
pidéna. Salah satu fal‘<tor mendasar yang menghz;llangi efektivitas sistem
peradilan pidana adalah ketidakteraturan (disarray) di dalam sistem
pefadilan pidana, yakni polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga
pemasyarakatan, terlihat bekerja di dalam kotak mereka sendiri, jika |
tidak, konflik satu sama lain.**

Akibatnya pertanggungjéwaban untuk efektivitas  sistem
peradilan pidana begitu lemahnya pada para pejabat dalam masing- -
msing i{omponen atau keseluruhan hasil dari sistem peradilan pidana.
Terlebih lagi sering terjadi kurangnya usaha dari pejabat yang ada
dalam‘ tiap komponen untuk melakﬁkan tindakan -dalam rangka
keberhasilan sistem peradiian pidana secara menyeluruh. Pertanggung
jawa;oan lebih bersifat kolompok.

Mungkin saja masing-masing komponen tersebut secara -

' individuil ataipun 'institusiopil ‘mampu berfungsi dengan baik atau
cukup effisien. Namun belum tentu efisiensi masingfplasing

institusional itu dengan sendirinya menghasilkan efektivitas bagi sistem

* Topo santoso, Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan, Studi Peradiian Pidana
Indonesia, Depok, 2000 hal 23
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~itu se;:ara keselux;uhan. ‘Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas dalam
suatu sistem sanga?lah penting.

Soeryono Soekanto” juga mengiﬁgétkan bahwa faktor-faktor
(aparat/unsur) penegak hukum merupakan satu faktor penegakan
hukum yang tidak bisa diabaikan, sebab mengabaikan faktor ini akan
menyebabkan iidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.
Oleh karena itu dampak yang dirasakan olez!l para pencari keadilan dan
masyarakat pada umumnya adalah peneéakan hukum dan keadilan
menjadi semakin sulit tercapai. Salah satu tuntutan terbesar yang
diajukan rakyat seiring dengan bergulimya era reformasi yakni
perbaikan-perbaikan menyeluruh tefhadap penyelenggaraan sistem
hukum._.Sistem peradilan pidana merupakan salah satu a§pek yang
membutithkan banyak sekali pembenahan,. baik dari seg;istrukur,
substansi dan kultur dari unsur-unsur yang terkait di dalamnya.

Menurut Muladi, * satu hal yang perlu diperhatikan adalah
bahwa kita tidak boleh ﬁlengharapi{an. terlalu besar, tentang peranan
sistem peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan, sebab’ sistem ilr';.'i
hanya merupakan salah satu sarana séja dalam politik kriminal (yaﬁg .

,bersifat' penal). Sistem Peradilan 'Pidana hanya berﬁingsi tehadap
recorded crimes yang menjadi masukannya. Fmg;inyapun kadang-
kadang tidak dapat bersifat maksimal (foral enforcement) sebab demi

mehj aga keseimbangan antara ketertiban umum (public order) dan hak-

* Soeryono Sockanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit
Rajawali Pers, Jakarta, 1983 halaman 5
% Muladi, Kapita selekta...,op cit hal 3
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hak individual (individual right) maka batas-batas penegakan ‘hukum

dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ketat.
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hubungan Sosial Politik dalam péuyelesaian Pelanggaran Undang-

Undang Pemilihan Umum

Gelombang reformasi yang melanda di Indonesia pada tahun 1998

v

telah menimbulkaln pembaharuan dan perubahan fundamental di hampir
semua bidang kehidupan., Pembaharuan yang mencolok adalah pelaksanaan
kemerdekaan i):erﬁkir, mengeluarkan peﬁdapat serta kebebasan berkumpul
dan berserikat. Beberapa orgaﬁisasi 1;r1asyarakat lahir dan partai politik baru
timbul pada era ini, menandai era kebebasan berserikat yang praktis ditutup
oleh ljelllel'intallqll Soeharto.

Proses reformasi juga telah mengantarkan pergantian kepemimpinan
nasional yang selama tiga dasawarsa tidak pernah tersentuh oleh perubahan
kepemimpinaﬁ nasiorral merupakan perubahan yang paling dominan dan
substantif. Sebab perubahan itu menjdi pusat pengaruh bagi texj\adinya
perubahan-perubahan pada bidang yang lain, baik langsung rnaupur(:-’«tidak '
langsuﬁg berupa tuntutan perubahan yang berkelanjutan.

Per.ubahal‘l untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui
lembaga-lembaga politik (partai politik) menghendaki diselenggarakannya
pemilihan umum yang benar-benar jujur dan adil pada waktu yang lebih cepat =_'"

" dari yang direncanakan semula.
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Untuk itu peserta pemilihan umum harus ditetapkan kembali serta
berbagai aturan perundang-undangan mengenai pollitik dan pemilihan umum
harus ditinjau dan _diperbaharui kembali sesuai dengan keadaan yang sudah
berubah. Selain karena turtutan fefommsi, penyelenggaraan pemilihan umum
secara jujur dan adil pada tahun 1999 juga diperlukan sebagai koreksi bahwa
penyelenggaraan pemilihan umum selama orde baru termasuk pemilihan
umum tahun 1997 bérlangsung secara tiddk jujur dan adil.

Untuk melayani - tuntutan pemilihan umum dipercepat, langl_cah
konstitusionil pertama adalah menyelenggarakan sidang istimewa MPR, di
‘mana salah satu hasil sidang itu zdaiah memerintahkan kepada Presiden agar
menyelenggarakan pemilihan umum bulan Juni 1999 seperti tertuang dalam
TAP MPR NO XIV / MPR / 1998. Sebagai tindak lanjut dari amanat-sidang
istimewa MPR, DPR membuat sejumiah undang-undang politik diantaranya
adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR 'dan‘
DPRD. Berdasarkan ketiga paket undang-undang politik itu l\iégiatan
pemilihan umum. mulai direncakan dan dikonsolidasikan. —

Dalam bab ini dibahas mengenai :

1. PelaksanaanlPemilihan Umum 1999

2. Terjadinya konflik dan pelanggaran Pemilihan Umum

3. Kajian berdasarkan asas Pemilihan Umum
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Pelaksanaan Pemi!ihaniUmﬁm 1999 -

Yang teramasuk proses pelaksanagn pemilihan umum ialah
pembentukan kinerja .pel_lyelenggara pemilihan umum, pendaftaran dan
veliiﬁkasi pa;'tai politik peserta pemilu, pendaftaran perﬁilih, penetapan
calon angota legistatif, kampanye pemilu, pemungﬁtan dan penghitungan
suara, pengiriman da;l' verifikasi hasil penghitungan suara, pénetﬁpan
calon anggota legislatif terpilih, netralitas birokrasi terhadap partai politik
pemilul, pemantauan pemilu ‘dan penegakan peraturan pemilihan umum.

Manajeman pemilihan umum 1999 sebagaimana juga yang terjadi
pada pemilursebelumnya dilakukan dengan membagi seluruh rangkaian
kegiatan pemilu menjadi 10 téhapan yakni :

1. Persiapan (2 F cbruari s/d 31 Maret)

2. | Plendal’.t‘aran pemilih (4 April s/d 4 Mei) '

3. Penetapan jumlah anggota DPR/DPRD I/DPRD Il bcrda_sarkal’.y
_jumlah penduduk (2 s/d 4 April) |

4. Pencalonan anggota DPR/DPRD I/DPRD II (5 s/d 27 April)

5. Kampanye pemilu (19 Mei s/d 4 Juni)

6. Masa tenang (5 s/d 16 Juni) |

7. Pemungutan dan Penghitungan suara (7 s/d 212 Juni)

8. Penctapan Hasil Pemilu (28 Juni s/d 8 Juli)
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9. Penetapan Calon anggota terpilih dan pemberitahuan (12 s/d 21 Juli)
10. Péngambilan sumpal/janji anggota DPR/DPRD I/DPRD 1I (26 Juli

s/d 1 Oktober ). .

™~

Sekalipun banyalnc pihal(. menilai pelaksanaan pemilihan li'rgum
1999 sud.ah | berlangsung dengan baik, jujur dan adil (jurdil) dan
berlangsung demokratis atau setidak-setidaknya penyelenggaraan
pemilihan umum 1999 jauh lebih baik daripada pelaksanaan pemilihaﬁ
umum  pada masa orde baru, akan tetapi meskipun demikian
kenyataannya menunjukkan masih banyak terjadi pelanggaran, tidak
jujur dan tidak adil dalam penyelenggaraan pernili_hén umum tersebut.
Hal ini sebaiknya menjadi perhatian semua pihak dan tidak terulang lagi
dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang.

Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 meskipun telah terjadi
perubahan yang sangat drastis. Ditandai dengan dibentuknya lembaga
pemﬂihan umum yang lebih illdependen yang keaiggotaannya terdiri
atas unsur Hakim, Perguruan Tinggi dan unsul: Maéyarakat. Juga mupcul
banyak lembaga pemantau penﬁlu baik dari dalam maupun luar negeri.
Organisasi atau lembaga yang nwndzif’tarkan diri untuk menjadi
pemantau pel.aksanaan pemilu 1999, ilcut 'mendukung institusi resmi

' pengawasan pemilihan umum yaitu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (

Panwaslu ).
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| 2. Te;'jz-ldinya konfiik dan pelanggaran Pemilihan Umum

Meskipun demikian di sana-sini masih jug-a terjadi konflik dan

kecurangan serta pelal.lggaraﬁ pemilu 1999 antara lain Al

1. Pencoblosan di malam hari, atau pencoblosa;n dilakukan sebelum
tang_éal.? Juni. Kejédian ini terjadi di Bitung Sulawesi Utara dan
sejumléh daerah di Sulawsi Selatan, Selain itu ada penggunaan surat
asli tapi palsu {aspal) yang ditemukan pada- saat dilakukan
pemantauan penghitungan suara di Kutai dan Samarinda.

2. Manipulasi peﬁgl‘aitungan dengan méngubah angka hasil murni

- penghitungan suara dan juga memilih lebih dari sekali ditemukan di

daerah Gorontalo dan Bolaang Mangondow Sulawesi Utara.

(98]

Konflik antar pendukung partai PPP dan PKB di chamata;l Kedung
Kabl.‘lp“aten Jepara Jawa 'i‘eﬁgah. Konflik pendukung antar partai PPP
dan PKB hari Jum’at tang;gal 30 April 1999, sekitar pukul 16.30
WIB di desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara,
merﬁpakan kelanjutan dari pengajian dan deklerasi PKB pada
tanggal 24 April 1999 di dekat mesjid djami’ perempatan Desa
Dong,bs Kécamalau Kedung yang gag‘al, karena di‘serang dan
panggung dirusak oleh massa. Tanggal 30 April 1999 pukul 15.30

sewaktu iring-iringan 7 mobil PKB yang mengangkut peralatan

untuk membuat panggung, menuju ke rumah seseorang di desa

"7 Syaifuddin Ma’sum, KPU & Kontroversi Pemilu 1999, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2000,
halaman 152 \ :

~
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t)ongos Rt 01 Rw 02 Kecamatan Kedung, berpapasan/serempetan
dengan konvoi PPP di perbatasan Desa Bugel Sowan Lor (Depan‘
Wartel Kop_egtel KUD Sowan Lor saling ejek dan menantang antar
pendukung partai. Selanjutnya terjadi perkelahiaa  massa antar
pendukung partai PPP dan PKB di desa Dongos Keéamatan Kedung,
yang mengakibatkan korban 4 orang meninggal dunia. Dengan
jaluhnya korban jiwa dan luka-luka menambah panasz;ya-'situasi.
Terlebih ketika sebagian besar massa PPP, penggerak kerusuhan:
ditangkap (‘ian ditahan Polres Jepara. Meréka tidak puas karena
‘kesalahan  bukan pada mereka. Bahkan pengeraﬁan massa
direncanakan tokoh-tpkdh PI;P tanggal 18 Mei 1999. Sasaran mereka
untuk 11'1emi.nta pengembalian tahanan anggota PPP di Polres Jepara.
Ap-abilz} tuntutan tidak dipenuhi, massa PPP akan membakar dan
| merﬁsak Polres Jepara.

Penganiayaan, pengrusakan dan pembakaran yang dilakﬁkan oleh
oknum simpatisan partai terhadap oknum partai lain dan kantor
Partai Golkar. Pada hari minggu tanggal 9 Mei 1999 mulai sekitar
pukul 14.00 WIB di kantor Dewan Pengurus Daerah Tingkat II*,.
(DPD II)' Partai Golkar kota Semarang. Telah terjadi perusakan
gedung dan .alat kantor dan pembakaran mobil maupun sepeda motor
karyawan.- Sehingga kantor Golkar tersebut menjadi beranfakan yang
dilakukan oleh massa simpatisan yang berétrilsut Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDI-P) berjumlahn 50 hingga 100 orang. Hal
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..ini. diakibatkan karena adanya perkelahian antara simpatisan PDI" a

Perjuangan dengan simpatisan partai Golkar yang kemudian

simpatisan PDI P membawa teman-temannya untuk menuju kantor

Partai Golkar yang terletak di Jalan Veteran No 32 A Semarang. -

Maké terjadi111ah peﬁgmsakan dan pembakaran tersebut, kemudian

dilaporkan ke Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Semarang sesuai

dengan tanda bukti lapor tanggal 9 Mei 1999 Nomor Pol :
- 479/K/V/ 1999/Tabe;9. Dari laporan tersebut akhirnya ditindak lanjuti

dengan adan'yzi peimerinksaan para saksi dan terdakwa. Namun

akhirny.a perkara tersebut berhenti dan tidak diteruskan

penanganannya dikarenakan telah selesai secara politis. Dengan

adanya kesepakatan para pimpinan partai dan pejabat pemerintah

kota éemarang, sedangkan para terdakwa yang di tahan karena

terlibat perkﬁra tersebut akhirnya dikeluarkan.

Pelanggaran data calon pemilih di Kota Malang pada tanggal 9 April

1999 sekitar pukul 20.30 WIB saat Pantarlih mélakukan penataan

warga guna mengikuti pemilihan umum. Salah satu aﬁggota P;anitia

Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) berasal dari PDI-Perjuangan

memergbki ada banyak oral;g di salah satu ru.angan kantor Lurah

Paléban. Setelah dicermati ternyata di dalamnya ada sejumlalh kader

Golkar sedang nlenyelesaikm; pengurusan KTP tanpzi didz;ﬁ::l_pingi _
staf kelurahan. Setelah itu yang bersangkutan memanggil Ketua PKB

ranting Paleban untuk bersama-sama menegur Kader Golkar yang

120



berada di dalam kantor Lurah Paleban. Malam itu juga persoalan itu
diselesaikan dengan staf kelurahan dan disepakati pengurusan KTP
: te;'sebut untuk ;sementara dibekukan. Emi)t' hari kemudian tanggal 13
April 1999. .oleh karena tidak ada peflcembangan tindak lanjut,
penyelesaian kasus. Yang be;éangkutan konsultasi dengan Pengurus .
Cabang PDI-P Kota Malang dan ’atqs desakan simpatisan PDI-P |
akhirnya dia melapor ke Polsek Blimbing dan diteruskan ke Polresta
Malang. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kader Golkar
tersebut, DPC PKB Kota Malang quﬁ mengajukan protes kepada
_Wélikota Malang. Karena kantér kelurahan Poleban Kecamatan :
Blimbing Kota Malang disalahgunakan untuk mendata, mencatat dan
mendaftar pengurusan KTP. Dengan cara mell_gisi lembar
pem&ohonan sebanyak 1000 lembar, memproses beberapa penduduk
yang sebenarnya belum waktunya mendapatkan KTP, serta
menyalahkan stempel kelurahan. Ditengarai adanya konspirasi
politik antar pejabat kelutahan Poleban dengan pendukung Partai
Golkar yang melanggar asas jurdil menjelang pelaksanaan pemilihan
umum.

Money politic pada kampanye Golkar tanggal 22 Mei 1999 di
Lapangan desa Troboso, Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali.
Jluru kampanye Partai Golkar melakukén aksi bagi-bai uang kepada
peserta kampaaye. Adapun uang tersebut “diselipkan”, -icetika

ketahuan oleh Panitia Pengawas Kecamatan ( Panwascam ) Sambi,
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dan kemudian diteruskan ke Panwas Kabupaten dan Kepolisian
Resort Boyolali.

Konflik antara pendukung PPP. dan PKB di Pekalongan. Meskipun

tidak terdapat korban jiwa seperti di Jepara, akan tetapi telah- -

memporak porandakan lima desa. Terletak di daerah perbatésan
ai.ltara Kabupaten Pekalongan dan Kotamadya Pekalongan yakni

Kradenan, Buaran, Banyu Urip Ageng, Banyu Urip Alit, Sumbang

" Wetan, dan Simbang Kulon. Sebagian besar rumah penduduk yang

terletak di desa tersebut paling sedikit mengalami pecah-pecah pada
kaca jendelanya. Bahkan ada puluhan rumah dan pertokoan yang
habis dibakar massa dalam léerusuhan tersebut. Ada tiga faktor yang
menyebabkan 1(01‘[ﬂik_tell'sebut.98 Pertama faktor bahasa agama yang
dipgrgL111;1<al1 oleh tokol-tokoh agama. Misalnya cin-ciri retorisnya
adalah gaya yang tajam, kata-kata yang melecehkan partai lawan,
dengan dibumiaui tels-teks agama sebagai pembenar. Kedua,
timbulnya pertikaian antara pendukung PPP dan PKB adalah adanya
persaingan antar tokch agama untuk memperebutkan per{garuh
dalam masyarakat. Di Pekalongan seperti juga di daerah pesisir \i’@ra
Tengah lainnya, seperti Kudus dan Jepara, tradisi nyantri merupakan

tradisi “wajib” untuk menimba ilmu di samping pendidikan formal.

Bahkan hingga pertengahan awal 80-an di mana pendidikan. formal

* Hermawan Sulisti'yo, Kekerasan Politik dalam Pemilu 1999, Penerbit KIPP Indonesia, Jakarta,

2000, halaman
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masih sedikit jumlahnya, pesantren merupakan pendidkan utama
bagi sebagian masyarakat di Pe}calongan. Ketiga, persepsi
masyarakat tehéda}; politik 'itﬁ sendiri. Pada masyarakat daerah ini .
tindakan memilih seBuah ‘partai masihdimaknai sebagai “tindakan
beragama” bahasa agama sangat dominan di daerah ini, antara lain
yaitu : haram, wajib, murtad, Kafir dan lain-lainnya. Merupakan
idiom-idimﬁ yang amat kental dalam. kehidupan sehari - hari
termasuk dalam berpolitik. Akibatnya para kiai yang terjun di bidang
éo]itik tidak punya nomenklatur lain kecuali bahasa agama. Bahasa
inilah yang biasanya menjadi penyulut pertengkaran yang sulit
diierai. Akibatnya persetujuan antara maésa partai tidak bisa
dimaknai sebagai tindakan kriminal massa, melainkan sebagai
bagian dé:ri Jihad untuk mempertahankan keyak_inan.
Temyal;a selama ini yakni sampai dilaksénakannya Pemilihan
Umum tahun 1999 sulit ditemukan ;tau bahkan tidak ada kasus pidana
~ dilakukan penuntutan ke pengadilan, berdasarkan ketentuan undang-
undang pemilihan umum.” Kalaupun ada tindak pidana yanéﬁersangkut
paut dengan pelaksanaan pemﬂu yang dilakukan penuntutan  di
pengadilan berdasarkan ketentuan KUHP atau ketentuan pidana léinnya.
Ketentuan Pidana dalam KUHP yakni : Pasal 148, pasal 149, pasal 150,

pasal 151 dan pasal 152. mengesampingkan ketentuan dalam Undang-

™ Bandingkan dengan Sintong Silaban, Tindak Pidana Pemilu, Suatu Tinjavan Dalam Rangka

Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1992

- halaman 64, yang menyebutkan bahwa tidak ada satu kasus pun yang diselesaikan menurut hukum
yang berlaku, dan tidak ada yang diselesaikan di depan pengadilan. \_\
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undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum datam pasal 72,
pasal 73, pasal 74 dan pasal 75. sedan.gkan ketentuan pidana lain yaitu :
pasal 338, pasal 170, pasal‘362, pasal 351 KUHP. Selain itu Undang-
undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 kare;na membawa senjata
tajam 'tanpef ijin. Sehingga tidak ada catatan Panitera Pengadilan tentmg
kasus pidana pemilu. Tidak ada orang yang ciipidaua melakukan tindak
pidana pe\milihan.‘ smum yang bisa dimintg keterangannya me_ngapai" ig
melakukan tiridak pidana pemilihan umum tersebut. |

Adépun yang menjadi kerancuan dan kebingungan Pényidik
délam menerapkan pasal — pasal dalam KUHP dengan pasal-pasal dalam
Undang-undang Nomor: 3 “Tahun 1999 tentéﬁg Pemilihan Umum adalah
adanya kemiripan bunyi pasalnya, dan yang berbeda.'hanya mengenai
Berat ringaniya hukuman: Maka dapat dilihat dalam 2(dua) Undang-

‘ A\
undang tersebut adalah :

Untuk Pasal dalam KUHP berbunyi sebagai berikut :

Pasal 148 : Barang siapa pada waktu pemilihan yang diadakan -
menurut Undang-undang umum, dengan sengaja dengan kekerasan atau
dengan ancaman kekerasan menghalangi seorang akan melakukan
haknya rf;emilih -dengan merdeka dan tidak terganggu, 'dihuk_um penjara‘

selama-lamanya satu tahun empat bulan .



Pasal 149.; (-1 ) Barang siapa pada waktu pemilihan yang
diadakan meﬁurut undang-undang umum, dengén pemberian atau
Vperjar‘ljian memberi suap kepada seseorang supaya ia tidak melakukan
" haknya memiliﬁ, atau supaya ia menjalankan hak itu dengan jalan yang
tertentu ,dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulaﬁ atau denda
sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
| « (2 ) Hukuman itu juga dijatuhk'an kepada. sipemilih , yang
menerima suap atau perjanjian akan berbuat sesuatu .

Pasal 150.; Barang siallpa pada waktu pemilihan yang diadakan
menurut undang-indang umum melakukan suatu. perbuatan menipu ,
sehingga suara seseorang pémilih tidak berharga, atau seorang lain dari
pada yan'g'_dimaksudkan sipemilih itu jadi terpilih, dihukum penjara
selama-lamanya sembilan 5L|1a|1 .

Pasal 151 . ; Barang siapa dengan sengaja turut memilih dalam
pemilihan yang diadakan menurﬁt undang-undang umum , dengan
~mengaku dirinya orang lain ., dihukum penjara selania—lamanya satu
tahun empat bulan. |

Pasal 152 . ; Barang siapa pada waktu pemilihan yang diadakan
menurut Llndang—undang umum , dengan sengaja membatalkan

pemungutan suara yang telah selesai atau melakukan sesuatu perbuatan
. Y

iy

menipu , sehingga menyeb putusan pemungutan suara itu jadi berlainan

dari pada yang harus diperoleh dengan surat pemungutan suara yang sah
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dimasukkan atau dengan suara yang sah dikeluarkan dihukum penjara’

selama-lamanya dua tahun .

Sedangkan pasai—pasai dalam Undang-undang Nomor ': 3 Tahun
1999 tenta.ng Pemilihan Umum berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72 , ( 1) : Barang siapa dengan sengaja memberikan
ketérangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain
tentang sesuatu hal yang di perlukan untuk daftar pemilih , dipidana
dengan hukuman penjara paling lama 1 ( satu ) tahun.

( 2')‘ . Barang siapa meniru atau memalsu suatu surat , yang
menurut suatu aturan dalam. Undang-undang ini diperlukan untuk
menjalankan sesuatu perbuatan dalal_n Pemilihan Umum, dengan maksud
untulk diperg-.umkzm SGI]dil‘i atau orang lain sebagai surat sah dan tidak
dipalsukan, dipidana dengan hukuman penja‘ra paling lama 5 ( lima )
tahun.

( 3 ).: Barang siapa déngﬁn sengaja dan mengetahui bahwa suatu
surat dimaksud ayat (2) adalah tidak sah ° atau dipalsukan,
mempergunakannya atau menyuruh orang lain niempergunakannya ,
sebagai surat sah dan tidak dipalsukan , dipidana dengan hukuman
penjara paling lama 5 (llima) tahun.

Pasal 73‘. (1) Barang siapa dengan semgaja mengacaukan,

menghalangi atau mengganggu jalannya Pemilihan Umum yang
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diselenggarakan_menprut Undang-undang ini , dipidana dengan hukuman
penjara paling lama’5 ( lima ) tahun.

( 2 ), : Barang siapa pada waktu diselenggarakan Pemilihan
Umum menurut Undang-undang iﬁi dengan sengaja dan dengan
kekerasan ‘atau  dengan ancaman kekerasan fnenghalang-halangi
seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih dengan bebas dan
tidak terganggu jalannya kegia‘taﬁ Pemilihan Umum dipidana dengan
hukuman penjara paling lama S ( lima ) tahun.

(3),: Bm;lng slapa pada waktu diselenggarakannya Pemilihan
Umum menurut Undang—uﬁdang ini dengan pemberian atau janji
menyuap seseorang , Baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya
dengan cara tertentu , dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3
(tiga) tahun . Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima
suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

( 4 ), : Barang siapa padd waktu diselenggarakan Pemilihan
Umum menurut Undang-undang ini melakukan tipu mqslihat yang
menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau, yang
menyebabkan partai tertentu mendapatkan tambahan suvara ', dipicf}apa
dengan hukuman penjara paling .lama 3 (tiga) tahun.

( 5), : Barang siapa dengan sengaja turut serta dalém Pemilihan
Umum menurut Undang-uridang ini dengan mengaku dirinya sgbagai
orang lain , dipidana dengan hukuman penjara paling‘lama 5 ( lima }

A )

tahun.
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('6),: Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam
Pasai 43 (1 )I huruf f dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5
(lima) tahun.

( 7 ), : Barang siapa memberikan suaranya lebih dari yang
ditetapkan dalam Undang-undang ini dalam satu Pemilibhan Umu_m,
dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 ( lima ) tahun.

( 8), : Barang siapa pada waid:u diselenggarakan Pemélihaﬁ
Umum, menurut iJndang—undang ini dengan sengaja menggagé?_[c\an
pemungutan suara yang telah dilakukan , atau melakukan suatu perbuatém
tipu muslihat, yang menyebabkan hasil pe‘mungutah suara ini menjadi
1'ain dari yang harus diperoleh dengan suara-suara yang diberikan. dengan
sah , dipida}na‘dengan hukuman penjara paling lama 5 ( lima ) tahun.

(-9 ), : Seseorang majikan/ atasan yang tidak memberikan
kese.mpatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya tanpa
alasan bahwa pekerjaan dari pekerja itu tidak memungkinkannya |,
dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 ( tiga ) tahun.

| ( 10),: Seorang penyelenggara Pemilihan Umum yang melalaikan
kewajibannya dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 ( tiga )
bulan atau denda paling tinggi Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ).

( 11 ), : Barang siapa memberikan sumbangan dana kampanye
melebihi bataé yang ditentukan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh
KPU d'ipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan‘

" atau denda paling banyak Rp 10.000.000-,- ( sepuluh juta rupiah ).

128



~ Pasal 74 (1), : Tindak pidana sebagaimana dimaksud d‘alam

Pasal 72 Fian Pasal 73 ( | ) sampai dengan ayat (9 ) adalah kejahatan.
(2), : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dala pasal 73 ayat
(10) dan ayat ( 11 ) adalah pelaﬂggaran.

' Pasal 75, : Dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan-perbuatan
sebagaimana dixﬁaksud dalam Pasal 72 ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ), surat-
surat yang dipergunakan dalam tindak pidana itu, beserta benda-benda
dan barang yang menurut sifatnyé. dipéruntukkan guna meniru atau
memalsu surat — surat itu , dirampas dan dimusnahkan , juga kalau surat-
surat, benda-benda atau barang-barang itu bukan kepunyaan terpidana.

Daiam melakukan = identifikasi terhadap faktor-faktor yang
meﬁdorang terjadinya pelanggaran. Undang-undang pemilihﬁn umum
dan merumuskannya secara pasti merupakan pekerjaan yang sulit.
M-engingat data konkrit dan pasti untuk mengetahui latar belakang atau
motif orang meialg_ukau t'm.dak pidana itu harus diperoleh d.ari pengadié:\.n
atau dari orang yang melakuan tindak pidana itu sendiri.

Namun dari hasil wawancara terhadap pengurus partai-partai
politik di Semarang maupun para relawan pamﬁntau pemilu, maka dapat
disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendorong terj adinyé

pelanggaran tindak pidana pemilu,

'Faktor — faktor yang mendorong terjadinya pelanggzifan Undang -

undang Pemilihan Umum yaitu :

129



I~

Keinginan seseorang untuk memenangkan kontestan atau partai--
politik yang didukungnya berdasarkan keyakinan politik yang
dianutnya secara tidak proporsional. Masyarakat memiliki

pandangan politik yang berbeda-beda, ini disebabkan latar belakang

~
I

kehidupan, pekerjaan, agama, suku dan sebagainya. Urituk
menyalurkan aspirasinya, setiap anggota masyarakat akan dapat
memilih secara bebas partal politik yang ada yang dirasakan cocok
dan diharapkan dapat mengemban amanat ;'clsph:asi politiknya. Pada
pernilihan umum 1999 terdapat 48 partai politik peserta pemilihan
umum sehingga tingkat intensitas kompetisi partai di antara partai
@olitik semakin ketat. Oleh karena friksi antar orang ‘pendukung
partai politik itupun sulit dihindarkan‘ dengan berbagai hal yang
melatar belakanginya.

Kprgmgnya kesadaran politik dan kurangnya pengetahuan tentang
ketentuan pidana pemilihan umum. Jika s::seorang sudah memiliki
kesadaran politik tinggi, tentu tid;ak akan mudah dibujuk maupun
mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan yang melanggar

peraturan.  Lebih-lebih  peraturan  yang menyangkut pemilu.

Sescorang yang ‘sudah memiliki kesadaran politik akan mengetahui

hak dan kewajibannya. Berarti mengetahui apa yang bisa dan tidak

‘bisa dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bemnegara. Ada juga

yang tidak mengstakui bahwa tindakan kecurangan dalam pemilu itu

diancam dengan pidana, sehingga ia tidak ikut.
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Banyaknya terjadi pelanggaran/kecur'angan dalam pemilu tidak
dilakukan tindakan hukum oleh fihak yang berwenang sesuai
“undang—L'mdang )'/ang berlaku. Sehingga mengakibatkan pendukung
partai tertentu atau peserta pemilu yang memiliki' potensi atau
peluang untuk melakukan pelangéaran merasa terbiasa dan mencoba
untuk melakukan pelanggaran. Tanpa takut ada sanksi pada pemilu
berikutnya; -ini terus berulang sepanjang pélaksanaan pemiliban -
umuin.

Adanya unsur balas dendam antar pendukung dan memperebutkan

massa calon pemilih,‘sehingga dapat dipolakan sebagai berikut :

_ PDI-P dengan Golkar, merupakan konflik antar kekuatan
pendukung status quo atau kekuatan orde baru dengan lcekt;::?t;an
péndukung reformasi sekaligus korban kesewenang-wenangan
dari rezim orde baru. Pada moment pelaksanaan pemilu pasca
turunnya orde baru dijadikan ajang untuk melawan sisa-sisa

- kekuatan orde baru. Pemilu dijadikan ajang untuk
menumpahkan segala rasa pahit getir selama orde baru atau
sebagai “balas dendanli” yang diindentikkan dan ditujukan
kepada Golkar. Konflik antar pendukung PDI-P déngan Golkar
Bényak terjadi di Jawa Tengah, Jawa Tinll'll‘, Bali, Sumatera
Utara, Sumatera Selatan dan Lampung.

- Kepentingan Partai  Politik terhadap masa calon pemilih,

perebutan massa pendukung partal antara PPP dan PKB terjadi
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"di Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Sejak rezim orde baru

A
berkuasa menjadi basis kekuatan PPP maka dengan munculn_\-ya

partai baru (PKB) yang basis massanya sama-sama mayoritas
warga NU (kaum Nahdliyyiﬁ) dipandang sebagai pesaing PPP..
Kekhawatiran ~ pihak-pihak  PPP  terhadap kemungkinan

berkurangnya perolehan suara dalam pemilihan umum tahun

1999 menjadikan mereka terganggu kepentingan politiknya.

Karena mereka .dikhianati sesama kaum nahdliyyin. Sebagai
partai terbesar di K.abﬁpaten Jepa'r.a, '_PPP mempunyai
kepentingan politik ulntuk mempertahankan eksistensinya.
Berusaha dapat mempertahankan perolehan suara seperti hasil
pemilihan umumn tahun sebelumnya. Demikian pula PKB sebuah
parta'i‘ barn yang 1ahirnya didanai oleh tokoh-tokoh ulama NU
.berharap dapat menghimpun kembali warga NU yang selama ini
meny;ﬂurkan aspirasi politiknya ‘paﬁa beberapa partai politik ke

dalam satu wadah partai poliiti “orang NU” yaitu PKB.

" Hal yang sama terjdi di Sumatera Barat. Konflik kepentingan

partai politik dalam 1116111pe:ebﬁtlcan massa célon pemilih antara
Golkar dan PAN. Pada masa orde baru, Golkar adalah kekuatan
politik | dominan di Sumatera Barat yang basis utamanya:
mayoritas warga Muhammaciiyah, Meskipuﬁ PAN tidak ada
sangkut pautnya dengan organisasi Muhammadiyah, akan tetapi

oleh karena PAN didirikan oleh tékoh-tokoh terkemuka

L}
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. Muhammadiyah, maka warga Mul;mn‘rlmadiyah -merasa ada
ikatan emosional dengan PAN. Sehingga bentgran kepentingan
politik untuk memperebutkan massa pemilih, yang beru‘bah
menjadi konflik antar pendukung partai politik sulit untuk
dihindarkan. Terlebih lagi Golkar merupakan kekuatan politik
besar keberadaannya selalu menjadi sorotan masyarakat yang

niemikul citra sebdgai kekuatan orde baru.

th

Fanatisme merupakan cara yang efektif guna mencapai inté‘grasi
massa peﬁdukung partai. Fanatisme erat kaitannya dengan siizalw
emosional suatu kelompok yaﬂg berupaya melakukan pembelaan
terhadap anggota kelmupoknyz; berdasrkan argumen-argurhen politik
semata. Tanpa dilandasi kerangka argumentasi yang rasional dan
penilaian secara obyektif. Munculnya fanatisme tidak terlepas dari
akibat penyataan-pernyataan politik dari elit politik yang befsifat

- provokatif dan menggiring emosional politiic.

6.  Pemahaman fungsi Partai Politik

Para elit partai politik dalam kampanye pemilihan umﬁm cenderung
mengutamakan pengumpulan massa pendu'kung daripada melakukan -
fungsi partai politik yang sebenarnya. |

Menurut Miriam Budiardjo,'" Partai politik seharusnya berfungsi

'sebagai v

- Sarana komunikasi potlitik,

" Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
1999, halaman 163 - 164
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- Sarana sosialisasi politik,
- Sarana rekruitmen politik, dan
- Sarana pengatur konflik.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagian besar partai
politik dalam kampanye masih bersifat hura-hura berupa pertunjukan
panggung musik. Arak-arakan keliling kota dan belum terarah kepada
fungsi sosialisasi kebij_akan politik, pendidikan politik, penyalur aspirasi
politik maupun n}anaj.emen konflik. Kalaupun fungsi politik dijalankan
dalam program éartai politik itu porsinya masih sangat kecil dan belum
optimal.

7. Provokasi terhadap pendukung partai dapat berasal dari kalangan
internal partai itu sendiri maupun dari pihak ke tiga. Orasi para juru
kampanye partai politik tidak jarang 11161116&1(211‘ emosi massa
pendukung partai bahkan mengucapkan kalhﬁat permusuban dengan

fitnah terhadap lawan politikf partai lain. ol

- Kajian berdasarkan asas Pemilihan Umum

Guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak
pidana pemilihan umum, maka pendekatan kajian terhadap faktor-faktor

empiris yang pernah terjadi di beberapa daerah selama pemilihan umum

M5 (ihatlah bagaimana kontroversi antara PPP dan PKB yang saling menghujat dengan melakukan
politisasi agama.misalnya dengan menafsirkan surat Al Asr :"demi waktu, sesungguhnya maNUsia
merugi, keciali orang-orang yang mendukung PKB™ hal yang sama dilakukan oleh PPP guna
membalas serangan tersebut dengan menyebutkan bahwa © barang sigpa mendukung suafu
kemaksiatan, maka ia akan menyertai orang yang berbuat kemaksiatan itu di neraka” lihat
Hermawan Sulistiyo, op cit hal 144 - 145
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tahun 1999 akan dilakukan kajain berdasarkan asas pemilihan umum
yang bebas, adil dan jujur serta teori so'siologi kriminal yang melihat

tindak kejahatan dari aspek sosio-kultural.

1. Teori Negara Demokratis

Menurut Frans Magnis Suseno,'® apabila  yang
dikehendaki adalah negzira demokraasi, maka negara tersebut harus
mencerminkan pelakéunaun secara optimal negara hukum, kontrol
masyarakat, pemi'lihan umum yang bebas, prinsiplmayoritas dan

~ ja'l‘ninan terhaddp hak-hak demokratis.

Kebebasan  berserikat, bersosialisasi B dan  terutama
lkebebasan memb’entuk partai politik sebagaimana ditetapkan dalam
undang-;ndang kepartaian dan pelaksanaan ﬁelllilihan umum ﬂ/ang
bebas, jujur dan adil adalah termasuk hakekat kenegaraan yang
demokratis.

Jadi tidak ada kebebasan pembentukan partai politik dan
pemilihan umum yang tanpa _batas, yang membedakan pembatasan
yang demokratis dari yang ‘tidak demokratis. Adapun yang

| membedakan pembatasan yang ‘demokratis dari yang tidak

demokratis adalah

2 Frans Magnis Suseno, Mencari sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis, Penrbit PT
Gramdia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, halaman 76
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Pembatasan tercapai lewat penetapan syarat pembentukan partai

dan sistem pemilihan umum dan bukan dengan pelarangan

langsung;

Penetapan itu sesuai dengan konstitusi dan berupa undang-

i

undang;

Pembatasan itu merupakan bahan wacana politik yang bebas,

Y
.~

jadi dapat dipersoalkan oleh masyarakat. i

Kemudian penyelenggara pemilihan umum dapat dikatakan

jujur dan adil, adalah yang memenuhi kiriteria sebagai berikut 103

2

Tidak ada manipulasi (absence of manipulation)
Transparansi prosedur (transparancy)
Pertanggung jawaban {responsibility)

Tidak ada diskriminasi (absence of discrimination)
Tidak ada kekerasan (absence of violepcc)
Tidak ada dominasi (absence of domination)

i

Tabel 1

Kriteria Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil

Kriteria
No Tahapan Pemilu
Jujur Adil
l. | Pendaftaran pemilih - Tidak ada’ - tidak ada -
manipulasi ~ diskriminasi

11}

* op cit hal 84
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2. | Pendaftaran Caleg - Transparan - tidak ada intimidasi

3. | Kampanye |- Bertanggung . |- tidak ada kekerasan
jawab
4. | Pemungutan suara : , - tidak ada dominasi.

S. | Perhitungan suara
6. | Penetapan hasil pemilu

7. | Pengucapan sumpah dan
Janji anggota DPR/

| DPRD I/ DPRD 1I.

Penjelasan Tabel : - Tahapan Pemilu, merupakan jadwal yané harus dilaksanakan
| dalamn penyelenggaraan Pemilu.

- Kriteria jujur dan adil adalah : tidak adanya manipulasi,
diskriminasi dan iliti111idasi; semua harus transparan dﬁn

bertanggungjawab, dalam setiap tahapan Pemilu .
Apabila dikaitkan’ dengan fakta masih banyak terjadi tindak
pidana pemilihan umum maupun konflik antar pendukung partai di
beberapa daerah, teori demokrasi dapat menjelaskan fenomena sosial.

' Jadi faktor penyebabnya adalah sebagai bertkut :

- Struktur sosial di masyarallc;'tt, dilihat dari pelapisan massa pemilih
sebelum pemilihan umum 1999 didominasi 61311 kemenangan ﬁ"ﬂg}lak

‘perolehan suara Golkar dan untuk beberapa daerah yang memiliki
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ciri karakteristik tertentu seperti ’.Tcpara, Sémpang Madura
didominasi oleh kemenangan PPP dengan Basis massa Nahdlatul
Ulama (NU). Peiaiaisan massa partai berubah scara drastis p\ada
: ~
pemilihan umum tahun 1999 dengan banyaknya partai baru yang
ikut pemilihan umum dengan berbagai aliran dasar perjuangannya
baik yang nasionalis, nasionalis religius maupun- religius. Masing-
masing partai politik terscbut berupaya menarik simpati massa
156111i]il111ya, guna memilih‘dan menjatuhkan putusaﬁ agpiratif mereka
kepada partai p‘biitik yang bersangkutan dalam bentuk pencoblosan
tanda gambar tertentu.
Selain itu Meskipun undang-undang partai politik_,dau undang-
Lmdang pemilihan umulﬁ 1999 sebagai sarana demokrasi jauh lebih baik .
dan lebih 1'61‘).1:ese11tatif c-izu'i undang-undang scbelumnya. Tetapi fenomena

cara-cara pencapaian tujuan partai-partai politik itu masih saja ada yang

keluar aturan main yang telah dilembagakan yang berakibat terjadinya

ketidak seimbangan antara tujuan dan kepentingan dengan cara-cara

untuk mencapai tujuan.

Kompetisi dalam pemilihan umum yang keluar dari konteks

aturan main yang telah dilembagakan, tercipta situasi yang merupakan

bentuk anti demokrasi sebagai berikut :

(a). Agitasi politik dengan simbol-simbol , agama, stigma orde baru,

golongan-golongan tertentn  yang memanaskan suasana dan

menimbulkan konflik antar pendukung partai politik;
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(c).

(d).

Money Politic, bagi-bagi uang atau sembako kepada massa calon
ﬁernilih;

Pertentangan fisik, penganiayaan, perkelahian antar massa
pendukung partai politik serta perusakan aset partai politk oleh
massa simpatisan pendukung partai lain;

Intimidasi lewat statement politik, hasutan, fitnah, teror massa
simpatisan partai politik terhadap lawan polftiknya di luar cara-

~cara/ nilai-nilai demokrastis, moral, etika dan tatanan hukum dalam

rangka pemenangan pemilihan umum.

Mengenai munculnya anarkisme dalam pemilihan smum karena

dua hal yaitu:

1.

~a

Fungsi partai politﬁ( sebagai voters educator belum berjalan
sebagaimana mestinya; _

Banyak partai politik memiliki massa dari kalangan muda “sebagai
darah muda, mereka lebih memilih untuk mengadakan arak-arakan
yang berpotensi besar menimbulkan anarkisme.

Kekerasan dalam kampauyé pemilihan umum memperh\h'gtkan

bahwa kecerdasan politik di Indonesia masih rendah. Sebenarnya tidak

usah melakukan arak-arakan “massa atau kampanye monologis tetapi

cukup dengan menonton televisi atan mendengarkan radio. Kecerdasan

politik yang masih rendah itu utamanya pada elit politik yang

mempunyai kemampuan mengorganisir massa pendukungnya untuk tidak
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berbuat anarkis-Elit politik partai belum atau bahkan tidak mampu secara
sistematis merubah cara-cara pemenangan pemilihan umum yang
kontrover‘sial dengan cara baru guna mengoptimalkan fungsi pértai partai
politik yang sebenarnya. Sehingga pfaktik money politic maupun konﬂik
antar pendul{ung partal politi.k dapat dihindarkan atéu setidak-tidknya
dapat ditekan seminimal mungkin.

Jadi faktor penyebab timbulnya tindak pidana perailihan umum
didorang oleh upaya untuk nu-:mpertzihankan tujuan, ‘namun masih
menggunakan cara-cara di luar tatanan  hukum positif, nilai-nilai
demokrélsi, ctika, moral, keagamaan. IKecenderungan menghalalkan

segala cara itu dan itu semua dimanipulasi untuk mencapal tujuan.

Teori Diffrential Association

Kejahatan atau Tindak Pidana adalah salah satu bentuk “perilaku
menyimpang” yang telah ada sejalan dengan peradaban manusia itu
sendirl.'™ Menurut Saparinah Sadli'®, perilaku menyimpang itu

merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-.

norma sosial atau aturan-aturan normatif yang berlaku yang mendasari

Kejahatan merupakan persecalan yang dialami oleh manusia dari waktu ke waktu. Mengapa

kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada henti
diperdebatkan. Lihat Made Darma Weda, Kriminologi, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta,
1996, hal I1. Liht pula Soedarto, Kapita Selekia Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung,
1981 halaman 107.”Pidana itu sendiri dapat diperkirakan sudah ada sejak adanya manusia, akan
tetapi daftar jenis perbuatan yang dapat dipidana berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari
tempat ke tempat”, ) '

"% Lihat Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Penanggulangan Kejahatan dengan
Pidana Penjara, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, halaman 11
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kehidupan atau l;eteraturan slosia]'; dapat menimbulkan ketegangan .
individual maupun ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atan
potensiil bagi berlangsungnya kétertiban sosial. Dengan demikian,
kejahatan di samping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah
sosial.

Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan
yang tertua ini, telah’l;anyak usaha penanggulangan. yang dilakukan
dalam berbagai’ cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian
kejahatan itu ial'flh menggunakan hukum pidananya dengan sanksinya
berupa pidana. Namun demikian, usaha i1 pun masih sering
dipersacalkan. Menurut Herbert L Packer, usaha pengendalian perbuatan
anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang ber\salah
mélanggar peraturan pidana merupakan suatu “problem sosial y,uzg
mempunyai dimensi hukum yang penting”.

Penggunaan upaya hukum, term;dsuk hukum pidana sebagai salah
satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang
kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena fujuannya adalah
untuk mencapai Kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka
" kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan
sosial, yaitu segala usaha yang rasional, untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat. Sebagai suatu masalah -~ kebijakan, maka .penggunaan

(hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.
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‘ ‘Tidakﬂi ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada
hakikatnya dalam ma:saiah kebijakan orang dihadapkan pada masalah -
penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan
demikian masalah pengendalian dtau penanggulangan kejahatan dengan
menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial
seperti yang dikemukakan Pecker di atas, tetapi juga merupakan masalah
kebijakan (“the problem of policy”). Menurut Suterland,'® kejahatan
sacara sosiologis yaitu merupakﬁn suatu situasi sosial yang terdiri dari
seperangkat hubungan-hubungan dén bukan merupakan suatu tingkah
iaku dengan perumusan hukum yang khusus.

Timbulnya berbagai macam kebutuhan baru dengan banyak partai
politik peserta pemilihan umum dalam pemilu 1999, dapat- dipastikan
terjadi polarisasi suara pemilih.,’Pada berbagai partai politik akan
mengurangi kep‘enti11gél;/l(eseln'patan partai uﬁtuk meraih perolehan
suaré dalam pemilu seperti yang -diharapkan. Tingginya tingkat kompetisi
dalam meperebutkan suara penﬂlih, membuka peluang bagi partai politik
dengan segala daya maupun cara uhtﬁ_uk memenangkan pemilu. Termasuk
pula dengan sggala daya maupun cara untuk mémenangkan pemilu,
perilaku menyimpang dari elit partai politik, kader maupun simpatisan
partai politik. Juga timbulnya konflik antar pendukung partai bilamana

ada persamaan dalam kepentingan dan tujuan-tujuan yang mendesak,

mudah menimbulkan benturan kekerasan.

tan

Mohammad Kemal darmawan dan Purnianti, Mashab dan Penggolongan Teori dalam -

Kriminologi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, halaman 110
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Anarki dalam pem_ilihan umum akan mudah terjadi apabila partai
politik yang bersaing satu sama lain di dalam usahanya unfuk be'rgerak/
interaksi di dalam sétu‘ bidang interaksi yang sama. Benturan kek&%san

: o
antar pendukung partai akan menimbulkan rasa. loyalitas terhadap
partainya  masing-masing. Untuk  mempertahankan diri dan
menumbuhkan rasa solidaritas dap kesediaan untuk berkorban bagi
kepentingan partainya, konflik antar k%penting@n partai politik dan
perebutan kekuasaan akan selalu ada di dalam organisasi politik setiap
m{asyarakat. Jadi falcton'liya adalah untuk memenangkan pemilu maka
ditempuh l?erbagai macam cara yang dilakukan oleh partai politik itﬁ.

Terjadinya degradasi nilai-nilai etika, moral keagamaan ke arah
pelanggaran hukum dalam tatanan demokrasi oleh sighele, bTarde dan Le
Bon dijelasl;an dengan menunjukkan sifat/ ciri-ciri suatu kelompok
massa antara lain :

1. Dengan memasuki kelompek massa, individu anggota-anggotanya
secara psikis dan moral berubah dalam kepribadiaﬁ maupun dalam
cara berpikir dan perasaan serta tindakannya. Konﬂik antara PPP dan
PKB serta antara Golkar dengan PDI-P pada saat konﬂik terjdi telah
merubah simpatisannya dari segi moral, kei:)ribadian, perasaan dan
tindakan. Mereka telah melepaskan nilai-nilai ajaran agz;ma dan

berubah menjadi agresif dan brutal. Aparat keamanan sampai

kewalahan dalam mengatasi situasi konflik tersebut.
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2. Perubahan intelektual dan penerimaan moral serta kehilangan nilai-
nilai penghargaan dari saat sebelum konflik terjadi.
3. Perubahan tersebut membuat tindakan mereka tidak dapat

diperkirakan sebelumnya dan dapat berbahaya.

Dalam penelitian terungkap bahwa peranan pemuka-pemuka (elit)
politik partai menjadi dominan dalam penyelesaian konflik pemilihan

umum. Hubungan sosial politik yang terjadai antar elit partai maupun

dengan penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) menjadi penentu

keberhasilan dalam upaya menyelesaikan konflik antar pendukung partai

_tersebut.

'Par-z_l elit partai dengan kékuasaan yang dimilikinya mencoba
untuk -menyelesaikan lkonflik antar mereka secara internal,A ‘melalui
kesepakatan itulah penyelesaian konflik itu t_ercapai. Seperti  yang
dilakukan oleh eli't partal di Jepara maupun Pekalongan. Para pendukung
fanatik partai politik tertentu jauh lebih menghormati perintah elit partai
politiknya daripada pihak luar seperti penegak hukﬁm. oleh karena i;u
peranan penegak hukum menjadi terdesak ke samping dalam rangka

4
\

penyelesaian kasus hukum.

i

Secara teoritis, dikatakan bahwa sub sistem politik ternyatzn
memiliki  konsentrasi energi lebih besar daripada hukum yang

mengakibatkan bahwa apabila hukum harus berhadapan dengan politik,
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T

maka ia berada pada kedudukan yang lemah.'? Hubungan tersebut

disebut hubungan yang mengkondisikan. Daniel S Lev, sebagaimana

T T

. ) dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa : “untuk
memahami sistem-sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik,
kita' harus mé:ngamatinya mulai dari bawah, untuk mengetahu macam
peran sosial dan politik apakah yang diberikan orang kepadanyai, fungsi-
fungsi apakah jang boleh- dilakukannya, yang didorong untuk
dilakukannya ddan yang dilarang untuk dijalankannya”. Politik adalah -
aktivitas yémg dyalankan oleh masyarakat untuk mengorganisasikan dan
mengarahkan sumber—s-umber .daya guna mencapai fujuan suatu
masyarakat. Dengan demikian, apabila kita berbicara dalam kategori
perurutan maka kegiatan- politiklah yang pertama-tama akan menyita
perhatian suafu bangsa dan negara yang baru didirikan. Sesuatu yang
bersifat karakteristi'k dart ke:adaau demikian, yaitu ikhwal mengutamakan
tujuan,l adalah mengutamakan isi, substansi di atas prosedur atau cara-
cara untuk mencapai substansi tersebul. Apabila yang 'r'nerupakan
substansi adalah ketertiban, maka tercapainya ketertiban itulah yang
menjadi pokok perhatian, sedangkan persoalan tentang cara-cara untuk
m éncapainyﬁ tcrdo?ong ke belakang,.

Jadi faktor penyelesaian konflik antar pendukung partai dilakukan

oleh elit partai-elit partai, dengan kekuasaan yang dimiliki menyelesaikan

lis?

Sayjipto  Rahardjo, Beberapa Pemikiran tentang Ancangan AntarDisiplin  dalam
Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit CV sinar Baru, Bandung, 1985, halaman 71. Lihat pula
buku belian, Hukum dan Perubahan Sosial, Penerbit Alumni Bandung, 1983 hal 32, “Hukum .
dalam hal ini pengadilan, menerima masukan dari sekior politik ini dalam bentuk petunjuk tentang
apa dan bagaimana ia harus menjalankan fungsinya itu™. :
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konflik antar mereka secara internal melalui kesepakatan_damai dalam
bentuk penyelesaian secara politis.

Dengan demikian penyelésaian secara politis kasus-kasus
pelanggaran  undng-undang pemilihan umum jauh lebih menonjol
daripada penyelesaian secara. hukum. Pilihan ini dirasakan jauh lebih
praktis ketimbang harus menempul jalur hukum. Berkaitan dengan
sistem politik yang mempunyai akselerasi terhadal; perubahan. Jalur
hukum jika 1161:1dak ditempuh akan mengalami kelambanan-kelambanan.
Kelambanan - ini dirasakakan akan merugikan dinmnika politik yang
tengah berkembang.secara cebat dan terkadang mengalami pefubahan-
perubahan mendasar. Tidak mustahil antar pendukung partai yang pernah
henirok tersebut, setelah pemilihan umum terjadi penggabungan suara.
Hal ini tentu akan merugikan jika ditempuh jalur hukum. Oleh karena itu
penyelesﬁian seéara politis jauh lebih mené;untungkan. Peraﬂan partai
poltik yang dimanifestasikan oleh elit partai menjadi dominan ke arah
penyelesaian secara damai. Hubungan sosial politik yang terjalin erat
antar elit politikk merupakan jaminan bagir penyelesaian kasus
pelanggaran undang-undang .pemilihan umum secara damai dan adil.

Hubungan sosial politik itu terijud dalam bentuk pernyataan
bersama, I{esepakatan bersama antar e_lit partail. Begitu juga tentang
upaya-upaya apa yang akan ditempuh jika terjadi benturan antar peserta-

kampanye pemilihan umum, atau pelanggaran yang dilakukan oleh
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“oknum’ partai politik. Kesepakan itulah nantinya akan menjadi acuan

dalam penyelesaian konflik antar mereka.

B. Realisasi Penerapan Hukum terhadap bekerjanya Sistem Peradilan

Pidana dalam pelanggaran undang-undang pemilihan umum -

Dalam bab ini dihahas mengenai hal-hal sebagai berikut :

L —

Timbulnya kekerasan dalam Pemilu 1999

Pensrapan Hukum

Timbulnya kekerasan dalam Pemilu 1999

Meskiﬁun diakui  bahwa pelanggaran terhadap ~undang -
undangpemilihan umum terjadi di sana—éini, akan tetapl perkara tersebut
jurailg diajukan. ke pengadilan, di lain pihak polisi sebagai penyidik
melakukan tindakan yang berhati-hati dalam upayanya menangani |
perkara-perkara yang diduga tindak pidana. Penyi;ﬁk maupun Penuntut
Umum pada 1i1ﬁ1mmyfu melakukan tindakan preventif-edukaﬁf dalam
rangka menangani perkara tindak pidana pemilihan umum.

Pada masa transisi demokrasi, apalagi ketika struktur politik
mengalami kerapuhan-kerapuhan dalam wujud “pembusukan” sistem
yang telah pardh, di sanalah akan bersemi kekerasan politik. Kekerasan

politik dalam era seperti itu (transisi) sering kali tidak dapat dihindari,

" dan kadang kala menjadi semacam frade mark baru bagi siapa saja yang

147



"% Gejala semacam ini dapat

mempunyai peluang untuk melakukannya.
ditemukan dari berbaga_i kecenderungan kekerasan politik pada pemilu
1999 yang merupakap pelanggaran undang-undang pelanggaran Pemilu
dalam quj»ud kekerasan. Catatan-catatan sepanjang pelaksanaan pe\qilu
1999 menunjukkan .kecend‘erungan tersebut, tetapi yang cukup menarik
adalah adaﬁya gejala pembalikan‘ jenis-jenis dan dimensi (“scope”)
kekerasan dan pelakunya.

Dalam ruang lingkup kekerasan, tampak terjadi perubahan dari
semacam gajala “perlawanan”. Untuk meningkat menjadi gejala “politik
balas dendam” dari partai-partai tertentu. Terhadap kekuatan lama yang
dianggap sebagai penanggung jawab kondisi sosial, politik, ekonomi dan
.berbagai peljsoala111 sosial lainnya. Pada masa lalu scolpe Kekerasan
dengan berbagai bentulcnya dilakukan oleh negara dan para pengikﬁt
selianya. Teiapi, kecenderungan ini berbalik, ketika politik mengalami
kerapuhan bahkan pembusukan, sehingga peluang kekerasan dapat
dilakukan oleh arus kekuatan politik yang “kuat”l terhadap arus kekuatan
politik yang “femah”.

Pada sisi inilah, transisi demokrasi harus dicatat sebagai sesuatu
“yang tidak lazim” terjadi. Karena seharusnya nilai-nifai l_ceadilan,
perlindungan hak-hak poiitik sipil, hak asasi manusia, kebebasan,
maupun penegakan hukLim, merupakan cara yang paling efektif untuk

melakukan perubahan. Tetapi, transisi demokrasi, melalui pemilihan

umum 1999, tidak dapat.memberikan jaminan itu semua. Kecuali
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kebebasan untuk mémilih, praktek-praktek kotor masih sering ditemukéui
di lapangan.

Studi mengenai kekerasan (=tindak pidana) politik ini |
menemukan berbagai bentuk pembalikan. Karena politik kekerasan
biasanya dilakuklan oleh negara (state violance), tetapi pada pemilihan -
umum 1999, ternyata sebagaian besar justru dilakukan oleh masyarakat
(mass violence). Umummya dalam situasi politik yang “rapuh”,
penggt.maan kekerasan politik seringkali dipahami dalam konteks
“legitimasi ideologis™ melalul dua cara yakni; pertama, aturan-aturan
normatif suatu sistem politik dipahami sebagai sesuatu yang “salah”.
Kedua, dengan kondisi semacam itu, maka kekerasan politik digunakan
mempunyai alasan pembenar, termasuk di dalamnya adalah cara-cara
pengerahan Kakuatan.

Gejala semacam ini merupakan pandahgan umum dalam
‘pelaksanaan pemilu 1999 pada masa pemerintahan transisi. Baik dimulai
sebe]um' kampanye, pada saat kamﬁanye dan pada hari “H” pemberian
suara. Penyebabnya adalah rapuhnya sistem kontrol yang dilakukan oleh
" negara terhadap berbagai kekuatan politik yang ada. Kelemahan ini

sebagai akibat dari dosa-dosa politik pada masa lalu yang “tidak

~
|

pernah“dipikirkan sebelumnya, yang ternyata menimbulkan kemarzhan
masyarakat. Pada sisi lain, masyarakat mulai mempertanyakan legitimasi
sosial yang “dimiliki oleh para penguasa”. Pada situasi seperti inilah, di

mana elit penguasa kehilangan legitimasi sosial - dan hanya memiliki
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legitimasi politik saja- dan, negara menjadi lemah. Negara, dalam
pengertian generik, yaitu termasuk sglu_ruh perangkatﬁya, mengalami
'berbégai kegamangan dalam menjalaﬁkgn aturan-aturan yang telah
disepakati bersama.

Gejala seperti ini terlihat padg kasus-kasus kekerasan yang terkai.t
dengan pemiiu 1999 di Jawa Tengah. Gejalﬁ-gejala di atas juga terlihat,
meskipun dengan scope lceke_,rasan yang relatif kecil. Dengan sifat
kekerasan menengah di l'l'l.'c-lnfl sebagian Kasus kekerasan bersifat
horizontal. Bet‘bagai -kasus yang tercatat menunjukkan bahwa - para

pelakunya sebagian besar dilakukan oleh massa partai politik maupun

simpatisamhya. Kekuatan politik negara mulai kehiiangan‘kepercayaan,l
“otomatis” ada peluang untuk melakukan kekerasan dan intimidasi pada
pemilu 1999.
| Faktor-faktor -penyebabnya di samping kérena faktor ke}apuhan,
adalah adanya per'lawanan yang sangat ketat dari kekuatan-kekuatan
politik lain, untuk mengontrol kekuatan utama negara yang lama seperti
Golkar. Akibatnya kecenderungén kel{érasan yang terjadi justru berbalik
arah, berbeda dengan kekerasan pada masa sebelumnya. |
Secara struktural pelaksanaan p:emilu 1999 samé sekali berbeda
dengan pemilu-pemilu orde baru. Unsur yang dominan tidak lagi
pemerintah, tetapi juga be;-asal dari unsur parfai politik sebagai
pelaksana. Demikian juga dengan struktur pengawasan pemilu, yang diisi

oleh unsur-unsur pengadilan, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi. Di
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sisi lain, juga mulai dilembagakan pemantau-pemantau pemilu. Dari sisi
aturan pelaksanaan, sebenarnya unsur-unsur atau agen kekerasan politik
pada masa orde baru sudah diposisikan netral, seperti ]éNS (birokrasi)
dan ABRI. Tetapi, jika dilihat dari fungsi-fungsi struktur tersebut, masih
banyak yang mengalami dilema di lapangan. Panitia Pengawas Daerah
Tingkat [ (Panwasda [) dan Panitia Pengawas Daerah Tingkat II
(Panwasda II) seringkali dianggap sebagai lembaga yahg tidak memiliki
| “gigi” dan kewenangan yang jéias. Untuk menindak lanjuti pelanggaran
maupun tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat pada masa Pemilu.
Bahkan, mereka yang menjadi anggota Panwasda I Jateng justru
menjelaskan  bahwa fungsi panwasda sebatas penilaian dan sanksi‘
administratif. ‘_Tidak' bérfungsi untuk memberikan sanksi atas pelanggaran
atau tindak kekerasan yang terjadi. Meskipun aturannya demikian, tetapi
* di sejumlah tempat masih ditemui kekerasan dalam bentuk “intimidasi”..
Contohnya keinginam seoréng “penguasa”‘ untuk tetap berkuasa kedua
kalinya, membuatnya menggunakan berbagai cara untuk memenal\igkah
partai Golkar. Cara yang digunakan adalah dengan me.nginstruksiml:én
képada jajaranmya untuk memenangkan partai po.litik itu. Selanjutnya
pejabat di bawahnya akan menekan pejabat di bawahnya lagi dan begitu
seterusnya.
Akibat-akibat struktur dan fungsi pelaksanaan pemilu 1999 yang
“gamang” dalam menjalankan aturan-aturan main pemilu, yang terjadi

adalah kekerasan dalam Dbentuk dimensi . kekerasan horizontal.
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Kegamangan ini menunjukkan bahwa bela_ksana pemilu baik di tingkat
Panitia Pemilihan Daerah Tingkat 1 (PPD I) maupun Panitia Pemilih
Daerah Tingkat II (PI:D iI), hampir sebagian besar “kebingungan”
dengan munculnya pelanggaran dan kekerasan yang terjadi. Umumnya,
lembaga pelaksana (PPD I dan PPD II) yang berasal dari partai p‘olitik;
tidak dapat mencegah kekerasan yang terjadi dalam putaran-pukt.;;‘fan
kampanye politik._ Memang, sebégai penilai dari aturan-turan yang dibuat
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Indonesia_(I?_PI)
maupun PPD [ dan 1l sebagai implementasi dari undang-undang pemitu
adalah Panwas pusat maupun dacrah. Tetapi tampaknya panwasda hanya
berfungsi sebagai penjaga moral, dan memberikan imbauan-imbauan’
sajd, tanpa memiliki kewenangan ulntuk memberikan sanksi.

Akiba}nya' kekerasan yang terjadi sepertinya mendapat peluang
secara struktural untuk tetap terjadi, sebagai akibat dari kegamarigan
struktur pelaksana pemilu yang tidak memiliki sikap yang tegas atas
terjad.'iuya tindak l(GkGl‘ElSﬂl"l. Kekerasan akhirnya menjadi sesuatu yang
biasa, ditolerh; dan sepertinya sudah “included” dalam proses politik
yang tidak menentu dan dalam politik tanpa arah, dan tanpa kendali. Ini
menunjukkan‘ bahwa masyarak;dt adalah pemenang sementara atau
sebagai pengcndali. proses politik, Di bandingkan- pemerintah_sebagai
pelakunya. Dalam suasana politik seperti ini, suka atau tidak, kekerasan
sepertinya dibenarkan sebagai bagian integral dari sistem yang sedang

kehilangan kepercayaan dari publik.
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Dampak. paling‘ nyata sebagai akibat da}ri situasi demikian,
tampaknya berbaiik hampir seratus cielapan puluh derajat, bila
dibandingl%an dengan.pemilu 1997. Di mana Golkar sébagai partai
pemenang masih diduku‘ng oleh semua lapisan, baik birokrasi, penguasa,
ABRI maupyn pendukungnya. Tetapi, pada pemilu 1999, Golkar yang
telah kehilangan cantolan birokrasi,penguasa, ABRI dan sebagian
pendukungnya, semakin mend.apatkan perlawanan dari musuh-musuhnya
yang dahulu juga diperlakukan sewenang-wenang.

Po]ﬁ kekerasan yarig terjadi bersifat kekerasan horizontal, yaitu
'kek.erasan yang dilakukan oleh massa satu partai dengén massa partai
la'i nnya, atau massa rakyﬁt dengan massa partai.'Dilihat dari faktor-faktor
pemicunya, kel@rasan didorong oleh egoisme 'partai. Seperti tidak séi;_,ang
dengan calcn‘ll caleg, akibat ejekan-ejekan, dan akibat pencabutan benciéra ‘
ol.eh massa yang satu diikuti pula oleh massa yang lain sehingga
mentmbulkan reaksi, dengan berlanjut timbulnya konflik hingga terjadi
kekerasan. |

Tabel 2
Faktor-faktor pemicu kekerasan selama Pemilihan Umum 1999
di Jawa Tengah

(n = 31 kasus)

Faktor Pemicu Prosentase
1. Tidak senang terhadap calon caleg 22 -
2. Pencabutan bendera 13,6
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3. “Egoisme” massa partai 36,4

4. Ejekan-gjekan ) 18,2 -
5. Lain-lain o 9
Jumlah . 100

- Sumber Polda Jateng, data primer diolah
Penjelasan Tabel ;.
L. Tidak senang terhadap calon Iegisiatif ( caleg ) karena : caleg

dulunya dari partai lain, dan sebagainya.

12

Pencabutan bendera : Tidak senang dengan Partai tersebut, maka

benderanya dicabﬁ.ti.

3. Egoisme.massa partai : Adanya provokasi maka kemarahan massa
partal muncul, hingga bertindak semaunya sendiri, karena cintanya
terhadap partai poli‘tik.

4. Eljekun-cjékun Sepulang dari kampanye saling mengejek de-ngan
massa partai lain.

5. Lain-lain : Menyobek tanda gambar peserta pemilu.

Faktor egoisme terutama kecintaan terhadap partai politik yang
dilakukan massa merupakan suatu fenomena um-um pada pemilu 1999.
Hampir di semua lokasi, faktor ini yang paling memicu munculnya
kekerasan. Polanya biasanya terjadi akibat ejek-ejekan ketika melakukan
kampanye. atau pada saat saling berpapasan, kemudian terjadilah

* lemparan-lemparan batu atau benda-benda lainnya. Pada sisi lainnya

kekerasan juga dipicu oleh adanya tindakan pencabutan bendera,
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umumny%t terjadi pada partai Golkar. Sikap politik ini menarik, icarena'
unsur partai yang. “silﬁbol”nya selalu diganggu hanyalah Golkar. Sikap
poliﬁk sémacam ini tidak hanya menunjukkan simbol kekecewaan pada
nasa lali:u, letapi sekaligus dapat diartikan scbagai rasa .“balas dendam”
atau perlfakuan-perlakuan pada imasa lalu yang dilakukan oleh Golonganl
Karya. | |
| _S;ébzlgai111a11a diketahui pada masa Orde baru, untuk dapat

menjadi ;partai kekuatan tunggal atau ( “single majority’"), Golkar dengan
hcrbugai;'agennya, termasuk birokrasi sipil maupun militer, tidak hanya .
me]akuléan tekanan, teror atau ancaman (kekerasan non fisik) tetapi
sering kali juga melakukan-tindak kekerasan fisik, seperti penahanan dan
lain sebagainya.

Puncak yang paling kental térlihat pada kongres PDI di Medan
tahun 1994 dan tahun 1996, Terutama kongres tahun 1996 yang
digunakan uﬂtuk mcnggl.lsm" PDI Mégawati‘ Semua kristalisasi
kekecewaan ini diwujudkan pada sikap-sikap perlawanan politik massa,
semenjak pemilu 1997,dan masih “tersisa” pada pemilu tahun 1999.

Kekerasan juga dipicu oleh ketidak seﬁangan terhadap calon
legislatif. Hal ini terutama terjadi di tubuh PDI-Perj vangan. Kekecewaan
massa terhadap calon yang dianggap “bunglon” ,atau penghianat daﬁ
hanya memanfaatkan situ‘asi pdlitik. Inilah yang mendorong mas'sa tidak
percaya terhadap calon legislatil dari wilayahnya. Kontrol ini dilakukan

karena massa merasa tidak memahami kebijakan partai dari cabangnya

¥
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yang mencalonkan seseorang yang dulunya dianggap sebagai orang-
orang Golkar, yang kemudian menyébera{ng ke PDIlPerjuanga.n.
Sentimen loyalitas dan apa yang pernah dilakukan terhadap partai,,
akhirnya mengubah kekesalah menjadi tindak kekérasan. Buntut dari
semua itu di‘v-vujudkan dalam bentuk merusak rumah caleg yang
b‘exfsahgkutan, bahkan ada yang hingga ménikam san‘g calon legislatif.

Sementara itu dilihat dari jenis kekerasan, yang paling sering |
terjadi adalalfperusakan (seperti perusakan kantor, kendaraan massa
pa:ﬁi dl-l) dan pemukulan atau penyiksaan serta pelemparan batu dan
intimidas-i. Lebih jelas tentang jenis kekerasan yang terjadi sepa‘;ij'ang

pemilihan umum 1999 di Jateng dapat dilihat dalam tabel 3 berikut :

Tabel 3 a

Jenis-jenis kekerasan selama Pemilillan Umum 1999 di Jawa Tengah

(n =31 kasus)

" Jenis Kekerz_lsan .| [Persentase
1. Pemukulan/ peﬁyiksaan 24
2. Iﬁtimidasi 12
3. Bentrokan 4
4. Pelemparan Batu 12
5. Perusakan (kantor dan kendaraan) 11 .
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6. Pengeroyokan 3
7. Perkelahiaﬁ . - 6
8. Penikaman/pembacokan ' 3
9. Penyanderaan . 1
Jumlah 100

Penjelasan Tabel :

1.

Pemukulan/ penyilésaan ; dilakukan oleh pendukung partai tertentu
terhadap pendukung partat lain.

Intimidasi dilakukan dengan cara mengancam agar memilih partai
tertentu . )

Bentrokan , terjadi setelah pulang kanﬁpanye berpapasan antar
pendukung partai.

Pelemparan batu dilakukan di kantor atau pos-pos Partai .

Perusakan kantor dan kendaraan di kantor Parta}i Golkar .~
Penger‘oyokén dilakukan setelah pulaug kampanye .

Perkelahjian dilakukan karena ingin balas dendam .

Penikaman dan pémbacokan dilalkukan antar pendukung partai .

Penyanderaan dilakukan karena melakukan pelemparan batu dan

tertangkap oleh kader partai yang jaga kantor tersebut.

Jenis-jenis kekerasan di atas merupakan jenis kekerasan yang

umumnya terjadi dan sudah menjadi suatu kebiasaan. Seperti

pemukulan/penyiksaan, intimidasi, bentrokan, pelemparan batu,
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perusakan kantor dan kendaraan, pengeroyokan, perkelahian. Yang agak
lain dibandingkan de_ngan ciri l.cekerasan sebelumnya ‘adalah
penyanderaan dan penikaman/pembacokan  yang justru umumnya
dilakukan terhadap caleg wakil mereka sendiri.

Kemudian muncul pertanyaan di maéyarakat, siapakahi pelaku

yang sering melakukan tindak kekerasan. Ternyata massa Golkar dan

" massa PDI-Perjuangan lah yang paling sering melakukan kekerasan.

-

Umumnya, kekerasan dilatar belakangi oleh faktor “ggoisme”, dan saling
mengejek di antara kedua partai yang sejak lama sudah saling

mempunyai persoalan-persoalan.

Tabel3 b '

Pelaku tindak kekerasan selama Pemilihan Umum 1999 di Jawa Tengah

| " Pelaku Kekerasan . Persentase
1. Massa Golkar | -4 ’ 34,2
2. Magsa PDI-P | ' 37,1
3. Birok_yasi Bl 36
4. Warga Masyarakat ‘ : 11,4
5. PUDI | 28
6. PPP ‘ 2.8
7. PAN 2,8
.S' PUI 7 2,8 J
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9. PD! 2,8

Jumlah : 100

Sumber.data Polda Jateng

Keterangan tabel : Pendukung Partai yang satu lr;elakuka.n kekerasan
terhadap  pendukung  partai = lain ‘dihitung
berdasarkan prosentasi.

Dari gambaran pelaku di atas, terlihat adanya kecenderungan
benturan dua arus utama kekuatan. politik di Jawa Tengah. Kekuatan
politik yang kuat diperankan oleh PDI-Perjuangan, sementarg kelcuatan
politik yang “lemah” diperankan oleh Golkar. Di sini kemudian dapat
dicatat  bahwa proses pemilihan umum 1999 di ‘.]awa' ‘Tengah’
melambangkan pertarungan dan kompetisi para kontestan pemilu yang'
sebenarnya. Yang paling ‘menarik adalah mengapa Golkar mengalami
degradasi kepercayaan politik dan massa lebih meyakini PDI-Perjuangan
sebagéi alternatif pembawa perubahan rakyat. |

Semua itu sabagai akibat performance Golkar pada masa orde
baru yang dianggap terlalu menekan dan menin'das rakyat dan kekuatan
yang berusaha untuk tumbuh—sebagai pesaingnya. Bagi rakyat kecil,
Goikar dianggap sebagai penanggung jawab masalah-masalah sosial
politik, Terutama krisis ckonomi, yang sedang lerjadi, fclapi yang
menarik adalah kecenderungan perlawanan secara fisik hanya dilakukan

oleh massa partisan partai yang militan, dan masyarakat secara umum
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tidak terlibat di dalam proses kekerasan itu. Di sinilah terlihat adanya
“silent majority’" atau masls.a mayoritas yang diam. Seorang ibu rumah -
tangga bahkan mengatakan :“mengapa saya harus memilih Golkar,
karena Golkar selama ini telah merusak dan membodohi rakyatnya”.
Umumnya rakyat yang tergolong “silent majority” inilah yang menjadi
peneﬁtu pemilu, karena mereka yang memiliki suara rakyat yang
sesungguhnya. '

Bagi  PDI-Perjuangan,  situasi  demikian ini sangat
menguntungkannya, lerutama ketka Golkar telah mengalami ketidak
percayaan dari rakyz_tt, maka satu-satunya alternatif bagi partai yang
dianggap mampu membawa perubahan bagir rakyat adalah PDI- -
Perjuangan. H.al ini sebagai akibat empa& yang diberikan kepada sosok
dan simbo h4égal)va1ti yang telah sékian lama ditekan dan ditindas oleh
orde baru bersama dengan Golkar,dau bahkan militer. Jawa Tengah
umumnya mempunyai Kaitan historis dengan PDI-Perjuangan ini,
terutama ketika pemerintahan Orde lama berkuasa. Dan selama orde
baru,l partai inilah yang paling menderita.

Derita-derita inilah yang menimbulkan ikatan-ikatan emosional
yang sangat kuat antara massa “silent majority”-dengan PDI-Perjuangan.
Akibatnya PDI-Perjuangan menggusur perolehan partai Golkar di Jawa
Tengah khususnya Semarang,

Dari berbagai bentrokan di Jawa Tengah, terlihat' bahwa

mobilisasi pendukung partai,uang dan senjata dari pihak massa menjadi
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clemen penting, dari kampanye pemilihan umum. Sekaliiaun tidak
tercatat terjadinya bentrgkan dengan kekerasaﬁ“sebanyak” kemungkinan
atau- peluang'uhtuk itu. Jika dibandingkan dengan “potensi” konflik
kekerasan sebagaimana tercermin dari alat-alat kekerasan yang
dipersiapkan atau dibawa oleh partisipan kaimpanye.. Sé]ain yang telah

disebutkan di atas, tetapi dipersiapkannya atau dibawal{ya alat-alat

i

Lkekerasan itu sendiri telah mengindikasikan potensi konflik dengan
kekerasan, Di lain ﬁl_mk, tampak sekali betapa lemahnya negara dalam
melakukan tindakan hukum atau memberikan sanksi kepada partai politik
yang melanggar rambu-rambu pemilihan umum. Kasus-kasus kekerasan
yang tercatat umumnya tidak ditindak lanjuti secara justisial di
pengadilan.

Kelkerasan yang muncul sepanjang pelaksanaan pemilihan umum
1999 menunjukkan dua kecehdérungan umum yaitu adanya indikasi -
kekerasan i‘f;herer;;i dan kekerasan gontigency. Kekerasan contigency
muncul sebagai akibat adanya kondisi-kondisi lstruktural yang diduga
.menj adi akar persoalan munculnya kekerasan politik.

Format pemilihan umum 1999 térnyatz; memberikan ruang bagi
lcrjudiﬁyu kckerasan poliiik. Hal ini paling {idak discbabkan oleh
beberapa hal
_ Pertami struktur pelaksanaan pemilihan umum 1999 yang diisi oleh
unsur dari partai politik dan pemerintah ternyata tidak mampu

menjalankan aturan-aturan main’ yang bebas dari unsur
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Kedua,

kekerasan. Dengan demikian kekerasan ‘merupakan suatu
kenyataan yang susah untuk ditarhpik kehadirannya. Di bawah
situasi politik yang tidak menentu, di mana pemerintah,
termasuk al')arat penegak hukum telah kehilangan otoritas dan
legitimasi politiknya. Suatu situasi yang berimplikasikan pada

pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri. Termasuk dalam hal

ini adalah Panwasda tingkat I dan tingkat II yang tidak

mempunyai otoritas‘ penuh  untuk menindak berbagai
pelanggaran yang terjadi, termasuk dalam hal ini terjadinya -
kekerasan politik. |

kelkerasan politik yang terjadi merupakan reaksi m}iésa partai

teriadap massa partai yang dianggap status quo (Golkar). Ini

. terlihat dari frekwensi konflik yang terjadi antara massa PDI-

Perjuangan dengan Golkar. Kondisi-kondisi struktural yang

menyebabkan munculnya kekerasan contigency ini antara lain

adalah akibat tidak adanya lembaga-lembaga pelaksana

-pemilihan umum yang memiliki - otoritas penuh. Untuk

menihdak lanjuti berbagai pelanggaran n'mupun kekerasan yang
ter] adi. Agak berbeda dengan pelaksanaan pemilu-pemilu pada-
masa orde baru, seperti pﬁda kasus Lapangan Banteng di
Jakarta, 11 Maret 1982, ketika kekacauan segcré ditindak
lanjuli oleh pemerintah (yang mcn'ﬂ)cln Golkar), atau kekerasan

dii Banjarmasin pada pemilu 1997, di Pekalongan 1997 dan
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Madura 1997, yang segera diatasi dengan cara-cara yang
represif oleh negara. Pada masa itu, negara masih memiliki
otoritas penuh untuk melakukan penggunaan kekerasan,
sehingga tindak kekerasan secara horizontal tidak meluas dan
dapat dieliminasi dengan cara kekerasan pula.

‘Sebaliknya pada pemilihan umum 1999, Golkar dilepaskan oleh
pendukung utamanya, yaitu ABRI dan Birokrasi. Sehingga di beberapa
lokasi di Jawa Tengah, Golkar (yang telah menjadi partai politik)
“menjadi i)ihak yang sangat tersudut dan mendapat perlawanan dari partai
PDI-Perjuangan. Unsur konflik yang berpengafuh adalah persoalan
“eyoisme” massa partai. Dengan demikian, secara inherensi pelaku-
pelaku tindalcpidana pemilihan umum memahami dengan sadar apa yang
dilakukannya. Uﬁsurnya lebih banyak dipengaruhi oleh rasa balas
dendam politik, seperti diketahui, ketika .01'(1{-3 paru berkuasa (termasuk di
dalamnya adalah Golkar). Partai-partai lain mengalami kekerasan politik
éecara str.uktural (contigency). Inilah yang meniicu munculﬁya
““kesadaran” politik massa yang mendorong kekerasan terhadap
Golongan Karya.

Fenomena yang dikemukakan di atas, terjadi di hampir s‘emua
daerah. Dengan kata lain, massa pada tingkat bawah memahami bahwa
dalam masa transisi politik yang sulit bagi “partai pemerintah” untuk
berkelit. Ketika pemerintah mulai kehilangan legitimasi politiknya, maka

kekerasan yang terjadi secara nyata disadari oleh para pelakunya. Hal ini
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sebagai dasar kepercayaap massa pelalc-u, bahwa kekerasan yang terjadi
apabila dilakukan terhadap Golkar tidak akan diproses secara l_mkum.
maupun dianggap sebagai pelanggaranberat dalam pemilihan umum.
ApalZigi lembaga Panwasda, schingga agenda yang lebih penting‘bagi
pelaksana pemilu adalah bagaimana pemilihﬁn umum dapat dilaksanakan
dan berjalan dengan lancar. Konteks politik inilah yang ikut mendoz;ong
muncuinya berbagai tindak kekerasan politik, baik dalam dimensi

inherensi maupun contingensi.

o

Dengan ‘demikian, kekerasan dipicu oleh rapuhnya struktur
politik, otoritas pengunasa, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap
pcny_c!cnggm'u- kekuasaan. Scgera dalam kondisi semacam ini, tcori
penularan menjadi alat yang paling cil-:kllir alas terjadinya kekerasan.
Penularan ini kian penting bagi muncuinya *“budaya kekerasan” di
nmsya'rakat. Dalam konteks demikian, maka kekerasan justru merupakan
suatu destruksi dari kebebasan, betapapun polanya dilakukan -oleh
masyarakat. Kalangan yang memruj a pendekatah budaya biasanya melihat
bahwa gej alafgejala penularan terjadi sebagai akibat dari internalisasi dan
sosialisasi perilakun kekerasan. Melalui media massa, televisi, film
maupun bentuk-bentuk teknologi informasi lainnya, Meskipun sangat
'(SLilit untuk mengukur seberapa besar pengaruhhya. Pada sisi lain,
pérubahan-peruba:han sosial sering kali dianggap memicu letupan-letupan

kekerasan. Dari konteks inilah salah satu cara kedepan untuk meredam

kekerasan adalah dengan mewujudkan cita-cita demokrasi. Demokrasi
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merupékan satu-satunya sarana untuk dapat melakukan perubahan secara
dz;mai.. |
| Selama pemilihan unium 1999, wacana kekcrasal; tidak mencatat
banyak peristiwa tindak kekerasan politik yang terjadi di Jawa Tengah
secara utuh. Meskipun pertikaian antar kelompok partai islam, khususnya
_ a;ntar PPP dan PKB menguat, tetapi nampaknya masing-masing pihak
menjaga diri. Banyak selebaran yang ditemukan tidak cukup kuat untuk

s

” n;ilelctupkan suatu kekacauan. Terlepas dari apakah selebaran-selebaran
itu merupakan skenario pergolakan politik yang lebih besar dan l;erasal
dari luar Jawa Tenéah, isinya juga mereprés,entasikan gejolak politik
niasyarakat lokal. ,

Dari Se__leb.aran yang ada, mudah sekali diraba adanya perseteruan
yang kuat antara dua partai Islam yaitu PPP dan PKB. Apabila diteliti,
berba-lgai selebaran yang ditemukan di daerah merupakan foto copy
faksimi_li yang dikirim dari Jakarta. Selebaran yang pada intinya
mengklasifikasikan PPP sebagai salah satue partai_ status quo, dianggab
merugikan partai tersebut. Dalam’ pandangan PPP selebaran itu akan
sangat merugikan perolehan suara mereka, karena masyarakat “fobi”
dengan status quo.

Pelanggaran atas undang-undang pemilihan umum tahun 1999
dapat dikelompokkan kepada :

Pertama, ketentuan mengenai “massa mengambang” yang pada

dasarnya bertujuan untuk menghindarkan rakyat lapisan bawah dari
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kegiatan politik dan memfokuskannya pada upaya-upaya meningkatkan
késejahteraan. Ternyata, disalahgunakan untuk menguntungkan OPP
tertentu dengan n;emanfaatkan jalur birokrasi dan menghambat kegiatan-
- kegiatan politik dua OPP lainnya. |

Kedua, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Pemiiu j;) PP NO 20
- tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri _Sipil d;ﬂam Parpol atau
~ Golkar juga membuka peluang{ Iérjaclinya keémfingan. Kecurangan
fersebut biasanya terjadi pada saat pegawal negeri yang ingin ménjadi
anggota parpoi selalu mendapat ham.bat;m. Sementara yang ingin masuk
Golkar lanca;wlaﬁcar saja.Selain oleh pihak yang berkuasa (ABRI dan
aparat keamanan lglinn};a, aparat  birokrasi pe_merinmh dan. Golkar)
pelanggaran atau kecurangan .dalam pemilihan umum juga dilakukan
oleh Badan Penyelenggara Pemilu, Pada hakikatnya juga dibentuk oleh
pemerinltlah. Badan Penyelenggara pemilihan uﬂ-mm itu antara lain:

a. DPanitia Pendaftar Pemilih (Pantarlih),

b Kélompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),

c. Panitia Pemungutan Suara (PPS),

~

{.  Panitia Pemilihan Daerah (PPD), dan

e. Panitia Pengawas Pelaksana Pemilu (Panwaslak).

-

Mereka melakukan kecurangan antara lain :
1. Money politic, permainan uang dalam politik, khususnya pembelian

suara yaitu para pemilih diberikan sejumlah nang atau barang dengan
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imlt;alan agar memilih OPP tertentu. Aksi imi dikategorikan sebagai
“proyek” sehingga.sebagian dari dana tersebut dapat masuk ke
kantong petugas itu sendiri. Di Boyolali aksi ini terjadi ketika juru
kampanye dari Partai Golkar _b¢1'i11i3131 SM yang melakukan aksi
bagi-bagi duit ketika yang bersangkutan melakukan kampanje di
Desa-Trobosé, Kecamatan Sambi, Boyolali tanggal 22 Mei 1999
kepada salah seorang peserta kampanye, malangnya aksi éM ini
diketahui oleh Wakil Ketu‘a Panwascam yang secara langsung |
menyaksikan aksi SM, akhirnya y;_;ly, bersangkutan di adili di
pengadilan dengan dakwaan melanggar Pasal 73 Undgng-undang |
Nomor 3 Tahun 1999 taﬁténg Pemilihan Umum.

Semangat. jabatan/kedudukan atau iming-iming hadiah bagi para
peserta kampanye. Bagi pejabat kegiatan itu merupakan usahanya
-untuk mempertahankan kekuasaan dt;ngan merail suara sebanyak-
banyaknya. Di samping itu, sering kali pejabat tertentu menjanjikan
akan memberikan semacam hadiah tertentu bdgi bawahannya jika
cllapat memenuhi target suara yang ditentukannya. |
Takut kena sanksi. Selain motivasi-motivasi di atas, juga terdapat
genﬁwmn rasa lakut dikenai sanksi oleh atasannya, apabila yang
bersangkutan tidak dallnlat nﬂemenuhi ltarget yang telah ditentukan,

akan tidak diikutkan dalam program-program pemerintah, atau

dipersulit dalam memperoleh pelayanan publik.
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PS4 UE NE MT:

Penerapan Hukum

Begitu juga dengan konflik antar partai PPP dan PKB di Jepara
yang terjadi pada tanggal 30 April 1999 yang terjadi di Desa Dongos,
Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, kepolisian telah me'l_akv;lkan
upayﬁ refresif dengan melakukan pcnyelidi.kan dan penyidikan dengan
mengidentifikasi korban dan memeriksa para tersangka ' perkara
pe;lmbakaran, penganiayaan dan membawa senjata ‘tajam  yang
mengakibatkan korban 4 61'ang meninggal dunia, 12 orang luka-luka dan
kerugian 3 buah rumah dibakar, 14 buah kendaraan roda empat dan 8
buah sepeda imotor musnah dibakar. Para tersangka dikenakan pasai-
pasal tentang pembunuhan (pasal 338 KUHP), penganiayaan (pasal 351),
pengeroyokan (Pasal 170 KUHP), pembakaran {Pasal 188 KUHP) dan
membawa senjata tajam (pasal 1 Undang—undang Darurat Nomor 12
tahun 1951). Terhadap para tersangka telah dilakukan penangkapan dan '
penahanan. Berkas perkaranja kemudian dikirim ke kejaksaan untuk
difakukan penunlutan. .Perkarﬁ ini telah disidangkan di Pengailan Negeri
Jepara pada tanggal 28 Juli 1999 dan sampai saat ini masih dalam status -

andmg di Pengadilan Tlnggl Jawa Tengah dan ada pula yang telah

dlplltl.lS tetapi mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung
Republik Indonesra di Jakarta,

- Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa, meskipun

terdapat pelanggaran atas undang-undang pemilihan umum terutama asas
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Luber,'"” namﬁn pelanggaran itu sangat ’sedikit yang diajukan ke
pengadilan. Kompromi-kompromi politik antar elit partai@po.litik menjadi
dominan dalam penyelt.asaian kasus itu. Apalagi dengan adanya kesan
bahwa undang-undang pemilihan umum khususnyé tentang ketentuan
. pidana Pasal 72 hingga Pasal 75 terjadi‘tumpang tindih dengan ketentuan
- dalam KUHP. Dilain pihak,ketentuan pidana dalam undang-undang
pemilihan umum merupakan delik politik.“o Sehingga'peny;alegaiannya
pun lebih, menggunakan . pendekatan-pendekatan politik dari pada
pendekatan hukum. Dengan demikian mesin politik yang bekerja telah
memandulkan sistmﬁ hukum terutama Sistem Peradilan Pida‘na untuk
menyelesaikan pelanggaran undang-undang }‘Jem'ilu melalui jalur hukum.
Memang harus diakui bahwa, sama sekali tidak adg jaminan
pemilu yang -“‘Luber” dan “Jurdil” akan menghasilkan pemerintahan yang
demokratis.'"! Femeritahan hasil pemilu yang paling bermutu. sekalipun
bisa saja inéﬁsien, korup, tidak bertanggung jawab dan tidak sanggup

menerima kebijakan yang dituntut kepentingan wmun.

199 Ajexander Irwan dan Edriana, Pemilu, Pelanggaran Asas Luber, Penerbit Sinar Harapan,
Jakarta, 1996, halaman 14. meskipun diakui bahwa sulit untuk mengkategorikan pelanggaran
terhadap satu asas pemilu, kaena tumpang tindih dengan kategori-kategori yang lain sehingga
diputuskan untuk menggabungkan pelanggaran itu ke dalam satu kategori saja yaitu pelanggaran
terhadap Asas Luber. Begitu juga Hadi Sasongko, Pemilu *99 Komedi atau Tragedi, Penerbit
Pustaka Grafiksi, 1999, hal 1 “Pemilu jangan membuat hati pilu”

" Menurut Loebby Leogman Delik Politik merupakan istilah sosiologis, bukan isitilah yuridis.
Karena itu terjadi kerancuan dalam praktek dan menyulitkan terjadinya kesatuan pendapat tentang
substansi delik politik. Ternyta dalam praktik penyelesaian konflik politik dicoba untuk
diselesaikan melalui pengadilan. Lihat makalah beliau “Penyelesaian Konflik Politik, Tinjauan
Historis-filosofis dan Praktis Pemanfaatan Peradilan sebagai Wahana”. Makalah dalam diskusi
sehari “Peradilan Politik dan Hukum” bersama dengan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia
(PBHI) dan Pusat Studi Kependudukan Universitas Nasional Jakarta, 25 Juni 1997 halaman 1.
f.ihat juga buku beliau Delik Politik di Indonesia, Penerbit Ind-Hill co, Jakarta 1992 '

"' pax Benedanto (Ed)< Pemilihan Umum 1999, Demokrasi atau Rebutan Kursi, Penerbit
Lembaga Studi Pers dan Pembangunan. Jakarta, 1999, halaman 8
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Meskipun demikian, dapat dikemukakan bahwa melalui
pemilihan umum tahun 1999 ini, pelanggaran pemilihan umum telah
dicoba untuk dilakukan pendekatan hukum dengan melakukan
penyélidikan dan penyirdik‘an,l penuntutan dan peracjlilan meskipun dalam
juﬁﬂah yang kecil. Sehingga dapat dikemukakan bahwa sistem 'peradi]an
pidana sudah mulai bekerja untuk menyelesaikan pelanggaran undang-
undang pemilu melalui jalur hukum yang seiama ini tidak pernah t.g:rj adi

pada pemiliban umum sebelumnya.

C. Pengarul Kekuatan Partai Politik terhadap Penyelesaian Tindak Pidana

Pemilihan Umuin

Dalam bab ini dibahas mengenai :

L.

2.

Penegakan Hukum
Pengaruh Kekuatan Partai Politik

Penyclesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum

Penegakan Hukum
Meskipun- -telal{ ada upaya penegakan hukura terhadap

pelanggaran undang-undang pemilihan umum. Akan tetapi persentasenya

sangat kecil dibandingkan dengan pelanggaran undang-undang pemilihan

umum sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena di satu pihak penegak

“hukum seperti penyidik ragu-ragu untuk menerapkan ketentuan hukum
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yang akan digunakan untuk menjerat pelaku. Apakah akan menggunakaﬁ
undang-undang pemilihan umum atau ketentuan dalam KUHP.

Bentrokan antara PPP dan PKB di Desa Dongos Kabupaten
lepara, penyidik mcnggunakﬁn ketentuan KUHP. Hal ini berdasarkan
perimbangan bahwa kctentuﬁn ﬁidana dalam undang-undang pemilu
lebih merupakn delik politik, karena itu penyelesaian sacara politikpun
jauh lebih terbuka di bandin’ékan denéan penyelesaian secara hukum.

Han‘ya kasus money pbh‘tié di Boyolali yang ditempuh jalur
hukum denggn nienggunakar ketentuan pidana dalam Pasal 73 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Meskipun
demikian pendekatan politik tetap dilakukan oleh elit-elit partai politik
tersebut. Agar yang bersangkutan meskipun telah terbukti melakukan
tindak pidana, namun kepada hakim dimohonkan agar terpidana tidak
pérlu menjalankan hukuman kecuali di belakang hari yang bersangkutan
melakukan tindak pidana lagi. Dengan demikian jelas bahwa sistem
peradilan pidaﬁa dalam bekerjanya dipengaruhi oleh suasana politik yang
1éngdh berlangsung dalam suatu saat tertentu.

| Partai politik yang dipersonifikasikan oleh tokoh—tokoh politilf
menjatankan .mesin' politik sesuai dengan arahan dan i(ebijakall partai .
mengahadapi suatu masalah tertentu. Dengan demikian juga berarti
bahwa bekerjanya sistem peradilan pidana juga akan dipengaruhi oleh

bekerjanya mesin politik birokrasi yang lebih besar.
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Secara teoritik- dapat dikemulkakan bahwa subsistem pelitik

e . . y . . 1i2
memiliki konsentrasi energl yang lebih besar daripada hukum.

Sehigga jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada

datam kedudukan yang femah. Dalam kenyataannya hukum kerap kali

‘

menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik sehingga
tidak sedikit orang yang memandang bahwa hukum sama dengan
kekuasaan.

Sehubungan dengan “lebith kuatnya energi” politik dalém
berhadapan dengan hukum, apa yang dikemukakan oieh Dahrendorf,'"?
dapat memperjelas mengapa hukum menjadi cermin dari kehendak
pem.egang kekuasaan atau identik dengan kekuasaan. Ada enam cirl
kelompolf dominan atau kelompok pemegang kekuasaan politik yakni :
Pertama, juﬁ:llalmya selalu kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai,
Kedua, memiliki kelebihan kekayaan material; _inteléktué.l dan
kehormatan moral. Ketiga, dalam pertentangan selalu terorganisir lebih
bai'k dari kelompok yang ditundukkan; Keempat, kelas penguasa hanya
terdirl darl orang-orang yang memegang lposisi dominan dalm bidang
politik, sehigga elit penguasa diartikan sebagai elit penguasa dalam
bidung politik. Kelima, kelas pcngua.;;a sclalu bcrupayzl memonopoli dan’

mewaariskan kekuasaan politiknya kepada kelas/kelompoknya sendiri.

"'* Sutjipto Rahardjo, Loc cit. Libat pula Moh Mahfudz, Politilk Flukum di Indonesia, Penerbit
Pustaka LPIES, Jakarta, 1998, halaman [3. dengan mengutip pendapal Sri Sumantri, Mahfudz
mengatkan bahwa .
* mengkonstatasi hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif
kuretw api yang ketuar dari relnya. Jika hukum diibaratkan rel dan polilik diibaratkan lokomotif,
muaka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui”.
" Muchlude, op cit hal 14
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Keenam, ada reduksi perubahan sosial terhadap pembahan komposisi
kela'_s penguasa.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa hukum sebagai
produk 'politik, maka politik itu pulalah yang akan menentukan hukum
dan juga penégakannya. Hukum merupakan produk politik yang
-memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-
kehendak politik yang saling berinter_aksi dan saling bersaingan. Menurut
pandangan empiris,: produk’ hLl'l(.L-l—;'l'i sangat dipengaruhi oleh politik,
bukan -saja dalam penibuatannya tetapi juga dalam kenyataan-kenyataan
empirisn}_fa. ‘

Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi
beralasan adanya'konstaasi bahwa kerapkali otonomi hukum di Indonesia
.ini diintervensi oleh politik.''* Bukan hanya dalam proses pembuatannya
tetapi juga dalam impleﬁlentasinya. Dengan demikian semakin jelas
bahwa hukuﬁl merupakan cerminan kehendak-kehendak politik dalam
suatu saat tertentu. Begitu j.uga penegakannya senantiasa tergantung
kepada kehendak-kehendak politik tertentu dari pemegang kekuasaan
dalam v;/aktﬁ tertentu pula. Apalagi berhubungan dengan penegakan
hukum dalam bidang politik, pengaruh konﬁgur.asi politik yang tengah
berlangsung di kala tertentu akan menentukan arah penegakfm hukum
atas peleinggaran hukum tertentu.

Apabila penegakan hukum diarfikan sebagai upaya untuk

merealisasikan keinginan-keinginan hukum dalam kenyataan, maka

keinginan-keinginan hukum itu juga dicerminkan oleh keinginan

' Machfudz, op cit hal 13 ,
173



kekuatan tertentu dalam suatu masyarakat. Apabila politik dihubungkan
dengan de reele macht faktoren maka kehendak partai-partai pélitik
dominan akan mewarnai penegakan hukum saat itu.

Menurut Satjipto Rahardjo,'*® pgda masyarakat manapun juga,
orang atau go[o'ngan yang bisa menja}ankan kekuasaannya secara efektif
adalah mereka yang mampu mengontrol lembaga-lembaga politik dan
‘ekonomi dalam masyarakat. Keadaan yang demikian ini mcmberiléan
pengaruh yang penting di bidang hukum dan penegakannya. Timbullllya
pusat-pusat keluasaan yang membentuk  struktur kekuésaan dalaml
masyarakat memberi warna tersendiri terhadap kehidupan hukum di situ..
Pada masyarakat-masyarakat yang komplek, sejak pemb'uatan hukumnya,
pengaruh struktur kekuasaan telah 111:11ai bekerja. Dalam pembuatan
hukum ini pthak yang diLllltUllglcall adalah mereka yang lebih kaya serta
golongan-golongan dalam masyarakat yang aktif dalam kegiatan politik.

Séjalzm dengan hal itu, dalam rangka penegakan hukum, sistem
peradilan  pidana hendakléh dilihat sebagal sesuatu yang saling
berinteraksi dengan sistem sosial di liﬁgkunga.n sosialnya dalain

- peringkat-peringkat, masyarakat, ékonomi, politil, Ipendidikau, dan _
teknologi, serta subsistenﬁsubsistﬂn dari sistem peradilan pidana itu

sendirl.''® Kesemua sub sistem sosial itu saling ketergantungan dan

keterkaitan satu sama lain.

"% Satjipto Rahardjo, Masalali Penegakan Hukum, Penerbit sinar Baru,Bandung, tanpa tahun,

hai 57 . '

" Muludi, Kapita Selekta sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
© Semarang, 1995, halaman vii ' '
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Bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak dalam medan yang
hampa, oleh karena itu terjadilah hubungan saling mempengaruhi yang
kuat antara keduanya. Dilihat dari segi penegakan hukum, maka ini
berarti bahwa ia juga akan tertarik ke dalam medan pengaruh dan
konfigurasi kekuasaan dalam masyzlwakat. Struktur kekuasaan yang
kompleks yang umumnya ditemulkan pada masyarakat-masyarakat yang
tidak lagi sederhana, pada gilirannya juga akan menimll)ullcan penegakan
hukum j;fang tidak sederhana lagi. Dalam hubungan dengan struktur.
kekuasaan yang kompleké ini, kita berbicara mengeénai adanya penegakan
hukunt yang selektif. Sifat dan ciri dari sistem hukum yang dilahirkan‘
dalam masyarakat yang kompleks diturunkan dari konflik-konflik yang
inheren pada struktur masyarakat yang demikian itu. Menurut Satjipto,
terdapat hubu.ngan resiprositas antara bZldilﬂ.-b;ldan penegak hukum

dan masyarakatnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa ;'

“... oleh karena badan-badan itu berusaha untuk meningkatkan

- alau menarik  keuntungan-keuntungn dari masyarakat dan
menekan hambatan serta ancaman yang datang kepadanya,
maka penegakan hukum bisa cenderung meringankan golongan-
golongan yang mempunyai kekuasaan dan memberatkan mereka
yang tidak memilikinya. Golongan-golongan yang mempunyai
kekuasaan memperoleh keuntungan, oleh karena badan-badan
penegak hukum akan merisaukan kemampuan gologan tersebut |
untuk melakukan tindakan resiprositas”,

Partai politik diartikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir

yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita

""" ibid
" ibid
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yang sama.'"® Tujuan kelompk ini adalah untuk memperoleh kekuasaan

politik dan merebut  kedudukan politik, (biasanya) dengan cara

konstitusionil, untuk melaksanakan kebijaksanaan—kebij aksanaan mereka.
Partai politik yang menjadi wadah dari aktor-aktor politik memiliki
kekuasaan untuk mempengaruhi pihak lain guna mengikuti kehandak
mereka. Kekuasaan -inflah yang terkadang digunakan untuk
mempengaruhi sistem pemailan pidana dalam rangka- 111enanggulangi‘
kejahatan yang berkaifan dengan pemilihan umum.

Pada pihak lain, penegakan hukum itu bukan merupakan proses
yang logis se.nvlata,'m- melainkan 'saratl dengan keterlibatan manusia di
dalamnya. Hal itu berarti bahwa penegakan hukum tidak dﬁpat dilihat
schagal  suaty proseé legislinier, melainkan suatu yang kompleks.'
Masuknya faklor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan
dimensi perilaku dengan sckaliaﬁ faktor j/é.ng menyertainya. Penegakan
hukum 'bukan lggi merupakan hasil deduksi logis, melainkan lebih -
merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian luaran (out put)
dari penegakan hukum tidak hanya didasar‘kan “p‘ad'a ramalan logika
semata, melainka juga hal-hal yang “tidak menurut logika™.

Menurut Satjipto Rahardjo,'?!

“penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi

wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa da pejabat
pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah dan -

1

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

1999, hulaman 160
"' Satjipto Rahardjo, Sosielogi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Penerbit
Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2002, halaman 174,

2 ibid
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pemaksaan (coercion) maka sejak semula hukum membutuhkan
bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi
tidak ada artinya bila perintahnya tidak dapat dilaksanakan.
Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan
paksaan yang scara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi
manifest”.

Keterlibatan manusia dalam  hukum oleh Donald Black
~ disebutnya dengan mobilisasi hukiml. Dalam mobilisasi hukum inilah

K
manusia

turut campur;fsehingga hukum tidak hanyé mcngancém dan’
berjanji di dtas kertas. IKKonsep mobilisasi hukum memberitahu kepada
kita, bahwa pe’ristiwa‘ pidana di dalam KUHP hanya menjadi kenyataan
a[:aab.ila muncul kasus-kasus pidéna dan kasus tersebut hanya dapat
muncul karena aaa mobilisasi hukum. Mobilisasi hukl_lm adalah proses
yang melalu it_;._l hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi
atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada 'sehigga_
hukum hanya akan menjadi huruf-lwraf mati di atas kertas belaka.
‘Tersedianya hukum berhubungan dengan akses ke dalam
hukum. Mobilisasi hukum juga ditentukan oleh seberapa besar hﬁkum itu
tersédia bagi rakyat atau seberapa mudah hukum itu dapat sampai kepécia
rakyal sehingga mereka dapat 1116ngguna_kannya. Mobilisasi hukum dapat
dimulai dengan‘inisizltif polisi maupun anggota masyarakat. Anggota

masyarakat dapat melaporkan terjadinya kejshatan, sehingga

menggerakkan roda hukum pidana. Apabila masyarakat itu tidak

bertindak, maka tidak akan ada kasus pidana.
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Negarg hanya menyediakan fasilitas bagi terjadinya penegakan
hukum, sedang selebihnya diserahkan kepada rakyat untuk bertindak
(atau tidak bertindak), dengan mengéunakan fasilitas ‘yang tersedia
tersebut.. Kendati tidak ada diskriminas{ dalﬁm penggunaan fasilitas atau

< hukum tersébut, tetapi dalam kenyataan di lapangan, tidak semua orang
berada di dalam posisi ﬁng sama untuk menikmati fasilitas yang
disediakan oleh hukum.

Para pelaku yang memiliki kekuasaan yang lebih besar akan
mendominasi  penegakan  hukum. Kekuasaan tersebut berupa
pengetahuan, status, hubungan-hubungan sosial dan kemampuan
ckonomi. Dengan kckuaéaan inilah mereka itu 1.ebih‘ mampu
mengendalikan dan memanfaatkan pénegakan hukum,

¢ struktur kekuasaan memberikan

Menurut Ronny Hanitijo,"
ke mnpztltnn kepada golongan-golongan atau  orang-orang  yang
mempunyai kedudukan yang berkuasa untuk memanfaatkan sumber-
sumber daya yang tersedia. Kondisi dan kemampuan suatu masyarakat
untuk menyediakan daya dan materi akan berakibat apakah pada |
masyarakat itu akan acia golongan yaﬁg berkuasa dan apakah ada
golongan  yang bersedia mlenerima perlakuan dari golongan ya(pg‘
berkuasa. |

Struktur  kekuasaan memberi - corak tersendirt terhadap

kehidupan hukum dan penegakan hukum. Pada masyarakat yang

12 Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, Penerbit Sinar Bary,
Bandung, 1984, halaman 71 :
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kompleks, sejak mulai pembuatan hukum, pengaruh s!:ruktur kekuasaan
itu sudah mulai bekerja, Selanjutnya dikatakan 123 «“Dalam pembuatan

~ hukum pihak yang diuntungkan édalah orang-orang atau golonga’n—
golongan yang lebih kaya dan yang aktif dalam kegiatan politik,
s.edangke.ln kepentingan-kepentingan rakyat jelata akan dikesampingkan
atau tidak mendapatkan perhatian seperti yang termasuk dalam golongan
politik yang berkuasa”. Struktur kekuasaan yang .modern dan-kompleks
menimbulkan terjadinya pen é‘gakan.hukum yang selektif.

Penégakan hukum yang selektif ini akan terlihat dalam
penegakan  hukum terhadap' peIanégarzui undang-undang pemilihan
umum. Pa.rtai—pm'tai besar relatif | mampu membentengi dirinyé dari
proses penegakan hukum, sehingga pelangga[.'an yang dilakukannya
relatif dapat dikendalikan dari tangan-tangan penegak hukum. Dengan
kafa lain pelanggaran-pelanggam yang dilakukan partai secaré
organisatoris umumnya tidak sain‘pai ke pengadilan, kecuali yang

dilakukan oleh perorangan, seperti yang dilakukan olch SM di Boyolali

2. Pengaruh Kekuatan Partai Politik
Sebagai gambaran bahwa selama pemilihan umum 1999

terjadinya pelanggaran dan kerugian yang dicatat oleh Polri adalah

sebagai berikut :

123
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Tabel 4

Gambaran pelanggaran undang-undang pemiihan umum

No Deskripsi Kampanye putaran I & I1 Keterangan
I | Pelanggaran 4.489 kasus Pelanggaran
Administratif terbesar: kampanye
tanpa '
pembéritahuan
sebanyak 4.393
kasus '
2 | Tindak Pidana Pemilu | - perusakan alat peraga : | Dalam tindak
04 kasus, pidana lain, yang
) ) ) terbesar adalah
- tindak pidana lain : 75 .
pelemparan oleh
lkasus
maussit saat
kampanye 21 kasus
3 | Kerugian Materiil - alat peraga dirusak

scbanyak 1.783 buah

- alat peraga dibakar

sebanyak : 357 buah,

- mobil dirusak sebanyak.

: 31 buah,

- mobil dibakar

sebanyak : 3 buah
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sepeda motor dirus

sebanyak 13 buah,

kantor parpol di rusak

sebanyak 7 buah,

rumah dirusak

sebariyak 9 buah,

fasilitas umum dirusak

sebanyak 5 buah.

ak

Sedang penyimpangan (pelanggaran) undang—undap:g ﬁemilihan

_umum dan tindak lanjutnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5

Jenis penyimpangan dalam pemiiu 1999 dan tindak lanjutnya

TINDAK LANJUT

- Jenis : Tumlah
Penyimpangan Telah Dilimpahkan | Dilimpahkan
diseleselesaikan ke polisi ke pengadilan
Penyimpangan 605 1 606
yang bersifat ' .
administrasi . (26,77 %) (0,04 %) - (26,81 %)
Penyimpngann 678 16 694
yang menyangkut
tata cara (29,9 %) (0,7 %) - 30,6 %)
penyelenggaraan. '
pemilu
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Pcny.impzmgm'n 342 364 3 709
yang berupa . .
tindak pidana (15,1 %) - (16,1 %) (0,13 %) (31,33 %)
Penyimpangan 83 13 96
yang berupa -
money politic (3,6 %) (0,6 %) - (4,2 %)
Penyimpangan 154 1 1 156
birokrasi dan
pejabat (6,98 %) (0,04 %) (0,04 %) (7,06 %)
pemerintah . '
Jumlah 1862 395 4 2261
(8235% (17,4 %) 0,17 %)

Secara umum, tidak ada satu kasus money politic pun yang
diajukan ke pengadilan. Meskipun demikian tidak berarti bahwa
pelanggaran berupa money politic seperli yang térjadi di Boyolali tidak
térjadi sama sekali. Penyelesai_an kasus tersebut lebih banyak
diselesaikan secara politis melalui elit partai yang bersangkutan Fehingga
terdapat konsensus untuk 11lerlyelesaii<alt1 pelanggaran undang-undang
pemilu secara musyawarah.,

Kasus penyerangan kantor Partai Golkar di Jawa tengah
(Semarang) merupakan contoh konkrit bahwa pelanggaran undang-
uﬁdang ‘pemilihan umum maupim tindak piclal'm menurut ketentuan
KUHP berupa perusakan barang yang diiakukan oleh lebih dari 50 orang
pada hari Miﬁggu tanggal 9 Mei 1999 telah menimbulkan kerusakan
harta benda. Aparat kepolisian Kota Besar Semarang (POLTABES) telah

melakukan penyelidikan dan penyidikan dan beberapa orang sudah
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dimintai keterangan. Beberapa saat kemudia terjadi kesepakatan politik
antar kedua partai politik untuk mengakhiri perselisihan tersebut secara
damai, kemudian perkairanya dicabut.

Di sini kelihatan bahwa partai politik yang dipersoniﬁka‘sikan
oleh elit partai dan para tokoh mésyarak_at pada umumnya dalam
realitasnya dapat mempengaruhi kinerja sistem peradilan p}daﬁa dalam
melakukan pengusutan perk_ara pidana. Sehingga diperoleh out‘ put
berupa putusan pengadilan yang men_iatuhkan pidana bagi mereka yang
terbulkti nmia%ggar undang-undang.

Gambaran demikian meniang tidak dapat dielakkan,

124 «sistem peradilan

scbagaimnana dikemukakan oleh Muladi bahwa :
pidana hanya berfungsi terhadgp recoded c;’imes yang menjadi
nmsukannyf-l.. Fungsinyapun kadang-kadang tidak maksimal (total
enforcement) sebab demi menjaga keseimbangan antara ketertiban umum
(public order) dan hak-hak individual (individual right) rﬂaka batas-batas
penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ketat.l Karena
itn menurut Muladi'?® :” kita tidak boleh mengharapkan terlalu besar,
tentang peranan sistem. peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan,
sebab sistem ini hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik

kriminal”.

Dengan demikian sering kali timbul hambatan-hambatan,

sehingga pelaku tindak pidana tidak dapat diajukan ke pengadilan, karena

12! Muladi, Kapita Selekta ... op cit hal -

' bid
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syarat-syarat _yahg harus dipenﬁhi dalam penyidikan atau penuntutan
tidak lengkap. Bila mana diajukan ke pengadilanpun tidak mustahil si
pelaku tindak pidana dapat Ioios dari mekanisme sistem peradilan pidana
karena lterpaksa dibebaskaﬁ atau dilepaskan dari segala tuntutan karena
pembuktiannya tidak memadai.

Begitu juga dalam bidang politik. Menurut Loebby Loqrnanm,
perkara pelanggaran undang-undang pemilihan umum lebih mérupakan_
peristiwa politik, karena itu penyelesaian secara politik jauh lebih baik
dan efektif. Penggunaan sistem’ peradilan pidana justru akan-
menimbulkan masalah berupa kemandekan-kemandekan dalam politik..
Orang semakin enggan untuk melakukan kegiatan politik, karena setiap
saat perilakunya akan dikoreksi oleh badan-badan peradilan. Kehidupan
politik yang rglatif “cair” terhadap berbagai perkemb.angan akan bertolak
belakung dengan kultur sistem peradilan pidana yang ketat dan kaku.
Maka membawa kasus politik ke pengadi‘lan sama dengan menguji
perilaku politik para aktor-aktor politik (legislatif) terhadap badan-badan
peradilan (yﬁdikatif): Pasti akan menimbulkan ekses—éicses yang tidak
pertu, seperti keengganan politik dan sejenisnya. Politik itu merupakan
seni untuk mencapai tujuan, dalam hal ini aspek doelmatigheid lebih
dikedepankan; sedallgl;all hukum dalam hal ini sistem peradilan pidana
lebih mengedepankan aspek rechismatigheid, memperbandingkan antara
keduanya jelés akan timpang. Karena itu penegakan hukum dalam bidang
pblitik ‘lebih menggunakan pendekatan politik daripada pendekatan

hukum. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pendekatan hukum

1% | oebby Logman, Wawancara Pribadi, Jakarta, 14 Januari 2000
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dalam rangka penyelesaian kasus-kasus pelanggaran undang-undang
pemilihan umum tidak diutamakan. Dengan kata lain tidak dilakukan
‘mobilisasi , hukum terhadap pelanggaran undang-undang pemilihan
Lmum.

Kepolisian lebih 'banyalc melakukan pendekatan preventif dari
pendekatan represif. Begitu juga kejaksaan lebih menunggu hasil
penyidikan yéng dilakukan oleh kepolisian. Sehingga ‘bekerjanya sistem
;;eradilan pidana tidak dapat berjalan secara efektif karena adan}{a
pendekatan-pendekatan politik yang dilakukan oleh partai-partai politik.
De1‘1gan demikian, tidak menghérankan kalau banyaknya pelanggaran
terhadap undang-undang pemilihan umum tidak diilkuti banyaknya
pelaﬁggaraﬁ tersehut yéng dilakulan proses hukum terhadapnya. Aparat
pénegak hukum terkesan illellunggu adanya laporan masyarakat, barulah
kem udiah melnkl.lkan pengusutan.

-Tepatlah apa yang dikemukakan oleh SOCdﬂl’tO,ln bahwa
“membicarakan masalah penegkan hukum di sini tidak dibicarakan
bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparatur
penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan
hukum”. Sejalan dengan itu, Muladi menyatalkan bahwa'®® : sebagai salah
satu bagian dari keseluruhan kebijaksanaan penanggulangan- kejahatan,
memang penegakan hukum  pidana | bukén merupakan satu-satunya
tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi

kejahatan secara.tuntas. Hal ini wajar karena hakikatnya kejahatan itu

'31 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1981 halaman 113
¥ Muladi. op cithal 7
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merupakan “nasalah kemanusiaan” dan “masalah sosial”, yang tidak
dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Sebagai suatu masalah
sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang

dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur.

kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu ada yang

menyebutnya sebagai socio-political problem.

-

3. Penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum

Pendékatan p’olitik dalam usaha penyelesaian tindak pidana
pemilihan umum  baik yang dilakukan oleh partai politik  yang
bersangkutan atau oleh penegak hukum, sebenamya ;nertlpakall sarana
politik kriminal yakni sarana non penal yang sering kali'diseb_ut sebagai
pencegahan - tanpa menggunakan pidana  (prevention withoui
/nrnf:\‘]rmen?‘).l‘z‘) Upaya penmggﬁlangan kejahatan lewat jalur “non penal”
lebih berisifat tindakan pencegahan untuk terjadiny;l kejahatan. Maka
sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab
terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain.berpusat pada
masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau
tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh subu_rkan kejghatan.
Dengm -demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro eaclan

global, maka upaya-upaya non penal mendudukl posisi kunci dan

strategis dari kescluruhan upaya politik kriminal,

" Muladi, op cit hal 4. liltat pula Barda Nawawi Aricl, Bunga Rampai Kebijakan Hukum
Pidana. Penerbit Citra Aditya Bakt, Bandung , 1996 halaman 48
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 Dalam bidang IV:uolitik,r terjadinya pelanggaran undang;undang
pemilihan umum lebih disebabkan oleh faktor-faktor Adilu,ar hukum
pidana, yakni di bidang ketatanegaraaﬁ dan part'isipasi politik warga
neg‘ara, dengan demikian upaya penanggulangan lcéj;ﬁﬁéfa—{n pelanggaran
undang-undang pemilihan umum berada diluar batas jangkauan hukum
pidana. Karena itu berlaku “prinsip-prinsip pembatas™ penggunaan sanksi
(hukum Pidana)." penggunaan “hukum pidana hendaklah dihindarkan,
karena itu jangan men&,gunakatl hukum pldana untuk mencapai tu_]uan
yang dapat dicapai. Scmra ]Cblh effekuf dengan sarana-sarana lain yang
lebih ringan juga hukum pidana jangan nlwmuat larangan-larangan yang
tidak mendapatkan dukungan imat dari publik.m
Jeremy Bentham mengemukakan bahwa “pemidanaan tidak boleh
diterapkan apabila tidak in;-miliki dasar, tidak dibutuhkan, “*ti‘idak
menguntungkan dan tidaii efektif.!*? Se]alan dengan itu, Herbeg\L

Packer'*® mengemukakan bahwa sanksi pidana pada satu sisi merupakan

* penjamin yang utama jika digunakan secara hemat cermat (“providenly”)

dan berperikemanusiaan (humanely”) dan merupakan pengancam utama
disisi lain jika dipergunakan secara “menyamaratakan” dan “pemaksaan”

atau ( “indisciminately ") dan (“'coercivly”).

'™ Barda Nawawi Arief, Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, Penerbit Citra Aditya Bakui, Bandung, [998, hal 47, lihat juga Nigel Walker, Seutencmg
in a Rational Society, Penguin Books, 1972 hal 44 - 52

" Barda, op cit hal 48

2 Niegel Walker, op cit hal 50

133 Herbert L Packer, The Limit of The Criminal Sanction, Stanford University Press, 1968, hal

366
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~ Penggunaan hukﬁm pidana merupakan ‘“ancaman” tersendiri
aalam kehidup'an politik, jika digunakan dalam rangka penyelesaian
kasus hukum yang be.rhubungan dengan pelanggaran undang-undang
pemilihan umum. Sejalan dengan hal ini menurut Loebby Logman,
sebaiknya para tokoh politik dan partai politik melakukan introijeksi. d;:i, ,
sehingga bentrokan antar partai dapat dicegah sejak dini. Mereka para
politisi itu juga hendaknya menetapkan rambu-rambu apa yang akan
dipergunakan jika friksi politik telah terjgdi diantara mereka atau antar
bendukung—pendukungnya.

Menurut Loebby Loqman,‘134 usaha untuk menarik kasus-kasus
politik ke \yilayah hukum pasti tidak akan efektif. Dinamika politik yang -
berkembang pesat sering menyebablkan perubahan—perubalﬂmn sedemikian
cepat dan S(-i‘demikiz_m rupa sehingga apa yang terjadi pada kian i akan
be;‘beda dengan esok. Kehidupan di bidéng politik terkadang sukar
diramalkan olel siapapun terma;uk juga mereka yang menjadi aktor

politik itu. Sedang dalam wilayah hukum semuanya berjalan dengan

baku dan tertib. Katentuan-ketentuan hukum materiil maupun “hukum

formil menjadi pegangan utama penegak hukum, sehingga hasil yang
akan diperoleh/dicapai nantinya terkadang sudah dapat diramalkan.'”’
Apabila pendekatan ini hendak dipergunakan,jelas akan menimbulkan

kemandegan-kelﬁandegan politik, dinamika yang begitu cepat di bidang

' Wawancara Pribadi, 14 Janurai 2000
13% Dengan Tepat Oliver Wandell Holmes mengatakan bahwa “The law is Predictions of What
Courts Will do” dalam The Nature of Law, MP Golding {ed), Columbia University Press, 1966

hal 175
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politik akan terhambat apabila proses hukum dijalankan secara “full
enforcement”.

Dengan demikian maka para tokoh politik Aan partai politik akan
menempuh jalur “non penal” ini. _Apalagi bagi partai dominan seperti
- Golongan Karya dan Paﬂ-;ai Demokrasi Indonesia — Perjuangan (PDI-P),
m'erﬁipakan partai dominan di eranya masing-masing. Reformasi yang
telah berhasil menggulingkan pemerintahan orde baru hanya mampu
menurunkan Socharto dari tampuk kekuasaanya. Akan tetapi gagal untuk
memarginalisasikan partai golongan karya yang merupakan mesin.po]itik
yang ditakuti kala itu. Begitu jugﬁ‘PDI-P merupakan partﬁi domi‘nan
semcnjak rpemilihan umum 1999, dan berhasil mendudukan Ketua :
Umumnya sebagi wakil presiden.- |

Don{inasi itulah yémg dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-
kasus hukum mereka masing-masing. Peristiwa penyerbuan kantor
Golkar di Semarang merupakan bukti bahwa kelebihan kekuatan itu
dipefgunakan oleh masing-masing pihak untuk melakukan mobilisasi
hukum pidana. Sehingga apartur peradilan seperti polisi dan jaksa tidak
dapat menjalankan tugasnya secara wajar. Pendekatan politik yang
dilakukan oleh petinggi kedua partai lebih dominan, sehingga sistem
peradilan pidana bekerja secara tidak optimal. Pengusutan (penyelidikan
“dan penyidikan) yang dilakukan olch polisi menjudi terhenti karena
adanya kesepakatan antara kedua tokoh partai dan pemuka masyarakat
kala itu sehingga perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Dala;n aksi
penyerangan itu, kerugian harta benda banyalk dialami oleh Partai Golkar,

karena itu penyidik sudah mengarahkan penyidikannya berdasarkan Pasal
189



- 406 KUHP yakni tentang Perusakan Barang, Penganiayaan Pasal 351 dan

Pembakaran atribut partai.

Peristiwa penyerangan kantor Partai golkar dipicu dengan adanya

tindakan saling mengejek dan melempar batu antara kedua simpatisan,

yang kemudian terjadi bentrok fisik antara mereka. Massa PDI-P yang

berjumlah lebih banyak menyerang massa Golkar yang relatif lebih
sedikit. Pada saat itu massa golkar hanya melakukan tindakan defensif

yakni hanya membela diri, akan tetapi massa dari pihak lain justru lebih

besar dan kuat, sehingga ja_tuhnya korban tidak dapat dihindarkan lagi."®

Menghadapi periétiwa itu, dan telah jatuhnya korban dari
kalangan partai golkar, maka kejadian tersebut dilaporkan ke pihak
kepolisian. Aparat kepolisian sudah melakukan identifikasi atas 'kerugién

vang dialami oleh partai golkar. Akan tetapi upaya yang sudah

sedemikian rupa dilakukan oleh kepolisian tidak ditindak lanjuti. Hal ini

- disebabkan terjadinya kesepakatan antara pimpinan kedua partai politik

secara musyawarah di  hadapan Kepala Kepolisian Kota Besar

(Kapoltabes) Semarang untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke
pengadifan. Adapun pertimbangan yang diperhitungkan kala itu bahwa
terjadinya penyerangan tersebut disebabakan oleh faktor yang sepele,
antara  kedua pihak sebenérnya tidak terdapat friksi yang serius.
chuany;t saling bersinergi dalam membangung iklim perpolitikan Jawa‘

Tengah, namun tindakan “emosional”, yang lebih menjadi faktor pemicu

" Drs 11 A Munif, Wawaneara Pribadi, semarang, 27 Desmber 2000

1
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terjadinya aksi penyerangan tersebut.'’’ Peristiwa itu bermula dari
pendukﬁng partai Gol‘kar yang tgrlebih dahulu men'lukul simpatisan
PDI-P, kemudian simpatisan PDI-P melakukan tindakan balasan, yang
mengakibatkan kerugian- dan jatuhnya korban yaﬁg luka-luka.
Berclgsarkan kesepakatan kedua pihak untuk menyelesaikan mashl_gh
tersebut dan dikembalikan kepada akar masalah bahwa terjadinya tind;é.‘k
kekerasan itu hanyaxdiselgabkmi oleh faktor em_osipnal belaka. Peristiwa
itu. kemudian.-tiélai; difanjutkan lagi melalui jaluf hukum. Tindakan
emosional yang dilakukan dan telah menimbﬁlkan kerugian tersebut
merupakan tind.akun yang manusiawi dan logis.' Bahwa manusia bisa
khilaf dan kerugian tersebut merupakan konsekwensi logis dari
kekhilafan tgrsebut.

Munculnyﬁ peristiwa tersebut tidak didasarkan kepada faktor-
faktor yang bersifat ideologis atau masa]ah—masalaﬁ substarisial lainnya.
Para pendukung partai yang terlampau fanatik, terkadang kehilangan

" rasionalitasnya untuk berbuat dalam situasi tertentu. Pemicu yang
~sederhana bisa menyebablkan bentrokan yang tak terelakkan yang
- membawa léerugian harta benda maupun-jiwa manusia, seperti peristiwa
di Dongos Kabupaten Jepara. Meskipun telah jatuh korban jiwa dan harta
benda, aparat kepolisian rmeiakukan tindakannya secara selektif. Dari
sekian banyak 01'1{11g ‘yang diduga melakukan pelanggaran hukﬁm hanya
sedikit yang diajukan ke pengadilan. Itupun didasérkan pada keten;cuan

dalam KUHP bukan berdasarkan undang-undang pemilihan umum.

»

ST Tygiran, SH. Wawancara Pribadi, Semarang, 3 Januari 2001
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Peristiwa money Politic yang terjadi di Boyolali, juga dilakukan

pendekatan politik, meskipun yang bersangkutan telah divonis hukuman

" penjara oleh pengadilan, akan tetapi dalam tingkat banding yang

bersangkutan dibebaskan. Pengadilan menganggap bahwa penyelesaian '
kasus politik 1.<urang tepat jika dilakukan secara hukum melalui
pengadilan. Merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
(Panwaslu) untuk 1henjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan.
Apakah akan teta}; diikutkan. dalam pemilihan umum sebagai calon
anggota legislatif dari partai yang bersangkutan atau tidak. Semuanya
dikembalikan kepada mekanisme partai untuk menyelesaikannya. Mesin
politik birokrasi seperti Golkar dirasa cukup ampuh untuk menyelesaikan
pclanggaraq yang dilakukan oleh MS secara pofitis.

Pengaruh kekuatan pai‘Lai politik ternyata tebih dominan dalam
nenyelesaian friksi di dalam partai politik yang bersangkutan atau antar
parpol dan pendukung-pendukungnya. Par# pendukung fanatik partai

politik justru lebih mematuhi perintah organisasi partainya daripada

" mematuhi perintah aparatur hukum. Di sini sekali lagi sistem peradilan

pidana tidak dapat bekerja secara efektif berhadapan dengan mesin
politik yang ternyata memiliki energi dan sumber daya yang lebih kuat.
Sistem peradilan pidana ternyata tidak dapat bekerja dalam ruangan yang

hampa,  tanpa  adanya  mobilisasi  hukum  dari pihak-pthak . yang
berperkars. Nyuatanya suatu perkara yang sudail nsulan difukukakan

penyidikan olei penyidik kepolisian dihentikan karena adanya
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kesepakatan antar tokoh partai politik untuk menyelesaikannya secara
muslyawamh. Ternyatan sistem peradilan pidana tidak dapat melakukan
tugasnya secara full enforcement berhubung adanya kesepakatan-
kesepakata antara para pihdk. Meskipun demikian, upaya tersebut dalam
1';111gi<a po.lit‘iii kriminal juga disebu? dengah prevention without
punishment tanpa mengenakan pidana pada para pelakunya. Cara
demikian dinilai eukup efektif untuk menyclesaikari sangketa poiitik
antar partai politik dan pendukung-pendukungnya. Kekuatan partai -
poliLil\: 1&1‘:1yata mcmillil(i energi yang lebih besar daripada sub sistem
hukum dajam  hal ini sistem | pc-aradilzm pidana. Bek;rjanyé sisten-l
peradilan pidana lidak dapat dilepaskan begitu saja dari pengaruh partai
politik dominan kala itu. Pencegahan dengan tanpa mengenakan pidana
kepada pelakunya di bidang politﬂcju ga mempunyai dampak politik bagi
yang bersangkutan, apakah akan dipereaya olch para pemilihnya atau
tidak. Mereka yang tidak lagi mendapat simpati dari pemilihnya tentu
tidak akan dipercaya lagi untuk duduk di lembaga perwakilan sebagai
wakil rakyat. Prevention without punishment ini dalam bidang politik
mempunyai bentuk huktim yang cukup efektif untuk menéaharﬁbat
langkah seorang calon untuk duduk di lembaga legislatif atau
peﬁlerintahan ini. Keterlibatan media massa tentu tidak dapat diabaikan
suna  melakukan kontrol sosial terhadap seseorang  yang diduga

melakulkan tindak pidana.
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BAB 1V

PENUTUP

Simpulan
Berdasarkan analisis dan temuan-temuan dalam penelitian dapat
ditarik simpulan sebagai berikut : |
~A. Hubungan sosial ﬁolitik antar partai dalam bekerjanya sistem peradilan
_pidana dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan 1)oliti1< pada saat tertentu.
Hubungan sosial politik yang dipersoniﬂk‘asikan oleh elit politik akan
mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum. Guna melakukan
pengusutan pelanggaran undang-undang pemilihan umum - yang
di_kualiﬁlq_lsikan sebagai tindak pidana. Pelanggaran pasai- pasal seperti
Pasal 72 hinggq Pasal 75 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1‘999 tentang
Pemilihan Umum Jebih banyak diselesaikan secara politis, sehingga
sangat sedikit kasus yang dilakukan penyidikan oleh kepolisian dan
yang dilimpahkan ke pengadilan.

B. Realisasi penerapan hukum terhadap pelanggaran undang-undang
pemilihan umum menunjukkan sedikit kemajuan. Meskipun teifd\apat-
pelanggaran térhadap ilndang—undfmg pemilihan umum yang béi‘ﬁm
dilakukan proses hukum. Hanya sebagian kecil yang dilimpahkan ke
pengadilan. Kasus money politic yang dilakukan SM, terjadi di Boyolali

hanya merupakan contoh bahwa hanya sedikit pelanggaran undang-

undang pemilihan umum yang diselesaikan oleh pengadilan, bahkan

194



secara nasional tidak ada sama’sekali. Realisgsi pelanggaran undang-
undang pemilihan umum_yang dilakukan melalui proses hukum masih
rendah dan belum memuaskan itupun akhirnya diputus bebas di tingkat
banding.

Kekuatan partai politik mmnbenga.ruhi kinerja penegak hukqm.
Meskipun suatu kasus telah dilakukan penyidikan, tetapi karena adanya
l<esé1)a1<ata11 politik antar tokoh partai ‘politik untuk liiéllyelesailcannya
secara musyawarah, menyebabkan kasus yan;; tengah ditangani tersebut
di'he.ntiiéan. Seperti peristiwa penyerangan I,cantor‘ Partai Golkar di
Semarang merupékau bukti, bahwa kekuatan politik antar partal
méujadi falktor yang menentukan apakah suatu kgsus akan di]impa}ﬂcan :
ke pengadilan atawr tidak. Dengan demikian sistem peradilan pidana
ternyata tidak dapat bekerja dalam ruangan yang hampa tanpa adanya |
mobilisasi hukum dari pihak-pihak yang berperkara.

Para Penegak Hukum -masih ragu dalam menerapkan pasal-pasal yang
ada pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan
Umum yaitu : Pasal 72 sampat dengan. pasal 75. Hal ini dikarenakan
adanya kemiripan dengan pasal;pasal di dalam Kitab Undang-ﬁndang
Hukum Pidana (KUHP), yaitu : Pasa-tl 148 sampai dengan pasal 15.2.
Sebagai contoh di desa Dongos Kabupaten Jepara. Polisi lebih cocok
menerapkan pasal-pasal yang ada di dalam KUEIP, karena lebih mudah

penerapan Mmaupun penanganannya. Sedangkan pasal-pasal pada

3
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Undang-undang Pemilu, lebih merupakan delik politik, yang belum
pernal dilakukannya. |

Timbulnya konflik antar pendukﬁng partai dalam Pemilihan Umum.‘
1999 dikarcnakan adanya persamaan dalam kepentingan tujuan yang
menciesak. ~ Berakibat mudah menimbulkan benturan kekerasan,
dikarenakan masih rendahnya pendidikan dan kesadaran para
pendukung partai. Hal ini terjadi di Jepara antara PPP dan PKB yang

hanya mengenai masalah-masalah sepele.

4

B. Saran-saran

1.

[

‘Pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten oleh aparatur hulkum
seyogyanya' menjadi mekanisme penyeimbang untuk telwujudni/a
demokratisasi, Guna  menghindarkan  tarik  menarik  berbagai
kepentingan, pergeseran dan toleransi politik. Perlu dibangun dan
tumbuh kembangkan suatu sistem yang dapat mendukung tegaknya
supremasi hukum. Aparatur .penegak hukum seyogyanyarmenyadari
bahwa suprémasi hukum dalam kehidupan masyarakat merupak;m
kondisi yang clilmrau.)kan bagi (erciptanya iklim (Ienmkr;‘;si yang schat

+

dan dinamis.

Pelanggaran undang-undang pemilihan umum hendaklah dilihat sebagai

suatu yang harus diselesaikan menurut hukum. Kompromi-kompromi
politik seyogyanya dilihat sebagal upaya untuk menumbuhkan iklim

budaya politik yang benar. Tanpa harus mengorbankan kepentingan
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e

penegakan hukum yang lebih besar. Mobilisasi hukum hendaklah tetap
dipertahankan jika pelanggaran hukum sudah begitu serius, sepert
tindakan money polz'tz:c, sedangkan tindakan kekerasan hendaklah
mengacu kepada ketentuan dalam KUHP.

Perfu dilal_mkan revisi 'terhadap undang-undang pemilihan umum,
terutama yang berkaitan dengan sanksi pidana, Ketentuan yang sudah
diatur .da]z.lm KUHP éeyogyanya‘ fidak perlu diatur lagi dalam undang-
undang p_emilihan umum, karena akan membiléungkan aparat penegak
hukum dalam mena’m&ani kasus yang diduga merupakan tindak pidana.
Kerancuan  dan émrlcwping -dalam kedua undang-undang akan |
mcrugikziﬁ penegakan.hukum dan pembcnl.ulcan budaya hukum yang
baik, .
Agar penerap#n undng-undang pemilihan umum berjalan sebagaiména
mestinya. Sistem peradilan pidana hendaknya bekerja berdasarkan
mekanisme yang telah ditentukan oleh hukum acara, meskipun_ yang
dihadapi adalah aktor-aktor politik yang dengan kekuatan massanya,
terkadang dal;at melakukan tel;anan-tekananl kepadanya. Konsistensi itu
dibutuhkan karena jika tidak masyarakat akan menganggap bahwa
penegak hukum telah bertindak diskriminatif,

Dakam bi dang politik perlu dikembangkan etika polilik untuk scnaniiasgx
mematuhi perundang-ungangan yang ada dan mencgakkan hukum jika
terjadi pelanggaran undangmnd‘ang. Penegakan. etika .politik dan

pembentukan budaya hukum yang baik dalam bidang politik perlu
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dikembangkan agar tercipta ikliny politik yang sehat dan penegakan

hukum yaﬁg adil.
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